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 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 

SEKRETARIAT DAERAH 
Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576. Telepon (0545) 4043841 ï 4043704 

Fax (0545) 4043843. Website : www.kutaibaratkab.go.id 

SENDAWAR 
 

 

KONTRAK PAYUNG BERSYARAT  

JASA LAINNYA  

ANTARA  

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  

 DENGAN 

PT ABADI RAYA COMMERCE ( ARCO )  

 

TENTANG  

JASA KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

KUTAI BARAT  

Nomor : 027/032/UMUM.TU.P/I/2021 

 

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu  bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu  (01-Januari-

2021) yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

1. Leonard Yudiarto, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kab. 

Kutai Barat berkantor di gedung Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat Komplek 

Pemerintah Kab. Kutai Barat, JI. Perkantoran I Sendawar Kab. Kutai Barat Prov. 

Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten 

Kutai Barat berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900/3787/PBJ-

TU.P/XI/2020 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 Tentang Penunjukan Kepala 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Pejabat Daerah Untuk Menandatangani 

Kontrak Payung Bersyarat Dengan Penyedia dan Penunjukan Kepala Sub-Bagian 

Perencanaan dan Pembinaan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator 

Kontrak Payung Bersyarat  untuk menandatangani Kontrak Payung Bersyarat 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Penyedia, yang 

selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA "; dan 

2. H. Karmin, Direktur Utama, PT ABADI RAYA COMMERCE, beralamat Balikpapan 

Baru Blok L-4, Nomor 9, Rukun Tetangga 051, Rukun Warga -, Kelurahan Damai, 

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama PT ABADI RAYA COMMERCE, yang berkedudukan di Jl. D.I Panjaitan No. 9, 

Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, 

berdasarkan Kewenangan Bertindak Direktur Utama atas nama Badan Usaha sekaligus 

Badan Hukum berdasarkan Pasal 12 angka 2 huruf a Akta Pendirian Perseroan Terbatas 

PT ABADI RAYA COMMERCE oleh Notaris Gina Riswara Koswara, S.H Nomor 16 

tanggal 14 Mei 2020 dimana menjadi Hak dan Kewenangan Direktur Utama untuk 

bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan, dalam hal ini legalitas 

Pelaku Usaha Akta Pendirian Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Abadi Raya 

Commerce Tanggal 14 Mei 2020 Nomor 16 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah Gina Riswara Koswara, S.H di Bandung dan Akta Salinan Berita Acara RUPS 

Luar Biasa PT. Abadi Raya Commerce Berkedudukan di Kota Balikpapan Nomor 05 

Tanggal 25 Juli 2018 oleh Notaris Dwi Fariasandy, S.H.,M.Kn di Balikpapan yang telah 

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 

Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0225557 tanggal 25 Juli 2018, yang selanjutnya disebut 

"PIHAK  KEDUA".  
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MENGINGAT:  

 

(a) bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkedudukan sebagai 

tersebut diatas dan secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK  

(b) bahwa Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja di Bawah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan 

pekerjaannya memerlukan Jasa Lainnya Jasa Kebersihan. 

(c) bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Jasa Kebersihan tersebut, 

PIHAK PERTAMA telah melakukan proses Tender Kontrak Payung  

terhadap beberapa penyedia yang dilakukan melalui Kelompok Kerja 

Pemilihan IV.A UKPBJ Kab. Kutai Barat sesuai Dokumen Penetapan 

Pemenang Nomor 027/325.A/POKJA-ULP/T.05/KELOMPOK KERJA 

PEMILIHAN IV.A.JL/12/2020 Tanggal 23 Desember 2020. Bahwa PIHAK 

KEDUA dianggap mampu dan sanggup untuk memenuhi  kebutuhan  Jasa 

Kebersihan tersebut. 

(d) bahwa berdasarkan hasil tender cepat telah ditetapkan PIHAK KEDUA 

sebagai pemenang untuk penyediaan Jasa Kebersihan  yang dibutuhkan oleh 

Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja di Bawah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 

 

KEDUA BELAH PIHAK BERSEPAKAT UNTUK :  

 

(e) bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PARA PIHAK sepakat 

untuk mengikatkan diri dalam bentuk kontrak payung dengan ketentuan 

dan persyaratan sebagai berikut: 

i. Harga Satuan yang menjadi acuan merupakan Harga Standar yang 

berlaku selama tahun anggaran 2021-2022; 

ii. Proses Tender Cepat Kontrak Payung Bersyarat menggunakan 

kapasitas minimal kemampuan belanja dengan standar mengacu pada 

beberapa lokasi; 

iii.  Dalam hal dilaksanakan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran 

Keuangan sebagai akibat Perjanjian / Perikatan dengan Perangkat 

Daerah dan/atau Unit Kerja di Bawah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah kabupaten Kutai Barat menjadi tanggung-jawab mutlak 

antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-

masing dan wajib dituangkan dalam Kontrak yang mengacu pada 

Kontrak Payung Bersyarat ini; 

iv. Dengan secara sadar PIHAK KEDUA  mematuhi ketentuan bahwa 

Perikatan yang mengakibatkan Hubungan Kerja adalah Kontrak yang 

dilaksanakan dengan Pejabat Penandatangan Kontrak pada tahun 

anggaran 2021 hingga tahun anggaran 2022 dan Kontrak Payung 

Bersyarat ini hanya menetapkan Harga Satuan atas Nilai Pekerjaan 

yang belum dapat dipastikan waktu pemesanannya. 

 

(f) Harga Satuan yang berlaku pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 

adalah sebagai berikut : 
No Kate

gori 

Jasa 

Keb

ersih

an 

Harga 

Satuan 

Sebelum 

Pajak  

(Rupiah) 

Pengguna yang dapat 

melaksanakan Pemesanan 

Kriteria Pemesanan 

1. Tipe A Rp162,60 ¶ Sekretariat 

Daerah Kab. 

¶ Gedung 

Perkantoran 
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No Kate

gori 

Jasa 

Keb

ersih

an 

Harga 

Satuan 

Sebelum 

Pajak  

(Rupiah) 

Pengguna yang dapat 

melaksanakan Pemesanan 

Kriteria Pemesanan 

Kutai Barat 

¶ Sekretariat DPRD 

Kab. Kutai Barat 

Bersifat 

Kesekretariatan, 

memiliki ruang 

aula rapat besar, 

tingkat kepadatan 

kunjungan tamu 

relatif tinggi, 

kebutuhan 

pelayanan prima, 

bersih, nyaman, 

dan tepat; 

¶ Luas Wilayah 

Gedung dan 

Taman diatas 

10.000 m2 ;atau 

¶ Penggunaan 

Tenaga Kerja 

adalah minimal 

11 (sebelas) 

orang. 

2. Tipe B Rp895,10 ¶ Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

¶ Dinas Kesehatan 

¶ Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

¶ Dinas Perumahan 

Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

¶ Satuan Polisi 

Pamong Praja 

¶ Dinas Sosial 

¶ Dinas 

Pengendalian 

Penduduk 

Keluarga 

Berencana 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

¶ Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

¶ Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

¶ Dinas 

Pemberdayan 

Masyarakat dan 

¶ Gedung 

Perkantoran 

Dinas/Badan, 

berfungsi untuk 

melaksanakan 

pelayanan urusan 

Pemerintah 

Daerah, 

kepadatan 

kunjungan tamu 

relatif tinggi, 

kebutuhan 

kebutuhan 

pelayanan prima, 

bersih, nyaman, 

dan tepat; 

¶ Luas Wilayah 

Gedung dan 

Taman antara 

3.000 m2 hingga 

10.000 m2;atau 

¶ Penggunaan 

Tenaga Kerja 

adalah minimal 6 

(enam) orang. 
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No Kate

gori 

Jasa 

Keb

ersih

an 

Harga 

Satuan 

Sebelum 

Pajak  

(Rupiah) 

Pengguna yang dapat 

melaksanakan Pemesanan 

Kriteria Pemesanan 

Kampung 

¶ Dinas 

Perhubungan 

¶ Dinas Komuikasi 

dan Informatika 

¶ Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

¶ Dinas Pemuda 

dan Olah Raga 

¶ Dinas Arsip dan 

Perpustakaan 

¶ Dinas Ketahanan 

Pangan 

¶ Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

¶ Dinas 

Perdagangan 

Koperasi Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

¶ Dinas Pariwisata 

¶ Dinas Pertanian 

¶ Dinas Perikanan 

¶ Badan Keuangan 

dan Aset Daerah 

¶ Badan 

Pendapatan 

Daerah 

¶ Badan 

Perencanaan 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah 

¶ Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah 

¶ Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

¶ Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

¶ Sekretariat Korpri 

3. Tipe C Rp648,60 ¶ RSUD Harapan 

Insan Sendawar 

¶ Rumah Sakit 

Pratama Kab. 

¶ Pelayanan pada 

Gedung Fasilitas 

Kesehatan, 

namun sebatas 
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No Kate

gori 

Jasa 

Keb

ersih

an 

Harga 

Satuan 

Sebelum 

Pajak  

(Rupiah) 

Pengguna yang dapat 

melaksanakan Pemesanan 

Kriteria Pemesanan 

Kutai Barat 

¶ Seluruh 

Puskesmas di 

Kab. Kutai Barat 

pada ruang umum 

berupa selasar, 

rabat, dan/atau 

taman (bukan 

ruang 

penanganan 

medis yang 

memiliki standar 

akreditasi 

kesehatan 

tertentu); 

¶ Pelayanan 

dilaksanakan 

dalam 24 jam 

perhari dan tanpa 

hari libur;  

¶ kepadatan 

kunjungan tamu 

sangat tinggi, 

kebutuhan 

pelayanan prima, 

bersih, nyaman, 

dan tepat; atau 

¶ Penggunaan 

Tenaga Kerja 

adalah minimal 

11 (sebelas) 

orang untuk 

RSUD. 

 

4. Tipe D Rp278,70 ¶ Rumah Dinas 

Pejabat : 

Á Bupati Kutai 

Barat 

Á Wakil Bupati 

Kutai Barat 

Á Ketua DPRD 

Kab. Kutai 

Barat 

Á Sekretaris 

Daerah Kutai 

Barat 

¶ Seluruh Kantor 

Kecamatan di 

Kab. Kutai Barat 

¶ Gedung 

Perkantoran/Bang

unan Pemerintah 

Lainnya, 

berfungsi untuk 

melaksanakan 

pelayanan urusan 

Pemerintah 

Daerah, domisili 

jabatan, atau 

Kantor dan/atau 

Rumah Dinas 

Kepala Wilayah 

Kecamatan;  

¶ kepadatan 

kunjungan tamu 

relatif sedang, 

kebutuhan 

kebutuhan 

pelayanan prima, 

bersih, nyaman, 

dan tepat; 
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No Kate

gori 

Jasa 

Keb

ersih

an 

Harga 

Satuan 

Sebelum 

Pajak  

(Rupiah) 

Pengguna yang dapat 

melaksanakan Pemesanan 

Kriteria Pemesanan 

¶ Luasan lahan di 

dominasi dengan 

luas bangunan 

yang relatif lebih 

kecil 

dibandingkan 

taman; 

¶ Luas Wilayah 

Gedung dan 

Taman antara 

1.000 m2 hingga 

7.500 m2;atau 

¶ Penggunaan 

Tenaga Kerja 

adalah minimal 2 

(dua) orang. 

5. Tipe E Rp3.112,00 ¶ Balai Pertemuan 

Umum Tanaa 

Purai Ngeriman 

¶ Gedung PKK 

Pusat Kab. Kutai 

Barat 

 

¶ Gedung 

Pertemuan 

Pemerintah 

Daerah yang 

dapat digunakan 

oleh 

Pengguna/Tenant 

dari Masyarakat 

dan/atau 

Pemerintah untuk 

berbagai acara 

pertemuan; 

¶ Kepadatan 

kunjungan sangat 

tinggi namun 

dengan frekuensi 

waktu tertentu; 

atau 

¶ Penggunaan 

Tenaga Kerja 

adalah minimal 5 

(lima) orang. 

6. Tipe F Rp2.774,30 ¶ Alun-Alun ITHO 

¶ Gelanggang 

Olahraga Desnan 

¶ Taman Bung 

Karno 

¶ Taman Budaya 

Sendawar 

¶ Bangunan 

Pemerintah yang 

di dominasi 

dengan luas 

halaman yang 

lebih besar 

ketimbang 

bangunan 

utama;atau 

¶ Kepadatan 

kunjungan sangat 

tinggi namun 

dengan frekuensi 

waktu tertentu; 
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No Kate

gori 

Jasa 

Keb

ersih

an 

Harga 

Satuan 

Sebelum 

Pajak  

(Rupiah) 

Pengguna yang dapat 

melaksanakan Pemesanan 

Kriteria Pemesanan 

atau 

¶ Penggunaan 

Tenaga Kerja 

adalah minimal 5 

(lima) orang. 

 

(g) Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja di Bawah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan Perhitungan Volume Pekerjaan 

pada Pengguna yang dapat melaksanakan Pemesanan dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

 

i. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja di Bawah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menghitung jumlah 

kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dengan mengisi tabel berikut 

pada Kontrak yang mengacu Kontrak Payung Bersyarat ini, yaitu : 

No Uraian Jumlah 

(orang) 

Keterangan 

1 Jumlah Pengelola 

(Team Leader/Field 

Supervisor) 

Pramubakti 

Kebersihan Umum 

(General Cleaning) 

dan/atau Jasa 

Perawatan Taman 

(Gardener) 

…… Diisi sesuai 

kebutuhan 

2 Jumlah Pekerja 

(Worker Crew) 

Pramubakti 

Kebersihan Umum 

(General Cleaning) 

dan/atau Jasa 

Perawatan Taman 

(Gardener) 

…… Diisi sesuai 

kebutuhan 

Total Pekerja …… Diisi sesuai hasil 

penjumlahan 

kebutuhan 
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ii.  Selanjutnya untuk memperoleh volume diisi dengan melakukan 

penjumlahan perkalian pada tabel sebagai berikut : 

No Total 

Pekerja 

Durasi 

Kerja 

(Bulan) 

Luas 

Wilayah 

Pekerjaan 

(meter 

persegi) 

Volume Satuan 

     .. 

pekerja/.. 

bulan/.. 

meter 

persegi 

 

iii. Nilai Kontrak Pengguna Jasa pada Perangkat Daerah / Unit Kerja di 

Bawah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai 

Barat dihitung dengan cara sebagai berikut : 
No Uraian 

Pekerjaa

n 

Jenis 

Tipe 

Kontrak 

Payung 

Volu

me  

Kelua

ran 

Satuan Harga 

Satuan 

Sub-Total 

1    .. 

pekerja/.. 

bulan/.. 

meter 

persegi 

  

Nilai Pekerjaan Kontrak  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%  

Total Nilai Kontrak  

Catatan : 

- Perhitungan Volume mengacu pada poin (g) 

- Harga Satuan mengacu pada poin (f) 

(h) Pejabat Penandatangan Kontrak Berkontrak mengacu Kontrak Payung ini  

adalah : 

a. Pejabat Penandatangan Kontrak Adalah Pelaku Pengadaan yang menerima 

Tugas berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pejabat yang 

berwenang pada masing-masing Perangkat Kerja/Unit Kerja di Pemerintah 

Kab. Kutai Barat; 

b. Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK 

setelah mengetahui volume dan/atau waktu pelaksanaan membuat kontrak 

berdasarkan Bentuk Kontrak sebagaimana disebutkan diatas, dengan 

ketentuan berupa Tahun Tunggal, yaitu  : 

1. penyelesaiannya tidak boleh melebihi 12 bulan; atau  

2. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; 

(i) Ketentuan berkontrak dengan menggunakan Kontrak Payung ini adalah : 

Bentuk Kontrak mengacu pada Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada Jasa Lainnya 

dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Total Nilai Kontrak sebagai berikut : 

i. Bukti Pembayaran untuk Total Nilai Kontrak hingga sama dengan 

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); 

ii.  Kuitansi untuk Total Nilai Kontrak diatas Rp10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah) hingga sama dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); 

iii.  Surat Perintah Kerja untuk Total Nilai Kontrak diatas Rp50.000.000 

(lima puluh juta rupiah) hingga sama dengan Rp200.000.000 (dua ratus  

juta rupiah); 
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iv. Surat Perjanjian untuk Total Nilai Kontrak lebih dari Rp200.000.000 

(dua ratus juta rupiah); 

Standar Dokumen Kontrak mengacu dengan substansi pada Format yang dirilis 

oleh LKPP dengan format Surat Perintah Kerja dan format Surat Perjanjian 

terlampir. 

Adapun dalam berkontrak dengan Bentuk Kontrak yang berkesesuaian, Pejabat 

Penandatangan Kontrak melaksanakan : 

1. Pejabat Penandatangan Kontrak Perangkat Daerah melakukan 

Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan 

melampirkan rincian volume dan/atau waktu pelaksanaan sebagai 

lampiran dengan mengacu pada Harga Satuan Kontrak Payung 

Bersyarat ini beserta jumlah Total Nilai Kontrak; 

2. Pembayaran menjadi tanggung-jawab, tugas, dan kewenangan masing-

masing Pejabat Penandatangan Kontrak pada masing-masing Perangkat 

Daerah yang melakukan Perikatan dengan Bentuk Kontrak yang 

digunakan;dan 

3. Disarankan menggunakan Jenis Kontrak Lumsum. 

(j) Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana disebutkan dalam huruf (h) 

dilarang melakukan Perikatan melebihi satu tahun anggaran atau tahun jamak 

dengan PIHAK KEDUA ; 

(k) Pejabat Penandatangan Kontrak dilarang melakukan Perikatan dalam hal belum 

terdapat kepastian anggaran dengan PIHAK KEDUA;  

(l) PIHAK KEDUA Dilarang melakukan Perubahan Harga Satuan yang telah 

disepakati dengan PIHAK KESATU dalam hal melakukan Perikatan dengan 

Pejabat Penandatangan Perjanjian dengan alasan apapun; 

(m) Pejabat Penandatangan Kontrak Dilarang melakukan Perubahan Harga Satuan 

yang telah disepakati antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam hal 

melakukan Perikatan dengan Pejabat Penandatangan Kontrak dengan alasan 

apapun; 

(n) Pembayaran Tenaga Kerja menjadi sepenuhnya Tanggung Jawab Mutlak 

PIHAK KEDUA dan menjadi diluar tanggung jawab PIHAK KESATU 

maupun Pejabat Penandatangan Kontrak, Pembayaran Tenaga Kerja 

dilaksanakan dengan ketentuan Pengupahan sebagai berikut : 

i. Team Leader (field Supervisor) 

No Uraian Nilai Keterangan 

1 Upah Minimum Posisi 
Field Supervisor 
( Team Leader) 
Petugas Kebersihan 
dan Pramubakti 
Kebersihan Umum 
(General Cleaning) 
dan Pekerja 
Kebersihan Taman 
(Gardener) ditambah 
Insentif Posisi Team 
Leader 

                                                                                      
4,503,733.00  

Nilai Upah Minimum 
Kabupaten dengan Upah 
Luncuran 2021-2022 
=Rp3.503.733 
 
Insentif Leader Rp1.000.000 
 
Pembulatan keatas 

2 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Hari Tua 

                                                                                         
180,149.32  

Peraturan Presiden Nomor 
80 tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 
82 tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan, total 4% 
dan 1% dibayar dan telah 
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No Uraian Nilai Keterangan 

termasuk dalam Upah 
 
Pasal 30 ayat (1) 4% dibayar 
oleh Pemberi Kerja; dan 1% 
dibayar oleh Peserta, 
sehingga diperhitungkan 4% 

3 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) 

                                                                                            
10,808.96  

Termasuk dalam Risiko 
Sangat Rendah karena 
melayani Jasa Pemerintahan 
dan/atau Jasa-Jasa Umum 
Lainnya sebagaimana diatur 
dalam Lampiran Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 tahun 
2015 tentang 
Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian, 
dengan demikian 
berdasarkan Pasal 16 huruf a 
menjadi sebesar 0,24% dari 
Upah Sebulan; 

4 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Kematian 
(JKM) 

                                                                                            
13,511.20  

sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 
44 tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian, 
dengan demikian 
berdasarkan Pasal 18 ayat (1) 
menjadi sebesar 0,30% dari 
Upah Sebulan; 

5 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Pensiun 

                                                                                            
90,074.66  

Sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 
46 tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program 
Jaminan Hari Tua 
 
Pasal 28 ayat (3) 2% 
ditanggung pemberi kerja 
selain penyelenggara negara 
dan 1% ditanggung oleh 
peserta, sehingga 
diperhitungkan 2% 

Jumlah Bulanan 
                                                                                      
4,798,277.14  

Jumlah Biaya keseluruhan 
Posisi Pengelola Petugas 
Kebersihan dan Pramubakti 
(Leader) dalam satu bulan 
sebelum Pembulatan 

Jumlah Bulanan 
                                                                                      
4,798,278.00  Jumlah Sesudah Pembulatan 

Tunjangan Hari Raya 
                                                                                      
4,503,733.00  Jumlah Sesudah Pembulatan 
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No Uraian Nilai Keterangan 

Biaya Lembur Hari Minggu 
52 hari dalam setahun (1 

hari minggu = 1 jam) 
                                                                                      
1,442,256.97   Khusus Tipe C 

ii.  Worker Crew (Cleaning Service untuk Internal ruangan indoor dan 

Gardener untuk external outdoor) 

No Uraian Nilai Keterangan 

1 Nilai Upah Minimum 
Kabupaten dengan 
Upah Luncuran dan 
ditambah Insentif 
250.000 

                                                                                      
3,753,733.00  

Nilai Upah Minimum 
Kabupaten dengan Upah 
Luncuran 2021-2022 
=Rp3.503.733 
 
Insentif Pekerja Rp250.000 
 
Pembulatan keatas 

2 Biaya Tarif BPJS - 
Jaminan Kesehatan  

                                                                                         
150,149.32  

Peraturan Presiden Nomor 
80 tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 
82 tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan, total 4% 
dan 1% dibayar dan telah 
termasuk dalam Upah 
 
Pasal 30 ayat (1) 4% dibayar 
oleh Pemberi Kerja; dan 1% 
dibayar oleh Peserta, 
sehingga diperhitungkan 4% 

3 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) 

                                                                                              
9,008.96  

Termasuk dalam Risiko 
Sangat Rendah karena 
melayani Jasa Pemerintahan 
dan/atau Jasa-Jasa Umum 
Lainnya sebagaimana diatur 
dalam Lampiran Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 tahun 
2015 tentang 
Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian, 
dengan demikian 
berdasarkan Pasal 16 huruf 
a menjadi sebesar 0,24% 
dari Upah Sebulan; 

4 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Kematian 
(JKM) 

                                                                                            
11,261.20  

sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian, dengan 
demikian berdasarkan Pasal 
18 ayat (1) menjadi sebesar 
0,30% dari Upah Sebulan; 
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No Uraian Nilai Keterangan 

5 Biaya Tarif BPJS 
Ketenagakerjaan - 
Jaminan Pensiun 

                                                                                            
75,074.66  

Sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Hari Tua 
 
Pasal 28 ayat (3) 2% 
ditanggung pemberi kerja 
selain penyelenggara negara 
dan 1% ditanggung oleh 
peserta, sehingga 
diperhitungkan 2% 

Jumlah Bulanan 
                                                                                      
3,999,227.14  

Jumlah Biaya keseluruhan 
Posisi Pekerja 
(Worker)Petugas Kebersihan 
dan Pramubakti (Kebersihan 
Umum/General Cleaning) 
dan Kebersihan Taman 
(Gardener) dalam satu bulan 
sebelum Pembulatan 

Jumlah Bulanan 
                                                                                      
3,999,228.00  Jumlah Sesudah Pembulatan 

Tunjangan Hari Raya 
                                                                                      
3,753,733.00  Jumlah Sesudah Pembulatan 

Biaya Lembur Hari Minggu 
52 hari dalam setahun (1 

hari minggu = 1 jam) 
                                                                                      
1,202,080.09   Khusus Tipe C 

(o) Ketentuan terkait Pemberian Uang Muka : Tidak diberikan Pemberian Uang 

Muka, baik dalam Kontrak Payung maupun Kontrak yang mengacu pada 

Kontrak Payung ini. 

(p) Ketentuan Kehadiran Penyedia : 

1. Setiap Saat Untuk Seluruh Tenaga Kerja Operasional, Pramubakti 

Kebersihan Umum (General Cleaning) dan Petugas Taman (Gardening); 

2. Aktifitas Manajemen dilaksanakan minimal melakukan kunjungan bila 

diperlukan pada periode 1 bulan 1 kali dan melaporkan hasilnya secara 

berkala; ;dan/atau 

3. PIHAK KE DUA memastikan kualitas dan tingkat layanan yang setara 

untuk seluruh Kontrak yang mengacu pada Kontrak Payung ini, baik 

untuk pemesanan dengan Pengguna Jasa yang memerlukan Jasa 

Kebersihan dengan tipologi mulai dari Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D, 

Tipe E, dan/atau Tipe F sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Kontrak Payung huruf (f). 

(q) Tidak Diberlakukan Perubahan dan/atau Penyesuaian Harga Satuan Kontrak 

Payung selama Masa Berlaku Kontrak Payung. 

(r) Pejabat Penandatangan Kontrak Pengguna Jasa berdasarkan Kontrak Payung ini 

melakukan Pemesanan dengan menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen 

Konsolidator (PPK Konsolidator) dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. PPK pengguna Jasa Menyusun Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan 

Sendiri, dan Rancangan Kontrak berdasarkan harga satuan Kontrak 

Payung sebagaimana format terlampir; 

2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam bagian (r) angka 1 disampaikan 

kepada PPK Konsolidator; 

3. PPK Konsolidator mendampingi pengunggahan Non-Transaksional 
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Pejabat Penandatangan Kontrak Pengguna Jasa dalam SPSE Kab. Kutai 

Barat; 

4. PPK Konsolidator melakukan verifikasi dan memfasilitasi 

Penandatangan Kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak 

Pengguna Jasa dengan PIHAK KEDUA  dan Bersama dengan PPK 

Pengguna Jasa selanjutnya PPK Konsolidator Bersama-sama 

menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan 

melampirkan rincian volume dan/atau waktu pelaksanaan sebagai 

lampiran dengan mengacu pada Harga Satuan Kontrak Payung Bersyarat 

ini beserta jumlah Total Nilai Kontrak; 

5. Salinan Kontrak Pengguna Jasa berdasarkan Kontrak berdasarkan 

Kontrak Payung selanjutnya diunggah dalam SPSE Kab. Kutai Barat 

oleh PPK Konsolidator; 

6. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan kegiatan Pelaksanaan 

Kontrak dengan mengunggah dokumen yang diperlukan dalam SPSE 

Kab. Kutai Barat; 

7. PIHAK KEDUA melaksanakan layanan sesuai standar layanan 

sebagaimana terlampir; 

8. PIHAK KEDUA memberikan akun Monitoring berbasiskan elektronik 

pada PPK Konsolidator dan PPK Pengguna Jasa; 

9. PPK Konsolidator melaporkan Pengendalian Kontrak Payung kepada 

PIHAK KESATU . 

(s) Kepatuhan terhadap KONTRAK PAYUNG  

1. Mematuhi keseluruhan KONTRAK PAYUNG ini beserta seluruh 

ketentuan yang termaktub dalam satu dokumen yang tidak terpisahkan, 

termasuk pada bagian Syarat-Syarat Dan Ketentuan Umum Dan Khusus 

Kontrak Payung beserta seluruh Lampirannya yang tidak terpisahkan 

satu sama lain. 

2. Format dan tata cara dalam Lampiran adalah Pedoman Minimal dan 

dalam Pelaksanaannya karena diperlukan penyesuaian selama substansi 

tidak melanggar fungsi dari esensi KONTRAK PAYUNG ini maka 

dalam pelaksanaan dapat ditambahkan informasi secukupnya. 

 

 -------------- DEMIKIAN KONTRAK  PAYUNG BERSYARAT INI  ------------ ­ 

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, 

dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk  PIHAK 

PERTAMA  dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA bermaterai cukup dan 1 

(satu) eksemplar untuk Pengguna Jasa tanpa materai. 

PIHAK PERTAMA  

Pejabat Daerah Penandatangan Kontrak 

Payung Kab. Kutai Barat, 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa, 

 

 

 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, S .E. 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAK  KEDUA  

Bertindak untuk dan atas nama 

Direksi untuk mewakili PT 

ABADI RAYA COMMERCE, 

Direktur Utama,  

 

 

 

 

 

 

H. KARMIN   

 

 

Materai Rp10.000/ 
2x materai 

Rp6000 
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SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DAN KHUSUS KONTRAK PAYUNG  

 

A. KETENTUAN  UMUM  

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam KONTRAK  

PAYUNG ini harus mempunyai arti atau tafsiran 

seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 

 1.1 KONTRAK  PAYUNG 

BERSYARAT yang selanjutnya 

disebut KONTRAK  PAYUNG 

adalah perjanjian tertulis antara 

PIHAK  PERTAMA dengan 

PIHAK KEDUA  serta dokumen lain 

yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari KONTRAK.  

 

 1.2 Pengguna Jasa adalah Perangkat 

Daerah / Unit Kerja di Bawah 

Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 

sebagaimana tercantum dalam bagian 

(f) KONTRAK PAYUNG 

BERSYARAT  ini. 

 

 1.3 KONTRAK /PERJANJIAN 

BERDASARKAN KONTRAK 

PAYUNG  adalah perikatan antara 

PIHAK KEDUA dengan Pengguna 

Jasa yang Harga Satuannya mengacu 

pada KONTRAK PAYUNG 

BERSYARAT ini. 

 1.4 Hari adalah hari kalender. 

 1.5 Masa KONTRAK PAYUNG 

BERSYARAT  adalah jangka waktu 

berlakunya KONTRAK PAYUNG 

BERSYARAT ini terhitung sejak 

tanggal penandatanganan 

KONTRAK PAYUNG 

BERSYARAT sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2022. 

 1.6 Masa KONTRAK adalah jangka 

waktu berlakunya KONTRAK yang 

ditandatangani dan disepakati antara 

PIHAK KEDUA selaku 

PENYEDIA bersama Pejabat 

Penandatanganan Kontrak terhitung 

sejak tanggal penandatanganan 

sampai dengan  waktu yang 

disepakati dan tidak dapat 

melampaui tahun anggaran. 

2. Hak dan 

Kewajiban 

2.1 Hak PIHAK  PERTAMA  

 1)  Mendapatkan pelayanan dari PIHAK  

KEDUA  di dalam  memenuhi 
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kebutuhan Jasa kebersihan sesuai 

kontrak dan surat perintah yang 

diajukan oleh Pengguna jasa kepada 

PIHAK  KEDUA.  

 2)  Melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan jasa kebersihan 

yang dilakukan oleh PIHAK 

KEDUA dan Pengguna jasa. 

 

 3)  Mendapatkan keterangan-keterangan 

yang diperlukan untuk pemeriksaan 

pelaksanaan yang dilakukan PIHAK  

PERTAMA . 

 4)  Mendapatkan laporan/ data yang 

diperlukan dalam rangka monitoring­ 

evaluasi pelaksanaan jasa 

kebersihan;dan 

 5)  Mengenakan sanksi sesuai dengan 

kesepakatan dalam KONTRAK ini 

dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 2.2 Kewajiban PIHAK  PERTAMA  

 

 1)  Memfasilitasi penayangan produk 

PIHAK KEDUA pada portal LPSE 

Kabupaten Kutai Barat dan Website 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. 

Kutai Barat; 

 

 2)  Mempertimbangkan permintaan 

PIHAK KEDUA atas fasilitas-fasilitas 

dalam bentuk sarana dan prasarana 

PIHAK PERTAMA untuk kelancaran 

pelaksanaan pekerjaan sesuai 

ketentuan KONTRAK  PAYUNG; 

 3)  Tidak menggunakan dan 

menginformasikan dokumen 

KONTRAK PAYUNG atau dokumen 

lainnya yang berhubungan dengan 

KONTRAK  PAYUNG untuk 

kepentingan pihak lain, misalnya 

spesifikasi teknis dan/atau gambar-

gambar, kecuali dengan izin tertulis 

dari PIHAK KEDUA ; 

 

 4)  Memastikan terlaksananya 

pembayaran yang dilaksanakan oleh 

Pengguna jasa kepada PIHAK 

KEDUA  dalam jangka waktu 

sebagaimana ditetapkan dalam 

kesepakatan Kontrak antara 

Pengguna Jasa dengan PIHAK  

KEDUA ; 
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 5)  Melaksanakan kontrak ini sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 2.3 Hak PIHAK  KEDUA  

 

 1)  Mendapat kesempatan untuk 

didampingi oleh penasehat hukum; 

 

 2)  Mendapat kesempatan untuk 

membaca dan memahami secara

 penuh ketentuan KONTRAK  

PAYUNG ini; 

 3)  Mendapatkan kesempatan yang 

memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan 

dalam KONTRAK  PAYUNG ini 

beserta semua fakta dan kondisi yang 

terkait; 

 4)  Mendapat fasilitas berupa penayangan 

produk PIHAK KEDUA pada portal 

LPSE Kabupaten Kutai Barat dan 

Website Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Kab. Kutai Barat; 

 

 5)  Mendapatkan pembayaran dari 

Pengguna Jasa sesuai Kesepakatan 

Surat Pemesanan Jasa Kebersihan 

yang dibuat antara Pengguna Jasa 

dengan PIHAK  KEDUA  

 2.4 Kewajiban PIHAK  KEDUA  

 

 1)  Menanggapi pesanan Jasa 

Kebersihan yang dimohon oleh 

Pengguna Jasa paling lambat 7 

(tujuh) hari kalender terhitung 

mulainya pemesanan; 

 2)  Melayani dan mengirimkan seluruh 

Jasa Kebersihan sesuai dengan 

ketentuan dalam kesepakatan 

transaksi antara PIHAK KEDU A 

dengan Pengguna; 

 3)  Menyediakan Jasa Kebersihan (bagi 

SKPD/ UKPD sesuai dokumen tender 

cepat dan standar kualitas yang 

menjadi lampiran Kontrak Payung 

ini) dan tenaga kerja sesuai dengan 

jangka waktu berdasarkan perjanjian 

antara PIHAK KEDUA  dengan 

Pengguna Jasa. 

 4)  Memberikan penjelasan dan alasan 

kepada Pengguna Jasa dalam hal 

PIHAK KEDUA  tidak dapat 

memenuhi pesanan; 
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 5)  Menjamin keberadaan Jasa 

Kebersihan dan Tenaga Kerja yang 

dibutuhkan sesuai perjanjian kontrak; 

 6)  Memperbaiki dan/atau Mengganti 

barang yang tidak berproduksi dalam 

waktu 1x24 jam, terhitung surat 

pemberitahuan yang diajukan oleh 

Pengguna Jasa; 

 

 7)  Dalam pelaksanaan pelayanan tidak 

memperhitungkan hari libur kecuali 

telah disepakati lain dalam Perjanjian 

dengan Pengguna dan/atau 

Khususnya pada Kategori Pelayanan 

untuk Tipe C; 

 

 8)  Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 

secara berkala dalam waktu 1 (satu) 

bulan sekali kepada PIHAK  

PERTAMA  dan melaporkan 

pelaksanaan secara berkala guna 

keperluan pembayaran kepada 

Pengguna Jasa atas Kontrak yang 

mengacu pada harga Satuan Kontrak 

Payung ini; 

 

 9)  Memberikan keterangan-keterangan 

yang diperlukan untuk pemeriksaan 

pelaksanaan yang dilakukan PIHAK  

PERTAMA  dan/atau Pengguna Jasa 

berkaitan dengan kualitas tingkat 

layanan Jasa Kebersihan;   

 10)  Menanggung seluruh resiko atas 

segala tuntutan dan klaim dari pihak 

ketiga yag disebabkan Pelanggaran 

Hukum Ketenagakerjaan/Perjanjian 

Hubungan Industrial oleh PIHAK  

KEDUA . 

 

 11)  Memberikan data-data/laporan yang 

benar dan diperlukan kepada PIHAK  

PERTAMA  dan/atau Pengguna Jasa 

dalam rangka monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan jasa kebersihan. 

 

 12)  PIHAK KEDUA berkewajiban 

memenuhi segala kewajiban 

pengupahan tenaga kerja dengan 

nilai sebagaimana dituangkan dalam 

bagian (n) KONTRAK PAYUNG 

ini dalam seluruh kontrak/perjanjian 

dari Pengguna Jasa yang 

menggunakan Harga Satuan 

mengacu dari KONTRAK 
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PAYUNG ini secara tanggung-jawab 

mutlak dan dalam hal ditemukan 

penyimpangan bersedia melakukan 

koreksi administratif sesuai Peraturan 

Perundangan yang berlaku; 

 13)  PIHAK KEDUA berkewajiban 

memenuhi segala kewajiban BPJS 

Ketenagakerjaan dengan nilai 

sebagaimana dituangkan dalam 

bagian (n) dan/atau segala 

kemungkinan perubahan berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundangan 

KONTRAK PAYUNG ini dalam 

seluruh kontrak/perjanjian dari 

Pengguna Jasa yang menggunakan 

Harga Satuan mengacu dari 

KONTRAK PAYUN G ini secara 

tanggung-jawab mutlak, dan tidak 

membebankan biaya dan perubahan 

Harga Satuan KONTRAK 

PAYUNG dan dalam hal ditemukan 

penyimpangan bersedia melakukan 

koreksi administratif sesuai Peraturan 

Perundangan yang berlaku; 

3. Bahasa dan 

Hukum  

3.1 Bahasa dalam KONTRAK  

PAYUNG ini adalah Bahasa 

Indonesia. 

 3.2 Hukum yang digunakan dalam 

KONTRAK PAYUNG  ini adalah 

hukum yang berlaku di Indonesia. 

4. Larangan 

Korupsi, 

Kolusi, dan 

Nepotisme 

(KKN) serta 

Penipuan 

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/ 

jasa pemerintah, PARA PIHAK  

dilarang untuk : 

1) Menawarkan, menerima, atau 

menjanjikan untuk memberi atau 

menerima hadiah atau imbalan 

berupa apa saja atau melakukan 

tindakan lainnya untuk 

mempengaruhi siapapun yang 

diketahui atau patut dapat diduga 

berkaitan dengan jasa kebersihan 

sebagaimana tercantum dalam 

kontrak ini; dan 

2) membuat dan/atau menyampaikan 

secara tidak benar dokumen 

dan/atau keterangan lain yang 

disyaratkan untuk penyusunan 

dan pelaksanaan KONTRAK  

PAYUNG ini maupun 

Kontrak/Perjanjian berdasarkan 

KONTRAK PAYUNG  pada 

Pengguna Jasa. 

 

 4.2 PIHAK  KEDUA  menjamin bahwa 
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tidak akan melakukan tindakan yang 

dilarang diatas maupun melanggar 

Prinsip dan Etika Pengadaan 

Barang/Jasa maupun Tindak 

Pelanggaran lainnya berdasarkan 

Peraturan Perundangan yang berlaku. 

 

 4.3 PIHAK  KEDUA  yang menurut 

penilaian PIHAK  PERTAMA  

terbukti melakukan larangan-

larangan diatas dapat dikenakan 

sanksi-sanksi administratif sebagai 

berikut: 

1) pemutusan KONTRAK  

PAYUNG; dan/atau 

2) Pencantuman dalam daftar 

hitam perusahaan 

 4.4 PIHAK  PERTAMA  yang terlibat 

dalam KKN dan penipuan dikenakan 

sanksi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Korespondensi 5.1 Semua korespondensi dapat 

berbentuk surat, e­ mail dan/atau 

faksimili dengan alamat tujuan 

PARA PIHAK yang tercantum 

dalam KONTRAK  PAYUNG ini. 

 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, 

atau persetujuan berdasarkan 

KONTRAK  PAYUNG ini harus 

dibuat secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia, dan dianggap telah 

diberitahukan jika telah disampaikan 

secara langsung kepada wakil sah 

PARA PIHAK  sebagaimana 

tercantum dalam KONTRAK  

PAYUNG, atau jika disampaikan 

melalui surat tercatat, e-mail, 

dan/atau faksimili yang ditujukan ke 

alamat yang tercantum dalam 

KONTRAK  PAYUNG ini. 

6. Wakil Sah Para 

Pihak 

Setiap tindakan yang disyaratkan atau 

diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap 

dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan 

untuk dibuat berdasarkan KONTRAK  

PAYUNG ini oleh PIHAK  PERTAMA  atau 

PIHAK  KEDUA  hanya dapat dilakukan atau 

dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam 

KONTRAK  PAYUNG. Khusus untuk PIHAK  

KEDUA  perseorangan, PIHAK  KEDUA  tidak 

boleh diwakilkan. 
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B. PERUBAHAN KONTRAK, KEADAAN KAHAR, PENGHENTIAN DAN 

PEMUTUSAN KONTRAK, SANKS I  SERTA PEMBAYARAN DENDA.  

1. Perubahan 

Kontrak  

3.1 KONTRAK  PAYUNG hanya dapat 

diubah melalui addendum 

KONTRAK  berdasarkan 

kesepakatan PARA PIHAK . 

 3.2 Perubahan KONTRAK  PAYUNG  

dilakukan apabila terjadi perubahan 

masa berlaku KONTRAK  

PAYUNG atau perubahan naskah 

KONTRAK  PAYUNG. 

 3.3 Perubahan KONTRAK  PAYUNG 

tidak dapat dilakukan dalam hal 

perubahan terkait harga satuan, 

spesifikasi, dan penambahan/ 

pengurangan produk. 

2. Keadaan 

Kahar  

4.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar 

dalam KONTRAK  PAYUNG atau 

Kontrak/Perjanjian yang mengacu 

KONTRAK PAYUNG  ini adalah 

suatu keadaan yang terjadi diluar 

kehendak PARA PIHAK  dan tidak 

dapat diperkirakan sebelumnya 

dengan ditentukan pernyataan 

keadaan kahar dari pejabat yang 

berwenang, sehingga kewajiban yang 

ditentukan dalam KONTRAK  

PAYUNG maupun 

Kontrak/Perjanjian berdasarkan 

KONTRAK PAYUNG ini menjadi 

tidak dapat dipenuhi. 

 4.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka 

pihak yang terkena kahar 

memberitahukan kepada pihak 

lainnya paling lambat 14 (empat 

belas) hari sejak terjadinya Keadaan 

Kahar, dengan menyertakan 

pernyataan Keadaan Kahar dari 

pejabat yang berwenang. 

 4.3 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, 

KONTRAK  PAYUNG maupun 

Kontrak/Perjanjian berdasarkan 

KONTRAK PAYUNG ini akan 

dihentikan sementara hingga 

Keadaan Kahar berakhir. 

 4.4 Setelah Keadaan Kahar berakhir, 

PARA PIHAK  membuat 

kesepakatan lanjutan pelaksanaan 

KONTRAK  PAYUNG maupun 

Kontrak/Perjanjian berdasarkan 

KONTRAK PAYUNG yang 

dituangkan dalam addendum 

KONTRAK.  

3. Penghentian Penghentian KONTRAK  PAYUNG maupun 
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Kontrak  Kontrak/Perjanjian berdasarkan KONTRAK 

PAYUNG dilakukan apabila masa berlaku 

KONTRAK  PAYUNG maupun 

Kontrak/Perjanjian berdasarkan KONTRAK 

PAYUNG telah berakhir atau terjadi keadaan 

kahar. 

 

4. Pemutusan 

Kontrak  

4.1 Pemutusan KONTRAK  PAYUNG 

dapat dilakukan oleh PIHAK 

PERTAMA atau pihak PIHAK 

KEDUA.  

4.2 Pemutusan Kontrak/ Perjanjian 

berdasarkan KONTRAK  PAYUNG 

dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa 

atau pihak PIHAK KEDUA.  

    4.3 Pemutusan KONTRAK PAYUNG  

oleh PIHAK  PERTAMA  

  Menyimpang dari Pasal 1266 dan 

1267 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, PIHAK PERTAMA dapat 

memutuskan KONTRAK PAYUNG 

sepihak melalui pemberitahuan tertulis 

kepada PIHAK KEDUA setelah 

terjadinya hal-hal sebagai berikut: 

a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji 

dalam melaksanakan kewajibannya 

dan tidak memperbaiki 

kelalaiannya dalam jangka waktu 

yang telah ditetapkan; 

b. PIHAK  KEDUA  berada dalam 

keadaan pailit; 

c. PIHAK KEDUA terbukti 

melakukan KKN, kecurangan dan/ 

atau pemalsuan dalam proses 

Pengadaan yang diputuskan oleh 

instansi yang berwenang; dan/atau 

d. Pengaduan dengan bukti tentang 

penyimpangan prosedur, dugaan 

KKN dan/atau pelanggaran 

persaingan sehat dalam 

pelaksanaan pengadaan 

dinyatakan benar oleh instansi 

yang berwenang. 

     4.4 Pemutusan KONTRAK PAYUNG 

dan/Atau KONTRAK 

/PERJANJIAN BERDASARKAN 

KONTRAK PAYUNG  oleh PIHAK 

KEDUA   

 

 a.    PIHAK KEDUA dapat memutuskan 

KONTRAK  PAYUNG dan./atau 

Kontrak/Perjanjian berdasarkan 

KONTRAK PAYUNG dari 

Pengguna Jasa apabila PIHAK 
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PERTAMA gagal mematuhi 

keputusan akhir penyelesaian 

perselisihan. Dalam hal ini pemutusan 

KONTRAK  PAYUNG dan/atau 

Kontrak/Perjanjian berdasarkan 

KONTRAK PAYUNG dari 

Pengguna Jasa dilakukan sekurang­ 

kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah 

PIHAK KEDUA  menyampaikan 

pemberitahuan rencana pemutusan 

KONTRAK  PAYUNG/ 

Kontrak/Perjanjian berdasarkan 

KONTRAK PAYUNG dari 

Pengguna Jasa secara tertulis kepada 

PIHAK PERTAMA  dan/atau 

Pengguna Jasa. 

 b.  Kejadian sebagaimana dimaksud angka 

10.2. huruf a, adalah: 

1) akibat keadaan kahar sehingga 

PIHAK KEDUA tidak dapat 

melaksanakan pekerjaan sesuai 

ketentuan KONTRAK  PAYUNG 

dan /atau Kontrak/Perjanjian 

berdasarkan KONTRAK 

PAYUNG dari Pengguna Jasa; 

dan/atau 

2) PIHAK PERTAMA  dan.atau 

Pengguna Jasa tidak melakukan 

pembayaran sebagaimana yang 

telah diatur dalam KONTRAK  

PAYUNG ini; dan/atau 

3) PIHAK PERTAMA gagal 

mematuhi keputusan akhir 

penyelesaian perselisihan.   

5. Pemberian 

Sanksi 

5.1 PIHAK PERTAMA dapat 

memberikan sanksi kepada PIHAK 

KEDUA apabila PIHAK KEDUA 

tidak melakukan kewajiban 

sebagaimana tercantum dalam 

KONTRAK  PAYUNG/ Addendum 

KONTRAK  PAYUNG. 

 5.2 Sanksi sebagaimana tersebut dalam 

klausul 5.1 meliputi: 

a. Peringatan tertulis dalam hal 

PIHAK KEDUA:  

1) Tidak memberikan penjelasan 

kepada Pengguna Jasa dalam 

hal PIHAK KEDUA  tidak 

dapat memenuhi pesanan; 

2) Tidak menjamin produk dan 

pelayanan sesuai dengan 

spesifikasi; 

3) Tidak melaporkan pelaksanaan 

pekerjaan secara periodik 
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kepada PIHAK PERTAMA;  

dan 

4) Tidak memberikan keterangan- 

keterangan yang diperlukan 

untuk pemeriksaan pelaksanaan 

yang dilakukan PIHAK  

PERTAMA.  

b. Pengenaan denda sebesar nol 

koma satu persen (0,1%) perhari 

keterlambatan dari nilai pesanan 

dengan maksimal denda sebesar 

lima persen (5%) dalam hal 

PIHAK KEDUA:  

1) Tidak menanggapi pesanan 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-

turut; dan/atau 

2) Tidak melayani dan/atau 

mengirimkan seluruh atau 

sebagian pesanan sesuai dengan 

ketentuan dalam kesepakatan 

transaksi; 

c. Pemutusan KONTRAK  

PAYUNG  sebagaimana diatur 

dalam klausul C.4. 

d. Penentuan dalam Daftar Hitam 

(Black List) Perusahaan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

e. Dalam hal Kontrak/Perjanjian 

yang mengacu pada Kontrak 

Payung ini, Pejabat Penandatangan 

Kontrak dapat menentukan 

keterlambatan nilai Kontrak dari : 

1) Nilai Keseluruhan 

Kontrak;atau 

2) Nilai Bagian Kontrak 

(dengan detil bagian 

kontrak dituliskan oleh 

PPK); 

Terhadap 

Keterlambatan/Ketidakhadiran/Ke

alpaan  yang berdasarkan 

Penilaian Kinerja Penyedia yang 

ditentukan berdasarkan kebutuhan 

PPK Perangkat Daerah/Unit Kerja 

di Lingkungan Pemerintah Kab. 

Kutai Barat dikenakan denda satu 

permil atas tiap satuan 

Keterlambatan/Ketidakhadiran/Ke

alpaan. 

 5.3 1. Pengenaan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada angka C.5.5.2 

huruf b, c dan d didahului dengan 

pemberian Surat Peringatan dari   
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PIHAK  PERTAMA  kepada 

PIHAK  KEDUA  berdasarkan 

pengaduan atau pemberitahuan dari 

pihak Pengguna Jasa atas 

kesalahan/kelalaian PIHAK 

KEDUA atau berdasarkan 

penilaian pelaksanaan pengadaan 

dari PIHAK PERTAMA . 

2. Pengenaan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada angka C.5.5.2 

huruf e antara Pejabat 

Penandatangan Kontrak 

Perangkat Daerah/Unit Kerja 

Pengguna Jasa berdasarkan 

penilaian atau pengawasan dari 

pihak Pengguna Jasa atas 

kesalahan/kelalaian PIHAK 

KEDUA  atau berdasarkan 

penilaian pelaksanaan pengadaan 

dari PIHAK PERTAMA.  

 5.4 Surat Peringatan sebagaimana 

dimaksud pada angka C.5.3 diberikan 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, 

dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

untuk Surat Peringatan Pertama, 3 

(tiga) hari untuk surat peringatan 

kedua dan 3 (tiga) hari untuk surat 

pernyataan Ketiga, dalam hal PIHAK 

KEDUA tidak menanggapi Surat 

Peringatan sesuai dengan jangka 

waktu pemberian tanggapan 

sebagaimana tercantum pada Surat 

Peringatan maka PIHAK 

PERTAMA /Pengguna Jasa 

mengenakan sanksi. 

 5.5 PIHAK KEDUA dapat memberikan 

sanksi kepada PIHAK PERTAMA 

dalam hal ini Pengguna Jasa apabila 

Pengguna Jasa/ tidak melakukan 

kewajiban pembayaran sebagaimana 

tercantum dalam kesepakatan yang 

tertuang dalam Kontrak;. 

 5.6 Pemberian sanksi sebagaimana 

dimaksud pada angka C.5.5. 

didahului dengan pemberian Surat 

Pemberitahuan dari PIHAK 

KEDUA kepada Pengguna Jasa 

dengan tembusan kepada PIHAK  

PERTAMA.  

     5.7 Surat Pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada angka C.5.6. diberikan 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut 

dalam tenggang waktu masing­ 

masing Surat Pemberitahuan 7 
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(tujuh) hari, terhitung sejak 

diajukannya Surat Penagihan 

Pembayaran dari PIHAK  KEDUA.  

Jika sampai dengan Surat 

Pemberitahuan Kedua PIHAK 

PERTAMA dalam hal ini Pengguna 

belum melakukan pembayaran, maka 

PIHAK KEDUA  dapat melakukan 

stop service, dan jika sampai dengan 

Surat Pemberitahuan Ketiga PIHAK  

PERTAMA  dalam hal ini Pengguna 

Jasa belum juga melakukan 

pembayaran, maka PIHAK  KEDUA  

dapat melakukan stop 

service/Penghentian Layanan  dan 

PIHAK  PERTAMA  menjamin 

pelaksanaan jasa kebersihan tersebut 

dapat berjalan tanpa gangguan 

apapun.  

6. Pembayara

n Denda 

6.1 PIHAK  KEDUA  wajib menyetorkan 

sanksi denda sebagaimana dimaksud 

pada angka C.5.2 huruf b ke Kas 

Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan 

menyampaikan bukti setoran denda 

tersebut kepada PIHAK  

PERTAMA.  

6.2 PIHAK KEDUA  dapat dikenakan 

sanksi denda sebagaimana dimaksud 

pada angka C.5.2 huruf e dengan 

pemotongan oleh Pengguna Jasa dari 

Prestasi Kontrak yang mengacu pada 

Kontrak Payung ini sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

 

C. PENGAWASAN MUTU  

 

7. Pengawasan 

dan 

Pemeriksaan 

7.1 PIHAK PERTAMA berwenang 

melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

PIHAK KEDUA. Apabila 

diperlukan, PIHAK PERTAMA 

dapat memerintahkan kepada pihak 

ketiga untuk melakukan pengawasan 

dan pemeriksaan atas semua 

pelaksanaan pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.  

7.2 Pengawasan dan Pemeriksaan dapat 

dilakukan dengan dokumentasi dari 

tangkapan layar Aplikasi Monitoring 

yang disediakan Penyedia. 
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D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN ITIKAD BAIK  

8. Penyelesaian 

Perselisihan 

 8.1 PARA PIHAK sepakat bahwa setiap 

perselisihan Perselisihan yang 

timbul karena perbedaan penafsiran 

dan atau pelaksanaan KONTRAK 

ini akan diselesaikan secara 

musyawarah untuk mencapai 

mufakat oleh PARA PIHAK. Setiap 

perbedaan penafsiran yang timbul 

wajib diberitahukan secara tertulis 

oleh salah satu Pihak kepada Pihak 

lainnya untuk kemudian dicarikan 

penyelesaian yang baik berdasarkan 

data dan fakta yang dimiliki oleh 

PARA PIHAK. 

 

   8.2 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

kalender tidak didapat penyelesaian 

secara musyawarah untuk mencapai 

mufakat, maka penyelesaian 

perselisihan tersebut dapat dilakukan 

melalui Layanan Penyelesaian 

Sengketa LKPP. 

9. Itikad Baik   9.1 PARA PIHAK dan Pengguna Jasa  

bertindak berdasarkan asas saling 

percaya yang disesuaikan dengan 

hak- hak yang terdapat dalam 

KONTRAK  PAYUNG ini 

   9.2 PARA PIHAK dan Pengguna Jasa 

setuju untuk melaksanakan perjanjian 

dengan jujur tanpa menonjolkan 

kepentingan masing-masing pihak dan 

Pengguna Jasa. 

   9.3 Apabila selama KONTRAK  

PAYUNG dan/atau Kontrak 

Perjanjian dengan Pengguna Jasa 

mengacu pada KONTRAK 

PAYUNG ini, salah satu pihak 

merasa dirugikan, maka diupayakan 

tindakan yang terbaik untuk 

mengatasi keadaan tersebut. 

 

10. KORESPONDENSI 

Alamat PARA PIHAK sebagai berikut : 

PIHAK PERTAMA :  

Nama : Leonard Yudiarto, S.E. 

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa 

Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat 

Alamat :   Komplek Pemerintah Kab. Kutai Barat, JI. 

Perkantoran I Sendawar 

Telepon :  0545-4046077 

Website : https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id  

https://lpse.kutaibaratkab.go.id 
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Faksimili : - 

PIHAK KEDUA :  

Nama : H. Karmin 

Jabatan : Direktur Utama 

Alamat : Balikpapan Baru Blok L-4, Nomor 9, 

Rukun Tetangga 051, Rukun Warga -, 

Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan 

Selatan, Kota Balikpapan  

      

     PT ABADI RAYA COMMERCE, yang Jl. 

D.I Panjaitan No. 9, Kel. Karang Rejo, 

Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, 

Prov. Kalimantan Timur 

Telepon : 05428860941 

Website : http://arco-gs.com/ 

Faksimili : - 

 

Alamat WAKIL  PARA PIHAK sebagai berikut : 

WAKIL PIHAK PERTAMA :  

Nama : Christian Gamas, 

S.T.,M.M.,AFP.,CP.NLP 

Jabatan : Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan 

Pembinaan Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa  Sekretariat Daerah Kab. Kutai 

Barat/Pejabat Pembuat Komitmen 

Konsolidator 

Alamat : Komplek Pemerintah Kab. Kutai Barat, 

JI. Perkantoran I Sendawar 

Telepon :  081330302605 

Website : https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id  

https://lpse.kutaibaratkab.go.id 

 

Faksimili : - 

WAKIL PIHAK KEDUA :  

Nama : Hendra, S.T. 

Jabatan : Deputy Manager 

Alamat : PT ABADI RAYA COMMERCE, yang 

Jl. D.I Panjaitan No. 9, Kel. Karang 

Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota 

Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur 

Telepon : 082159927179 

Website : http://arco-gs.com/ 

Faksimili : - 

11. TANGGAL BERLAKU 

KONTRAK PAYUNG  

 

KONTRAK  PAYUNG ini berlaku 

sampai dengan tanggal 31 Desember 

2022 terhitung sejak 

ditandatanganinya kontrak ini dengan 

cakupan : 

 1. 01 Januari 2021 hingga 31 

Desember 2021; dan 

2. 01 Januari 2022 hingga 31 

Desember 2022. 

12. HARGA KONTRAK  Harga KONTRAK  PAYUNG adalah 
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Harga satuan yang tercantum pada 

huruf (f) Batang Tubuh KONTRAK  

PAYUNG dan merupakan acuan 

untuk penandatanganan Perjanjian 

Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 

Desember 2022. 

 

13. JADWAL PELAKSANAAN  

PEKERJAAN  

Jadwal pelaksanaan pekerjaan Jasa 

Kebersihan sesuai dengan jangka waktu 

berdasarkan perjanjian/kontrak oleh 

Pejabat Penandatangan Kontrak Pengguna 

Jasa, kemudian Penggunaan Jasa yang 

dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA 

dengan Pengguna Jasa dan terhitung sejak 

Jasa Kebersihan tersebut dioperasionalkan. 

14. PENGIRIMAN  BARANG 

 

Dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman 

barang kepada Pengguna Jasa, PIHAK 

KEDUA dapat menunjuk pihak lain untuk 

mewakili pengiriman serta serah terima 

barang dengan disertai dokumen yang 

lengkap dan otentik. 

 

15. DOKUMEN KONTRAK  

PAYUNG 

Dokumen KONTRAK  PAYUNG 

merupakan lampiran yang menjadi satu 

kesatuan dan tidak terpisahkan dengan 

KONTRAK  PAYUNG ini yang 

meliputi: 

1. adendum Kontrak; 

2. Berita Acara Hasil Tender; 

3. Spesifikasi Teknis dan Standar 

Layanan PIHAK KEDUA;  

4. Daftar Pengguna Jasa Kebersihan; 

5. Kontrak mengacu pada harga satuan 

KONTRAK PAYUNG antara PIHAK 

KEDUA dengan Pengguna; 

6. Dokumen Jaminan Pelaksanaan PT. 

ABADI RAYA  COMMERCE yang 

diterbitkan oleh PT. ASURANSI 

RAMA SATRIA WIBAWA Nomor 

279298 ditetapkan pada tanggal 1 

Januari 2021 di Balikpapan dengan 

Nilai Rp172.050.000 (seratus tujuh 

puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) 

dan dalam batas masa berlaku selama 

730 (tujuh ratus tiga puluh) hari 

kalender, efektif berlaku mulai dari 

tanggal 01 Januari 2021 hingga 31 

Desember 2022 dengan sifat 

Unconditional dan dalam hal pada 

masing-masing : 

¶ tahun anggaran 2021;atau  

¶ tahun anggaran 2022.  

apabila akumulasi jumlah 

kontrak/perjanjian mengacu Kontrak 



 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 29 

Payung ini oleh Pengguna Jasa 

melebihi nilai Rp 3.441.000.000 (Tiga 

Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu 

Juta Rupiah) maka PIHAK KEDUA  

Perlu memperbaharui Nilai Jaminan 

Pelaksanaan dengan Nominal 

menyesuaikan dengan pertimbangan 

PIHAK KESATU . 

 

16. KONTRAK/ PERJANJIAN  

PENGGUNA 

BERDASARKAN HARGA 

SATUAN KONTRAK 

PAYUNG 

Perangkat Daerah/Unit Kerja di bawah 

Perangkat Daerah yang menjadi 

Pengguna Jasa dan PIHAK KEDUA 

menyusun dan melaksanakan Surat 

Pemesanan sesuai dengan kesepakatan 

masing-masing pihak dengan tetap 

berlandaskan pada KONTRAK  

PAYUNG ini. 

 

17. KETENTUAN 

PEMBAYARAN 

KONTRAK /PERJANJIAN 

PENGGUNA 

BERDASARKAN HARGA 

SATUAN KONTRAK 

PAYUNG 

Dilaksanakan sesuai Kesepakatan antara 

PA/KPA/PPK Pengguna Jasa pada 

Perangkat  Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kab. Kutai Barat yang 

dituangkan dalam Bentuk Kontrak 

dengan nilai ketentuan sesuai dengan 

Bentuk Kontrak yang dipandang 

memenuhi kebutuhan oleh Pejabat 

Penandatangan Kontrak Perangkat 

Daerah berupa : 

17.1 Sekaligus dalam hal 

menggunakan Bukti Pembayaran 

untuk total nilai kontrak paling 

banyak Rp10.000.000 (sepuluh 

juta rupiah) dengan harga satuan 

mengacu pada Kontrak Payung 

ini; 

17.2 Sekaligus dalam hal 

menggunakan Kuitansi untuk 

total nilai kontrak paling banyak 

Rp50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) dengan harga satuan 

mengacu pada Kontrak Payung 

ini; 

17.3 Bulanan dalam hal menggunakan 

Surat Perintah Kerja untuk nilai 

kontrak paling sedikit di atas 

Rp50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) hingga Rp200.000.000 

(dua ratus juta rupiah) dengan 

harga satuan mengacu pada 

Kontrak Payung ini; 

17.4 Bulanan dalam hal menggunakan 

Surat Perjanjian untuk nilai 

kontrak paling sedikit di atas 
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Rp200.000.000 (dua ratus juta 

rupiah) dengan harga satuan 

mengacu pada Kontrak Payung 

ini; 

18. SUMBER PENDANAAN DPA Masing-Masing Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

yang melakukan Pemesanan dengan 

informed concern hak tagih hingga 5 

(lima) tahun, dalam hal tidak dapat 

direalisasikan menjadi kewajiban bagi 

Pengguna Anggaran Untuk 

Menganggarkan hingga Penyedia yang 

memenuhi kewajiban dapat terpenuhi hak 

atas pembayarannya, dalam hal bahwa 

Kontrak Payung ini merupakan Kontrak 

Bersyarat sehingga disebut sebagai 

KONTRAK PAYUNG BERSYARAT  

dimana terdapat potensi penambahan 

Pengguna Jasa pada masa berlaku 

Kontrak ini yang mencakup : 

- APBD Murni 2021; 

- APBD Perubahan 2021; 

- APBD Murni 2022;dan/atau 

- APBD Perubahan 2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMIKIAN SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DAN KHUSUS 

KONTRAK PAYUNG BERSYARAT INI---------------------------------------------- 

 

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut 

diatas, dibuat sebagai Bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK PAYUNG  antara  

PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  

 

 

 

PIHAK PERTAMA  

Pejabat Daerah Penandatangan Kontrak 

Payung Kab. Kutai Barat, 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa, 

 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, S .E. 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAK  KEDUA  

Bertindak untuk dan atas nama Direksi 

untuk mewakili PT ABADI RAYA 

COMMERCE, 

Direktur Utama,  

 

 

 

 

H. KARMIN  
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LAMPIRAN I : KONTRAK PAYUNG BERSYARAT JASA LAINNYA ANTARA  

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN  PT ABADI 

RAYA COMMERCE (ARCO)  TENTANG  JASA KEBERSIHAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT   

         

_________________________________________________________________ 

 

SPESIFIKASI DAN STANDAR TINGKAT LAYANAN  

 

 

A. STANDAR DAN SPESIKASI TINGKAT LAYANAN  

Terdapat berbagai ragam bangunan gedung dan aset perkantoran milik Pemerintah Kab. Kutai 

Barat, dengan demikian dalam pemanfaatan gedung tersebut diperlukan Penyedia Jasa Lainnya 

yang terintegrasi dalam melaksanakan jasa kebersihan yang berkaitan dengan lingkungan 

meliputi Jasa Kebersihan Umum (General Cleaning) dan Jasa Kebersihan Pertamanan 

(Gardening) yang mampu memberikan keluaran yang sangat fundamental dalam hal 

kebersihan, kenyamanan, dan keindahan gedung kantor, serta mampu melaksanakan tingkat 

layanan mulai dari manajemen tata kelola yang sudah dikenal di dunia jasa secara umum, dan 

mampu bekerjasama dengan baik. 

Kebersihan merupakan hal yang didambakan, mampu memperpanjang usia penggunaan 

bangunan, dan dalam hal penggunaan sangatlah berpengaruh keberadaan Kebersihan, 

Kenyamanan, dan Keindahan gedung Kantor. Dengan memperhatikan faktor tersebut maka 

diperlukan penyedia jasa lainnya yang terintegrasi yang dapat menyediakan seluruh kebutuhan 

secara cakap, berpengalaman, dan mampu berkerjasama dengan berbagai pihak terkait, 

diantaranya : 

- Memudahkan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan 

- Memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan 

- Menstandarisasi jasa dan hasil yang diberikan dalam kebersihan, kenyamanan, dan 

keindahan gedung kantor sebagai satu kesatuan terintegrasi 

- Memudahkan pengelolaan SDM yang melakukan layanan jasa tersebut. 

- Mampu menyediakan layanan pengolahan data berupa kuisioner dan/atau jalur/kanal 

pengaduan berkaitan dengan kepuasan pelanggan bagi pengguna jasa, dalam hal ini 

Pemerintah Kab. Kutai Barat yang menggunakan jasa secara periodikal. 

B. JAM KERJA  

Dalam hal Fasilitas Pemerintah yang tidak memerlukan pelayanan 7 (tujuh) hari kerja dalam 

seminggu : 

- minimal 8,5 (delapan koma lima) jam per hari, termasuk istirahat 1 jam istirahat 5 (lima) 

hari kerja kecuali ada kondisi khusus; 

- Tidak diperkenankan jam lembur; 

- Jam kerja dengan ketentuan Pukul 07:00 WITA s.d 16:30 wita (8.5 jam kerja dan 1 jam 

istirahat dengan 5 hari kerja selama 1 minggu) 

Dalam hal Fasilitas Pemerintah yang memerlukan pelayanan 7 (tujuh) hari kerja dalam 

seminggu termasuk lembur : 

- minimal 7 (tujuh) jam per hari ditambah 1 jam istirahat 6 (enam) hari kerja kecuali ada 

kondisi khusus; 

- Shift 1 dari Pukul 07:00 WITA s.d 15:00 wita (7 jam kerja dan 1 jam istirahat dengan 6 hari 

kerja selama 1 minggu) 

- Shift 2 dari Pukul 16:00 WITA s.d 00:00 wita (7 jam kerja dan 1 jam istirahat dengan 6 hari 

kerja selama 1 minggu) 

- Ketentuan minimal lembur : 

- Shift hari libur minggu 1 Pukul 13:00-14:00 

- Shift hari libur minggu 2 Pukul 20:00-21:00  

C. AKTIFITAS MANAJEMEN  

Selain melaksanakan tugas dalam aktifitas operasional Jasa Kebersihan, terdapat upaya 

Manajemen dari Penyedia, dalam tingkat layanan yang cakupannya adalah sebagai berikut : 

- Penyedia dalam aktifitas manajemen memberikan dan memastikan pelayanan sesuai 

dengan tingkat layanan yang dipersyaratkan; 
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- Memastikan terlaksananya Standar Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh 

pelaksana dari pihak Manajemen Penyedia yang memiliki sertifikasi keahlian di bidang 

Standar Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3). 

- Melaksanakan tata kelola Manajemen yang baik berdasarkan standar Manajemen Mutu 

berdasarkan akreditasi ISO 9001:2015 Quality Management System yang telah dimiliki. 

- Aktifitas Manajemen termasuk hingga lingkup penjaminan mutu dari tingkat layanan; 

- Memastikan dan memberikan laporan berkala untuk kehadiran personil; 

- Dalam hal personil memerlukan penggantian maka wajib dilaksanakan dengan segera dan 

tidak boleh mengurangi tingkat layanan yang ada; 

- Menggunakan sebisa mungkin sebanyak-banyaknya tenaga kerja dari Kabupaten Kutai 

Barat untuk mendayagunakan ketenagakerjaan dan kebaikan perekonomian daerah Kab. 

Kutai Barat, sebagai bentuk pelaksanaan salah satu aspek Pengadaan Berkelanjutan, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dan diatur dalam pasal 4 huruf h dan pasal 5 huruf i, dan Pasal 68 : 

- Pasal 68 ayat (1) : Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek 

berkelanjutan. 

- Pasal 68 ayat (2) huruf a berkaitan dengan aspek ekonomi sehingga senantiasa 

memperhatikan aspek kualitas, jumlah, waktu, lokasi, dan biaya; 

- Pasal 68 ayat (2) huruf b memperhatikan aspek sosial khususnya jaminan kondisi kerja 

yang adil dan pemberdayaan komunitas masyarakat Kab. Kutai Barat yang adil, dan 

memperhatikan kesetaraan dan keberagaman, dengan tetap memperhatikan : 

o Pemberdayaan usaha kecil sebagai pemasok barang habis pakai; 

o Jaminan kondisi kerja yang adil; 

o Pemberdayaan komunitas masyarakat/usaha lokal; 

o Kesetaraan,dan 

o Keberagaman. 

- Pasal 68 ayat (2) huruf c memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan memastikan 

selama operasional meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan amanat dari 

Undang-Undang nomor  32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat (1) huruf a setiap orang dilarang melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan 

Pasal 69 ayat (1) huruf f membuang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  dan limbah 

B3 ke media lingkungan hidup, khususnya terkait bahan kimia B3 yang terdapat dalam 

proses kebersihan. 

- Proses Rekrutmen untuk Tenaga Kerja dari Kabupaten Kutai Barat dapat dilaksanakan 

seleksi dan pengujian dengan menggunakan standar kriteria yang dimiliki Penyedia 

sepenuhnya; 

- Aktifitas manajemen termasuk dalam biaya perekrutan dan/atau termasuk membayar tenaga 

kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT) dan/atau termasuk Perjanjian Kerja Harian Lepas yang sewaktu-waktu dan/atau 

berdasarkan pertimbangan manajemen apabila diperlukan penambahan dari kebutuhan 

Pengguna Jasa Tenaga Kerja berdasarkan Kontrak/Perjanjian antara Penyedia dan 

Pengguna Jasa dengan ketentuan pengupahan yang tetap mengacu pada bagian (n) Kontrak 

Payung ini. 

- Memastikan logistik bahan habis pakai, perlengkapan, dan bahan kimia selalu tersedia dan 

menghasilkan kualitas keluaran kerja terbaik, dengan cara menyediakan peralatan sesuai 

standar kebersihan dan chemical yang ramah lingkungan, meliputi namun tidak terbatas 

pada :  

o Seragam Petugas satu tahun masing-masing personil 2 kali masing-masing personil 2 

set, sehingga dalam setahun total 4 set dan menjadi kewajiban Badan Usaha serta 

dilarang menjual/memotong/mengurangi hak penghasilan dari tenaga kerja. 

o Blower Carpet 

o Mesin Low Speed Floor Polisher 

o Tangga Alumunium 

o Telescopic Pole 

o Wet & Dry Vacum Cleaner 
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o Bucket 

o ember plastik 

o lap canebo 

o dust bin 

o pengki plastik 

o floor polisher pad brush (hard scrub) 

o floor polisher pad holderfloor polisher pad 

o floor polisher pad soft brush carpet 

o floor squeege 

o gunting taman 

o Kape 

o Kemoceng/Lap dalam hal dipertimbangkan bahwa penggunaan Kemoceng tidak 

efektif dan menyebarkan debu 

o Lap Majun 

o Plastik Sak Besar Hitam 

o Rubber shoes 

o Safety Shoes 

o Sapu Lidi Tangkai 

o Sapu Nylon 

o Sarung Tangan Karet 

o Selang Air 

o Sikat Tangkai 

o Single Bucket Mop Press 

o Spons Busa 

o Sprayer Bottle 

o Tapas Hijau 

o Sikat Toilet 

o Wet Floor Warning Sign 

o Wet Mop Refill 

o Wet Mop Set Besi 

o Window Karet Refill 

o Window Squeege Set 

o Window Washer Refill 

o Window Washer Set 

o Bubuk Pembersih 

o Floor Cleaner 

o Free Wax Stripper 

o Furnicare / Shine Up 

o Glass Cleaner 

o Bowl Cleaner 

o Hand Soap/Sabun Cuci Tangan Kamar Mandi 

o Kamper Bola 

o Karbol Wangi 

o Marmer Powder 

o Granite Powder 

o Metal Polish 

o Sabun Cuci Piring 

o Shampo Carpet 

o Toilet Tissue Roll 

Produk tersebut digunakan sesuai dengan SOP Penyedia. 

- Pembayaran Penyedia dari Pengguna Jasa menyajikan laporan yang menunjukan prestasi 

kerja secara terukur sesuai dengan periode pembayaran yang menunjukan tingkat keluhan 

minimal dan tercapainya tingkat layanan yang dibutuhkan dalam spesifikasi teknis ini, 

yaitu dengan menyampaikan : 

o Membuat Laporan Bulanan terkait jasa kebersihan umum (cleaning services) 

dan pertamanan (gardening) 

o Membuat laporan Bulanan/Monthly Report atas aktifitas dan kegiatan tenaga 
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kerja yang dipekerjakan 

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kebersihan umum (general cleaning) dalam hal jasa 

kebersihan (cleaning services) dan pertamanan (gardening) 

- Mengadakan pelatihan yang bersifat substansial dan teknis kepada petugas kebersihan 

pramubakti dan tukang kebun dalam waktu sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 minggu, 

khususnya perihal penggunaan alat kerja, chemical, kedisiplinan, metode kerja, serta ruang 

lingkup pekerjaan secara periodikal yang dilaporkan oleh supervisor dan pimpinan 

perusahaan yang dapat dilakukan dengan pelaksana dari pihak Manajemen Penyedia yang 

memiliki sertifikasi keahlian di bidang kebersihan.. 

- Pengguna Jasa menerima tingkat layanan sebagaimana telah diuraikan diatas dengan 

tingkat keluhan minimal yang dapat diukur dan dilaporkan secara berkala dalam proses 

pembayaran periodikal yang memberikan informasi yang mencerminkan penilaian 

kepuasan pengguna akhir (end user) dalam bentuk terstandar dan dilaksanakan secara 

elektronik; 

- Menyajikan keseluruhan informasi tersebut dalam laporan bulanan yang digunakan untuk 

proses pembayaran atas transaksi dari Kontrak Payung Bersyarat ini. 

- Seluruh biaya yang timbul dalam rangka tingkat layanan yang telah disebutkan diatas telah 

termasuk dalam penawaran sebagai prestasi atas biaya jasa manajemen (management fee) 

dalam melakukan pengelolaan tenaga kerja untuk menghasilkan keluaran tingkat layanan 

yang sepenuhnya menjadi tanggung-jawab penyedia. 

- Supervisor/pihak manajemen minimal melakukan kunjungan pada periode 1 bulan 1 kali 

secara daring/tatap muka. 

- Bertanggung-Jawab Mutlak sepenuhnya untuk membayarkan upah dan program asuransi 

tenaga kerja setara BPJS Kesehatan yang meliputi jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan 

kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan lain-lain 

sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. 

- Bertanggung jawab, memberikan hukuman/ penalti terhadap tingkah laku/ perbuatan setiap 

pegawai tenaga kebersihan yang merugikan seperti melakukan tindak pidana, Ketentuan 

dan Larangan dalam standar prosedur, membawa personil tidak beizin, membawa barang 

terlarang, melanggar ketertiban/ kesopanan, bermain judi, mabuk-mabukan, merokok saat 

melaksanakan tugas dan perbuatan tercela lainnya. 

- Penyedia wajib memastikan Tenaga Kerja yang berada dalam lingkup manajemen maupun 

operasional dapat bertindak senantiasa sopan, ramah, dan mengenali lingkungan kerja serta 

dapat memberikan respon yang baik terhadap Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kerja 

Kontrak, dan/atau Tamu dari Gedung Pemerintah Kab. Kutai Barat yang menjadi cakupan 

area kerja sesuai dengan perikatan dalam Kontrak. 

- Dalam hal kinerja apabila terdapat ketidakhadiran dari petugas kebersihan maka penyedia 

bertanggung-jawab untuk menggantikan dengan personil agar bagian pekerjaan tersebut 

tidak mengalami kekosongan. 

- Dalam hal terdapat produk yang rusak/pecah/tidak dapat berfungsi/timbul akibat kerugian 

materi sebab dari operasional cleaning service yang salah maka penyedia bersedia 

menggantikan barang yang dirusak tersebut dengan menanggung biaya reparasi, dan dalam 

hal hasil reparasi tidak mengembalikan fungsi seperti keadaan semula maka dilakukan 

penggantian unit baru atas barang yang rusak tersebut. 

- Pelaku usaha sebagai penyedia wajib menerapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi 

terhadap program Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) di bidang jasa kebersihan agar 

pengawas dan tenaga kerja dapat melaksanakan prosedur terkait kesehatan dan keselamatan 

di tempat kerja, khususnya dalam pelaksanaan kerjasama dengan kolega dan pengguna jasa 

dalam hal memastikan keberlangsungan K3. 

- Penyedia wajib memastikan bahwa petugas kerja yang ditugaskan di Pemerintah Kab. 

Kutai Barat dapat menjaga standar keselamatan kerja, sehingga tenaga kerja yang ada dapat 

menangani situasi darurat. 

- Pelaku usaha wajib memastikan telah tersedia prosedur penanganan apabila terdapat 

kebutuhan untuk menangani B3 di tempat kerja, baik dalam lingkup menangani sampah B3 

maupun membersihkan tumpahan B3, dan mengelola limbah B3. Dalam hal penanganan 

B3 meliputi kemampuan untuk merencanakan pembersihan sampah B3, melakukan 

pelaksanaan pembersihan sampah B3, dan Perawatan peralatan dan perlengkapan 
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pembersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah 

B3. 

- Penyedia wajib memastikan Tenaga Kerja yang berada dalam lingkup manajemen maupun 

operasional dapat bertindak senantiasa sopan, ramah, dan mengenali lingkungan kerja serta 

dapat memberikan respon yang baik terhadap Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kerja 

Kontrak, dan/atau Tamu dari Gedung Pemerintah Kab. Kutai Barat yang menjadi cakupan 

area kerja sesuai dengan perikatan dalam Kontrak. 

- Membayar Tenaga Kerja sesuai dengan Kontrak Payung huruf (n) sebagai tanggung-jawab 

mutlak Penyedia dalam pembayaran upah maupun iuran yang penyetorannya menjadi 

kewajiban pada pihak BPJS. Dalam hal terdapat beban baru biaya yang mungkin muncul 

sebagai akibat dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari UU Cipta Kerja, maka biaya yang 

muncul yang ditanggung oleh Penyedia dibebankan pada overhead cost dan tidak dapat 

merubah nilai kontrak payung bersyarat. 

- Penyedia wajib menjalankan ketentuan Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Daerah 

dan/atau dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan kegiatan di Kab. 

Kutai Barat dalam kaitannya pada pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 

dalam Jaringan dengan alamat http://wajiblapor.kemnaker.go.id, dan Pasal 5 ayat (3) 

berkaitan dengan palporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan Desember. 

 

D. AKTIFITAS OPERASIONAL  (NON-MANAJEMEN)  

Aktifitas Operasional dalam Jasa Lainnya merupakan kegiatan operasional yang menjadi 

lingkup cakupan utama yang didukung dan ditunjang oleh Aktifitas Manajemen, dalam hal ini 

tenaga kerja yang disediakan oleh Manajemen Penyedia dapat melaksanakan aktifitas sebagai 

berikut dengan prima : 

- Melaksanakan Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dengan 

pembaharuan new normal sebagai dampak pandemi Covid-19; 

- Melaksanakan komunikasi dengan kolega dan pengguna jasa, dengan cara : 

o bertindak senantiasa sopan; 

o ramah; 

o mengenali lingkungan kerja; 

o memberikan respon yang baik terhadap :  

Á Aparatur Sipil Negara;Tenaga Kerja Kontrak; dan/atau  

Á Tamu dari Gedung Pemerintah Kab. Kutai Barat yang menjadi 

cakupan area kerja sesuai dengan perikatan dalam Kontrak yang 

mengacu pada Kontrak Payung ini. 

- Melaksanakan pekerjaan dalam lingkungan yang berbeda secara sosial budaya 

- Melaksanakan prinsip-prinsip dasar bekerja pada cleaning service; 

- Menggunakan peralatan makinal; 

- Menangani keluhan pelanggan; 

- Memberikan informasi tentang lokasi kerja; 

- Menangani penemuan barang; 

- Melaksanakan pengawasan; 

- Melatih kelompok kerja; 

- Mengorganisasi pekerjaan; 

- Membersihkan area taman; 

- Menangani Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Tempat Kerja; 

- Membersihkan Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 

- Membersihkan Lantai; 

- Membersihkan Dinding dalam Gedung; 

- Membersihkan Langit-Langit; 

- Membersihkan Kaca; 

- Membersihkan Ruangan Toilet dan Fasilitasnya; 

- Memoles Permukaan Lantai; 

- Membersihkan Peralatan dan Perlengkapan Ruangan; 

http://wajiblapor.kemnaker.go.id/
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- Membersihkan Objek Umum Luar Bangunan; 

- Menangani Sampah  Umum; 

- Melakukan Perawatan Lantai dengan Metode Khusus; 

- Menangani Keluhan Pelanggan; 

- Melaksanakan Pelayanan di Tempat Kerja; 

- Merapikan penampilan dan menyiapkan peralatan yang akan digunakan; 

- Menyapu pada lokasi penempatan; 

- Pengambilan sampah-sampah yang ada di tong sampah; 

- Menyapu saluran air pada area-area pekerjaan; 

- Menyapu puntung rokok/ sampah lepas pada area terbuka; 

- Memotong rumput; 

- Mengikis lumut yang muncul di trotoar, bangunan, lantai, dan sejenisnya di area 

taman/terbuka; 

- Memotong/ merapikan tanaman hias; 

- Penyiraman tanaman hias; 

- Membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 

- Mengumpulkan peralatan kerja, mencuci dan simpan di tempat yang aman serta 

merapikan kembali seperti sedia kala; 

- Menangani penemuan barang; 

- Membersihkan area taman; 

- Melakukan pengendalian hama (pest control) di lingkungan Gedung Pemerintah Kab. 

Kutai Barat dalam pelaksanaannya 1 kali pengasapan dan penguapan dalam 1 bulan; 

- Melakukan pemeliharaan dan perawatan landskap baik tanaman indoor maupun 

outdoor; 

- Pengelolaan Sampah dengan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari tempat 

sampah sementara (TPS) Gedung Pemerintah Kab. Kutai Barat; 

- Pembersihan ruangan kerja dilakukan sebelum jam kerja dimulai, dengan perawatan 

secukupnya selama jam kerja; 

- Mampu melakukan koordinasi yang melekat, intensif, cepat, tanggap, dan responsif 

dalam kawasan Gedung Pemerintah Kab. Kutai Barat; 

- Mampu melaksanakan dan menuangkan metode kerja untuk setiap jenis pekerjaan; 

- Lain-lain yang berkaitan dengan jasa kebersihan sesuai dengan kondisi bangunan; 

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan aktifitas operasional, tenaga kerja dilarang : 

- melakukan tindak pidana; 

- melanggar ketentuan dan larangan dalam standar prosedur; 

- membawa personil tidak beizin; 

- membawa barang terlarang; 

- melanggar ketertiban/ kesopanan; 

- bermain judi; 

- mabuk-mabukan; 

- merokok saat melaksanakan tugas; dan  

- perbuatan tercela lainnya. 

Secara umum aktifitas operasional dan larangan sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan dengan 

keluaran sebagai berikut : 

- Terlaksananya Standard Operating Procedure (SOP) Kerja sebagaimana yang dimaksud 

dalam poin E Lampiran I  ini dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, keindahan, dan 

kerapian; 

- Seluruh toilet harus selalu dalam kondisi bersih, kering, tidak berbau, dan tersedia sabun cuci 

tangan, pewangi, dan tissue toilet; 

- Tamu yang bertanya atau berpapasan dengan petugas dari Penyedia dilayani/ditegur dengan 

baik dan ramah; 

- Lanskap indoor dan outdoor beserta tanamannya dalam kondisi sesuai dengan karakteristik 

dari tanaman yang dipakai; 

- Perawatan tata letak tanaman agar tertata dengan baik dan indah dilihat; 

- Keberadaan lumut pada daerah jalan yang lembab dikikis dan dieliminasi sehingga 

memperpanjang usia fasilitas; 

- Seluruh lantai, dinding, plafon, toilet, pantry, musholla, area umum, dan peralatan maupun 
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furniture kantor dan lingkungan area harus dalam kondisi bersih tanpa debu dan berfungsi 

dengan baik. 

- Lingkungan Gedung bebas dari hama/hewan pengganggu. 

Penilaian terhadap indikator keluaran atas aktifitas Operasional diatas wajib dilaporkan dalam laporan 

bulanan dan menjadi salah satu keluaran aktifitas manajemen dari penyedia yang mencerminkan 

keluaran berupa : Tersedianya ruang kerja dan fasilitas umum Gedung Pemerintah Kab. Kutai Barat 

yang bersih, aman, damai, asri, tertib, indah, dan berfungsi dengan baik. 

 

E. STANDARD OPERATING PROCEDURE 
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F. LAYANAN APLIKASI UNTUK KEMUDAHAN PENGENDALIAN KONTRAK  

Penyedia memfasilitasi Pemerintah Kab. Kutai Barat dengan dua tingkatan, yaitu : 

18.1 Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator;dan 

18.2 Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa 

18.3 Aplikasi ARCO Mitra / ARCO Monitoring System adalah sebagai berikut :  
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18.4 PPK Konsolidator dan/atau PPK Pengguna Jasa dapat mengisi masukan kepada ARCO 

melalui fitur “Input Voice of Costumer”  

 
18.5 PPK Konsolidator dan/atau PPK Pengguna Jasa dapat melihat daftar Tenaga Kerja 

yang menangani sebuah Lokasi :  

 
18.6 PPK Konsolidator dan/atau PPK Pengguna Jasa dapat melihat aktifitas yang 

dijadwalkan melalui menu Quality Action Report: 
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18.7 PPK Konsolidator dan/atau PPK Pengguna Jasa dapat melihat akitifitas yang 

dikerjakan dalam Dalam Menu Quality Action Report pilih tanggal dan pilih aktifitas yang 

sudah selesai dikerjakan dan akan tampil dokumentasi pekerjaan sebelum, proses, dan 

sesudah dikerjakan sebagai berikut : 

 

 
(Sebelum) 
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(Proses) 

 
(Hasil) 

18.8 PPK Pengguna Jasa melakukan Penilaian Kinerja melalui aplikasi dengan menginput 

pada menu Quality Score setiap bulannya. 
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18.8.1 Rincian Penilaian Kebersihan Lantai  

 
18.8.2 Rincian Penilaian Kebersihan Toilet 

 
18.8.3 Rincian Penilaian Kebersihan Furniture 
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18.8.4 Rincian Penilaian Dinding 

 
18.8.5 Rincian Penilaian Langit-Langit 

 
18.8.6 Rincian Penilaian Komunikasi Crew 

 
  



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 86 

18.8.7 Rincian Penilaian Kerajinan Crew 

 
18.8.8 Rincian Penilaian Penampilan Crew 

 
18.8.9 Rincian Penilaian Sikap Crew 
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18.8.10 Rincian Penilaian Respon terhadap masalah Pengawas 

 
18.8.11 Rincian Penilaian Komunikasi Pengawas 

 
18.8.12 Rincian Penilaian Kerajinan Pengawas 

 
  



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 88 

18.8.13 Rincian Penilaian Penampilan Pengawas 

 
18.8.14 Rincian Penilaian Sikap Pengawas 

 
18.8.15 Kolom Komentar Pelayanan Keseluruhan 
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18.8.16 Klik Simpan untuk menyimpan penilaian Bulanan 

 
18.9 PPK Konsolidator dengan menerima masukan dari PPK dengan input dari Aplikasi 

melakukan perhitungan rata-rata atas Pelayanan Penyedia secara keseluruhan, dalam 

hal PPK Pengguna Jasa tidak menginput Penilaian melalui aplikasi maka PPK 

Konsolidator dapat mengingatkan PPK Pengguna Jasa untuk mengisi penilaian. 

18.10 Pertemuan Periodikal PPK Konsolidator bersama PPK Pengguna Jasa dilakukan dapat 

secara daring atau tatap muka dan hasilnya dilaporkan kepada Pejabat Daerah 

Penandatangan Kontrak Payung dan di unggah dalam SPSE PPK Konsolidator. 

18.11 PPK Pengguna Jasa sangat disarankan untuk menyimpan tangkapan layar untuk tiap 

proses penilaian jasa bulanan sebagai upaya akuntabilitas sebagai dokumen kedinasan 

masing-masing. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMIKIAN LAMPIRAN I SPESIFIKASI DAN STANDAR TINGKAT 

LAYANAN  KONTRAK PAYUNG BERSYARAT INI -------------------------------------  

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut 

diatas, dibuat sebagai Bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK PAYUNG  antara  

PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  

 

PIHAK PERTAMA  

Pejabat Daerah Penandatangan 

Kontrak Payung Kab. Kutai Barat, 

Kepala Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa, 

 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, S.E. 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAK  KEDUA  

Bertindak untuk dan atas nama 

Direksi untuk mewakili PT 

ABADI RAYA COMMERCE, 

Direktur Utama,  

 

 

 

 

H. KARMIN  
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LAMPIRAN I I  : KONTRAK PAYUNG BERSYARAT JASA LAINNYA ANTARA  PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN  PT ABADI 

RAYA COMMERCE (ARCO)  TENTANG  JASA KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI 

BARAT   

         _________________________________________________________________ 

 

FORMAT REGISTER KONTRAK PPK KONSOLIDATOR  

 

 
  PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 

SEKRETARIAT DAERAH 
Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576. Telepon (0545) 4043841 ï 4043704 

Fax (0545) 4043843. Website : www.kutaibaratkab.go.id 

SENDAWAR 
 

 
 

REGISTER KONTRAK PAYUNG JASA KEBERSIHAN PPK KONSOLIDATOR  DENGAN PT. ABADI RAYA COMMERCE (ARCO)  

 

Tahun  Register  : 2021/2022 *a)                

Tanggal Bulan Register : ………… *b)                 

N

o 

Perangkat 

Daerah/U

nit Kerja 

Pengguna 

Jasa 

Nama 

Paket 

Pengguna 

Jasa 

Tipe 

Spesifika

si dan 

Kategori 

Pekerjaan 

yang 

digunaka

n 

Nama Pejabat 

Penandatangan 

Kontrak Pengguna Jasa 

Jabatan Pejabat 

Penandatangan 

Pengguna Jasa 

Kontak/Wh

atsapp 

Alamat 

Email 

Tangkapan 

Layar 

Kontrak 

telah di 

Upload 

dalam SPSE 

PPK 

Pengguna 

Jasa Non 

Transaksion

al 

Total 

Kebutu

han 

Tenaga 

Kerja 

Durasi 

Kerja 

(Bulan) 

Luas 

Wilayah 

Pekerjaan 

(meter 

persegi) 

Volu

me 

Satuan Harga 

Satua

n 

sesuai 

Tipe 

Nila

i 

Kon

trak 

PPN Total 

Nilai 

Kontrak 

Akumulasi 

Pembayara

n yang 

sudah 

dilakukan 

Nomor 

Kontrak/Pe

rjanjian 

 

dan SP2D 

Pembayara

n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1             .. pekerja/… 

bulan/.. meter 

persegi 

      

2             .. pekerja/… 

bulan/.. meter 

persegi 

      

d

s

t 

            .. pekerja/… 

bulan/.. meter 

persegi 

      

                Sendawar, …………… 20.. *c) 

                PPK Konsolidator 

                           TTD STEMPEL *d)   

                NAMA NIP *e) 
Tembusan Kepada Yth : 
 

18.12 Pejabat Penandatangan Kontrak Payung di Sendawar (Sebagai  Laporan); 

18.13 Direktur dan Deputy Manager PT. Abadi Raya Commerce di Balikpapan; 

18.14 Arsip 
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Petunjuk Pengisian bagi PPK Konsolidator  : 

Isian a : Diisi dengan tahun  Register dibuat, yaitu salah satu dari tahun anggaran 

2021 atau tahun anggaran 2022 

Isian b : Diisi dengan tanggal dan bulan register dibuat 

Angka 1 : Nomor urut register kontrak / perjanjian dari Pengguna Jasa Perangkat 

Daerah/Unit Kerja 

Angka 2 : Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengguna Jasa 

Angka 3 : Diisi dengan nama Paket/Judul Kontrak/Perjanjian Perangkat Daerah/Unit 

Kerja Pengguna Jasa 

Angka 4 : Diisi dengan tipe sebagaimana dimaksud dalam kolom “Kategori Jasa 

Kebersihan” pada bagian (f) dari dokumen Kontrak Payung, yaitu salah 

satu tipologi : 

Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D, Tipe E, dan/atau Tipe F 

Angka 5 : Diisi dengan Nama personil yang menjadi Pejabat Penandatangan Kontrak 

Angka 6 : Diisi dengan nama jabatan Pelaku Pengadaan yang menjadi Pejabat 

Penandatangan Kontrak, antara lain Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen 

Angka 7 : Diisi dengan Nomor kontak / Whatsapp dari Pejabat Penandatangan 

Kontrak guna memudahkan koordinasi dalam satu Grup 

Angka 8 : Diisi dengan alamat email guna keperluan korespondensi formal/informal 

Angka 9 : Diisi dengan tangkapan layar bahwa Kontrak telah diunggah di Akun 

SPSE Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai Kontrak Non-Transaksional 

Angka 10 : Diisi dengan Total Kebutuhan Tenaga Kerja yang dibutuhkan Pengguna 

Jasa sebagaimana cara perhitungan dalam bagian (g) dari dokumen 

Kontrak Payung 

Angka 11 : Diisi durasi Kerja (Bulan) sesuai Spesifikasi yang dibutuhkan Pengguna 

Jasa 

Angka 12 : Diisi dengan Luas Wilayah Pekerjaan (meter persegi) yang dibutuhkan 

Pengguna Jasa 

Angka 13 : Diisi dengan hasil perkalian antara angka bilangan dari Angka 10 dikalikan 

Angka 11 dikalikan Angka 12 

 

Contoh bila angka 10 diisi 5 orang, angka 11 diisi 3 bulan, dan angka 12 

diisi 4000 meter persegi, maka dituliskan pada kolom angka 13 sebagai 

:”60.000” yang diperoleh dari hasil perkalian antara “5 orang * 3 bulan * 

4000 meter persegi”. 

Angka 14 : Angka 14 diisikan dengan satuan jumlah orang sebagaimana angka 10 

garis miring satuan jumlah durasi bulan kerja sebagaimana angka 11 dan 

luas wilayah dalam meter persegi sebagaimana angka 12. 

 

Contoh bila angka 10 diisi 5 orang, angka 11 diisi 3 bulan, dan angka 12 

diisi 4000 meter persegi, maka dituliskan pada kolom angka 14 sebagai : 

“5  pekerja/3 bulan/4000 meter persegi” 

Angka 15 : Diisi dengan Harga Satuan Sebelum Pajak  (Rupiah) berdasarkan kolom 

“Harga Satuan Sebelum Pajak  (Rupiah) “ pada tabel dalam bagian (f) 

Dokumen Kontrak Payung ini. 

 

Contoh bila pemesan adalah salah satu Dinas/Badan yang memenuhi 

kriteria tipe B sebagaimana dituliskan dalam Angka 4, maka harga satuan 

yang dipilih dan diisi dalam Angka 15 ini berdasarkan Bagian (f) 

Dokumen Kontrak Payung ini adalah Rp895,10. 

Angka 16 : Diisi nilai kontrak sebelum PPN yaitu Hasil Perkalian antara Kolom Angka 

13 dengan Kolom Angka 15. 

Contoh : 

Angka 13 misal berisikan sebagaimana disebutkan diatas 60.000, 

kemudian Angka 15 sebagaimana disebutkan dicontoh diatas adalah 
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Rp895,10, menghasilkan angka Rp53.706.000 sebagai hasil perkalian 

antara 60.000 * Rp895,10. 

Angka 17 : Diisi dengan mengalikan isi kolom Angka 16 dengan tarif PPN sebesar 

10% 

 

Contoh : 

Pada Angka 16 Nilai Kontrak bernilai Rp53.706.000, maka dikalikan 10% 

maka PPN dicantumkan Rp5.370.600. 

Angka 18 : Diisi dengan hasil Penjumlahan Nilai Kontrak yang terdapat dalam kolom 

Angka 16 dan PPN yang terdapat dalam Angka 17. 

 

Contoh : 

Kolom angka 16 bernilai Rp53.706.000, Kolom angka 17 bernilai 

Rp5.370.600, maka hasil penjumlahannya Rp59.076.600. 

Angka 19 : Diisi Informasi jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Pejabat 

Penandatangan Kontrak Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengguna Jasa yang 

diserahkan secara periodik dan dihitung akumulasinya kepada dan oleh  

Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator. 

Angka 20 : Diisi dengan Nomor Kontrak/Perjanjian dan SP2D Pembayaran dari 

masing-masing Pejabat Penandatangan Kontrak Perangkat Daerah/Unit 

Kerja Pengguna Jasa yang diserahkan secara periodic kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen Konsolidator. 

Isian c : Diisi dengan tanggal dan bulan register selesai diverifikasi dan siap di 

tandatangani PPK Konsolidator. 

Isian d : Tanda tangan dan Stempel PPK Konsolidator sebagai wujud penetapan. 

Isian e : Diisi Nama dan NIP PPK Konsolidator 

  

Maksud dan Tujuan Format ini adalah: 

1. Menjadi upaya pengendalian kontrak khususnya dari kepatuhan pembayaran dari Pengguna Jasa 

sehingga Penyedia dapat memperoleh haknya tepat waktu. 

2. Pejabat Penandatangan Kontrak dari Pengguna Jasa pada Perangkat Daerah wajib mematuhi 

ketentuan suplai data Kontrak dan SP2D pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen 

Konsolidator dengan menggunakan format dalam Lampiran III. 

3. Format dapat diubah sesuai kebutuhan selama substansi manfaat terpenuhi. 

4. Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator melakukan unggahan secara berkala pada SPSE sebagai 

upaya pengendalian kontrak payung dan melaporkan pada PIHAK PERTAMA  dan PIHAK 

KEDUA . 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMIKIAN LAMPIRAN I I FORMAT REGISTER KONTRAK PPK 

KONSOLIDATOR KONTRAK PAYUNG BERSYARAT INI -----------------------------  

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut 

diatas, dibuat sebagai Bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK PAYUNG  antara  

PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  

 

PIHAK PERTAMA  

Pejabat Daerah Penandatangan 

Kontrak Payung Kab. Kutai Barat, 

Kepala Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa, 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, S .E. 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAK  KEDUA  

Bertindak untuk dan atas nama 

Direksi untuk mewakili PT 

ABADI RAYA COMMERCE, 

Direktur Utama,  

 

 

 

H. KARMIN  
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LAMPIRAN III : KONTRAK PAYUNG BERSYARAT JASA LAINNYA ANTARA  

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN  PT ABADI 

RAYA COMMERCE (ARCO)  TENTANG  JASA KEBERSIHAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT   

        _________________________________________________________________ 

 

FORMAT PELAPORAN BERKALA  PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  

PENGGUNA JASA PERANGKAT DAERAH  /UNIT KERJA   

  

 

[KOP KEDINASAN DINAS/BADAN/UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN/DINAS]  

*a)] 

 

KARTU KENDALI PEMBAYARAN KONTRAK / PERJANJIAN MENGACU PADA 

HARGA SATUAN KONTRAK PAYUNG  BERSYARAT JASA KEBERSIHAN 

DENGAN PT. ABADI RAYA COMMERCE (ARCO)  
Nama Paket 

Pengguna 

Jasa 

: ………………………………..*b)   

Nomor 

Kontrak/Perja

njian dan 

tanggal 

: ………………………………..*c)  

No Periode 

Pembayaran 

Total Nilai 

Kontrak 

(Termasuk 

PPN) 

Nilai 

Pembayaran 

(Termasuk 

PPN) 

Nomor dan 

tanggal 

SP2D 

Pembayara

n 

Akumulasi 

Pembayara

n 

(Termasuk 

PPN) 

Persentase 

Akumulasi 

Pembayaran 

atas nilai 

Kontrak (%) 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

5        

D

s

t 

       

 
Sendawar, …………… 20.. *c) 

            

         Pejabat Penandatangan Kontrak, 

         [Jabatan Pelaku Pengadaan] 

         Dinas/Badan ………………. 

            

                    TTD STEMPEL *d)

  

            

         NAMA NIP *e) 
Tembusan Kepada Yth : 
 

1. Pejabat Penandatangan Kontrak Payung di Sendawar (Sebagai  Laporan); 

2. Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator di Sendawar; 

3. Direktur dan Deputy Manager PT. Abadi Raya Commerce di Balikpapan; 

4. Arsip 

 

Petunjuk Pengisian bagi PPK Konsolidator  : 

Isian a : Diisi dengan KOP Standar Kedinasan Resmi Perangkat 

Daerah/Unit Pelaksana Teknis 

Isian b : Diisi dengan nama masing-masing paket bila terdapat lebih dari 

satu maka dibuat masing-masing lembar untuk tiap paket. 

Isian c : Diisi dengan Nomor kontrak masing-masing paket bila terdapat 

lebih dari satu maka dibuat masing-masing lembar untuk tiap 

paket. 

Isian 1 : Diisi dengan Nomor urut. 

Isian 2 : Diisi dengan Periode layanan Pembayaran Kontrak; 
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Isian 3 : Diisi dengan nilai kontrak termasuk PPN; 

Isian 4 : Diisi dengan nilai Pembayaran atas periode tersebut; 

Isian 5 : Diisi dengan Nomor SP2D dan tanggal SP2D Pembayaran atas 

periode tersebut; 

Isian 6 : Diisi dengan nilai Akumulasi dari Penjumlahan Pembayaran yang 

telah dilakukan; 

Isian 7 : Diisi dengan persentase akumulasi dari Penjumlahan Pembayaran 

dengan Total Nilai Kontrak, dihitung dengan rumus : 

ὍίὭὥὲ χ ρππϷz 
)ÓÉÁÎ φ

)ÓÉÁÎ σ
 

Isian 8 : Diisi dengan keterangan terkait dengan situasi dan konteks 

Pembayaran yang diperlukan untuk menjadi Informasi. 

 

Maksud dan Tujuan Format ini adalah: 

1. Menjadi upaya pengendalian kontrak khususnya dari kepatuhan pembayaran dari Pengguna 

Jasa sehingga Penyedia dapat memperoleh haknya tepat waktu. 

2. Pejabat Penandatangan Kontrak dari Pengguna Jasa pada Perangkat Daerah wajib mematuhi 

ketentuan suplai data Kontrak dan SP2D pembayaran menggunakan format ini sebagaimana 

dimaksud dalam bagian Lampiran II angka 2 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator. 

3. Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa melakukan unggahan secara berkala pada SPSE 

sebagai upaya pengendalian kontrak/Perjanjian dan melaporkan pada PPK Konsolidator. 

4. Realisasi Bersama Bukti Pembayaran dan Kartu Kendali dan Kontrak/Perjanjian di upload 

dalam Form Realisasi Pencatatan Non-Tender SPSE. 

5. Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan selama substansi dan manfaat terpenuhi. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMIKIAN LAMPIRAN I II FORMAT PELAPORAN BERKALA PEJABAT 

PENANDATANGAN KONTRAK PENGGUNA JASA PERANGKAT DAERAH 

/UNIT KERJA  KONTRAK PAYUNG BERSYARAT INI ---------------------------------  

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut 

diatas, dibuat sebagai Bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK PAYUNG  antara  

PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  

 

PIHAK PERTAMA  

Pejabat Daerah Penandatangan 

Kontrak Payung Kab. Kutai Barat, 

Kepala Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa, 

 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, S .E. 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAK  KEDUA  

Bertindak untuk dan atas nama 

Direksi untuk mewakili PT 

ABADI RAYA COMMERCE, 

Direktur Utama,  

 

 

 

 

H. KARMIN  
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LAMPIRAN IV : KONTRAK PAYUNG BERSYARAT JASA LAINNYA ANTARA  

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN  PT ABADI 

RAYA COMMERCE (ARCO)  TENTANG  JASA KEBERSIHAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT   

        _________________________________________________________________ 

 

 

TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA MELALUI KONTRAK/PERJANJIAN 

YANG MENGACU PADA KONTRAK PAYUNG INI  

 

1. Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf  o Peraturan Presiden 

Nomor 16 tahun 2018 memiliki tugas menilai kinerja penyedia; 

2. Penilaian Kinerja Penyedia melalui Kontrak/Perjanjian berdasarkan Kontrak Payung ini dilaksanakan 

secara elektronik sebagaimana disampaikan dengan Lampiran I huruf F; 

3. Pelaksanaan Penilaian Kinerja dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah tanggal berakhirnya 

sebuah Periode. (Contoh : Untuk Penilaian Kinerja Bulan Januari 2021, dilakukan paling lambat hari 

Jumat tanggal 5 Februari 2021). 

4. Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator berhak mengingatkan Penilaian Kinerja yang tidak 

dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa pada Perangkat Daerah/Unit Kerja. 

5. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa tidak melaksanakan kewajiban Penilaian 

Kontrak secara Elektronik maka Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa dapat dinyatakan lalai 

dalam pelaksanaan pengendalian kontrak dan penilaian kinerja penyedia sehingga perlu dilakukan 

koreksi administratif dalam pelaksanaan tugasnya hingga terpenuhi penilaian tersebut. 

6. Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator mengkompilasi laporan Penilaian Kinerja yang kemudian 

diolah dengan rataan hitung untuk tiap aspek pengukuran berdasarkan Aplikasi yang ada dan 

mengunggah Penilaian Kinerja Penyedia sebagai bentuk Pengendalian Kontrak Payung dengan 

laporan yang diunggah di akun PPK Konsolidator SPSE Kab. Kutai Barat. 

7. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 5 ditembuskan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK 

KEDUA sebagai upaya perbaikan berkelanjutan atas tingkat layanan. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMIKIAN LAMPIRAN IV TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA 

MELALUI KONTRAK/PERJANJIAN YANG MENGACU PADA KONTRAK 

PAYUNG INI  KONTRAK PAYUNG BERSYARAT INI ----------------------------------  

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut 

diatas, dibuat sebagai Bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK PAYUNG  antara  

PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  

 

PIHAK PERTAMA  

Pejabat Daerah Penandatangan 

Kontrak Payung Kab. Kutai Barat, 

Kepala Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa, 

 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, S .E. 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAK  KEDUA  

Bertindak untuk dan atas nama 

Direksi untuk mewakili PT 

ABADI RAYA COMMERCE, 

Direktur Utama,  

 

 

 

 

H. KARMIN  
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LAMPIRAN V :  KONTRAK PAYUNG BERSYARAT JASA LAINNYA ANTARA  

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN  PT ABADI 

RAYA COMMERCE (ARCO)  TENTANG  JASA KEBERSIHAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT   

        _________________________________________________________________ 

 

TATA CARA PEN GUSULAN TRANSAKSI  UNTUK PEMESANAN  DAN PENERBITAN 

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) MENGACU PADA KONTRAK 

PAYUNG JASA KEBERSIHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 

DENGAN PT ABADI RAYA COMMERCE (ARCO)  

 

A. TATA CARA TRANSAKSI  

1. Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa pada Perangkat Daerah melakukan : 

a. Penyusunan rancangan kontrak yang telah ditetapkan berdasarkan Lampiran VI; 

b. Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan sendiri yang telah ditetapkan berdasarkan 

Lampiran VII; 

c. Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan berdasarkan Lampiran 

VII;  

2. Setelah melakukan penyusunan dokumen sebagaimana dilaksanakan A.1 Pejabat Pembuat 

Komitmen menyampaikan dokumen tersebut pada Pejabat Pembuat Komitmen 

Konsolidator yang berkedudukan di UKPBJ Kab. Kutai Barat sebagaimana format dengan 

Lampiran V huruf B; 

3. Setelah PPK Konsolidator melakukan reviu dan kesesuaian harga satuan serta melakukan 

koordinasi lain-lainnya yang bersifat administratif dengan PPK Pengguna Jasa maka 

selanjutnya menerbitkan SPPBJ Bersama antara PPK Konsolidator dan PPK Pengguna 

Jasa. 

4. Penerbitan SPPBJ dilaksanakan oleh PPK Konsolidator dan PPK Pengguna Jasa, hal ini 

merupakan tugas PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j. 

5. SPPBJ Bersama antara PPK Konsolidator dan PPK Pengguna Jasa sebagaimana format 

dengan Lampiran V Huruf C. 

6. SPPBJ Bersama selanjutnya diunggah di masing-masing akun PPK Konsolidator pada 

Tender Cepat Kontrak Payung dan PPK Pengguna Jasa secara Non-Transaksional. 

7. SPPBJ disampaikan kepada Penyedia Bersama Naskah Kontrak/Perjanjian yang telah di 

finalisasi. 

8. Selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dijabat oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Menandatangani 

Kontrak Bersama Penyedia. 

B. FORMAT PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN KEPADA PPK 

KONSOLIDATOR  

 

[KOP KEDINASAN DINAS/BADAN/UNIT PELAKSANA TEKNIS 

BADAN/DINAS] *a)]  

                                                                        Sendawar, ééééé *b) 
Nomor            : ééééééé *c)   Kepada 
Lampiran        : 1 (satu) Dokumen   Yth. Kepala Bagian Pengadaan 
Perihal            : Permohonan Kontrak           Barang dan Jasa Sekretariat 
    Penyedia Jasa Kebersihan          Daerah  

  Mengacu pada Kontrak Payung         Cq. PPK Konsolidator  
          Di ï 
         Sendawar 
 
  Dengan Hormat, 

Melalui surat ini kami menyampaikan usulan 
éééééééééééééééééééé. *d) 

Selanjutnya kami mohon agar dapat di fasilitasi transaksi dengan 
menggunakan Harga Satuan berdasarkan Kontrak Payung yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
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Terlampir dokumen sebagai berikut sebagai kelengkapan : 
1. Dokumen spesifikasi Teknis  
2. Rancangan Kontrak 
3. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (PHPS).   
4. RKA/DPA  
5. SK Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Kebersihan sebagaimana 

yang dimaksud 
 
Demikian disampaikan, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan 
terima kasih.  
                                                                                    Pejabat Pembuat Komitmen 

                                                                                    Pada ………………. *e) 

 

 

 

                                                                                   Nama Lengkap /NIP *f)  
 

Petunjuk Pengisian bagi PPK Perangkat Daerah/Unit Kerja  : 

Isian a : Diisi dengan KOP Standar Kedinasan Resmi Perangkat Daerah/Unit 

Pelaksana Teknis 

Isian b : Diisi dengan tanggal Surat Usulan 

Isian c : Diisi dengan Nomor Surat Resmi Kedinasan Perangkat Daerah/Unit 

Kerja 

Isian d :  Diisi dengan Nama Paket Jasa Kebersihan 

Isian e : Diisi dengan Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja penugasan PPK 

Isian f : Diisi dengan Nama Lengkap dan NIP PPK  

 

C. FORMAT SPPBJ  

 

[KOP KEDINASAN DINAS/BADAN/UNIT PELAKSANA TEKNIS 

BADAN/DINAS] *a)]  

 

Nomor  : éééé..*b)                            Sendawar, ééééééé.*c) 
Lampiran : - 
 
Kepada Yth. 
Pimpinan / Direktur PT ABADI RAYA COMMERCE (ARCO) 
di ð T E M P A T 
 
Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket éééééééééé..*d) 
 
Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Kontrak Payung Bersyarat Jasa Lainnya 
Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dengan PT Abadi Raya Commerce (ARCO) 
Tentang Jasa Kebersihan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dengan ini 
kami sampaikan bahwa ééééé.. *e) menunjuk PtT. Abadi Raya Commerce (ARCO) 
untuk melaksanakan Kontrak/Perjanjian dengan mengacu pada Kontrak Payung yang 
berlaku di Kab. Kutai Barat dengan rincian sebagai berikut : 
Terlampir dokumen sebagai berikut sebagai kelengkapan : 
1. Dokumen spesifikasi Teknis  
2. Rancangan Naskah Kontrak 

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan 
untuk menanggapi pesananan sebagaimana Ketentuan Umum Kontrak Payung Huruf A 
angka 2.4 paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian 
setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang 
disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah  dan Kontrak Payung terkait Huruf C angka 5.5.2 huruf b. 
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Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

Pejabat Pembuat Komitmen                                                        Pejabat Pembuat Komitmen 

Konsolidator                                                                                Pada éééééé.*f) 

 

Nama/NIP *g)                                                                             Nama/NIP *h) 
 

Tembusan Yth. : 
1. Sekretaris Daerah ð di Sendawar (Sebagai Laporan) 
2. Pejabat Daerah Penandatangan Kontrak Payung ð di Sendawar (sebagai Laporan) 
3. PA/KPA ééééé..  *i) 
4. Inspektur Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat 
5. Arsip 
Petunjuk Pengisian bagi PPK Perangkat Daerah/Unit Kerja  : 

Isian a : Diisi dengan KOP Standar Kedinasan Resmi Perangkat Daerah/Unit 

Pelaksana Teknis 

Isian b : Diisi dengan Nomor Surat Resmi Kedinasan Perangkat Daerah/Unit 

Kerja 

Isian c : Diisi dengan Tanggal Surat Resmi Kedinasan Perangkat Daerah/Unit 

Kerja 

Isian d : Nama Paket Jasa Kebersihan 

Isian e : Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Unit Kerja 

Isian f : Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Unit Kerja 

Isian g : Diisi dengan Nama/NIP PPK Konsolidator 

Isian h : Diisi dengan Nama/NIP PPK Perangkat Daerah/Unit Kerja 

Isian i : Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Unit Kerja 

 Maksud dan Tujuan Format ini adalah: 

1. Menjadi standar prosedur transaksi satu pintu di UKPBJ Kab. Kutai Barat dalam transaksi Kontrak 

Payung; 

2. Format dapat diubah sesuai kebutuhan selama substansi manfaat terpenuhi. 

3. Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator melakukan unggahan secara berkala pada SPSE sebagai 

upaya pengendalian kontrak payung dan melaporkan pada PIHAK PERTAMA  dan PIHAK 

KEDUA . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------DEMIKIAN 

LAMPIRAN V TATA CARA PENGUSULAN TRANSAKSI UNTUK PEMESANAN DAN 

PENERBITAN SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) MENGACU 

PADA KONTRAK PAYUNG JASA KEBERSIHAN ANTARA PEMERINTAH 

KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN PT ABADI RAYA COMMERCE (ARCO) YANG 

MENGACU PADA KONTRAK PAYUNG BERSYARAT INI ---------------------------- ---------- 

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, 

dibuat sebagai Bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK PAYUNG  antara  PIHAK 

PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  

PIHAK PERTAMA  

Pejabat Daerah Penandatangan Kontrak Payung 

Kab. Kutai Barat, 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, S .E. 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAK  KEDUA  

Bertindak untuk dan atas nama Direksi 

untuk mewakili PT ABADI RAYA 

COMMERCE, 

Direktur Utama,  

 

 

H. KARMIN  
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LAMPIRAN VI : KONTRAK PAYUNG BERSYARAT JASA LAINNYA ANTARA  

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN  PT ABADI 

RAYA COMMERCE (ARCO)  TENTANG  JASA KEBERSIHAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT   

        _________________________________________________________________ 

 

 

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN KONTRAK, PENETAPAN RANCANGAN 

KONTRAK, FORMAT RANCANGAN KONTRAK, DAN PENANDATANGANAN 

KONTRAK  UNTUK PEMESANAN MENGACU PADA KONTRAK PAYUNG JASA 

KEBERSIHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN PT 

ABADI RAYA COMMERCE (ARCO)  

 

 

A. TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH KONTRAK  

1. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen 

adalah menetapkan rancangan kontrak. 

2. Naskah Kontrak mengacu pada Bentuk Kontrak yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan 

dapat digunakan untuk Kontrak/Perjanjian yang menggunakan Kontrak Payung ini, yaitu : 

a. Bukti pembelian/pembayaran; 

b. Kuitansi; 

c. Surat Perintah Kerja (SPK); 

d. Surat Perjanjian; 

3. Ketentuan Penggunaan bentuk Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 

Lampiran VI A.2 diatas adalah : 

a. Bukti Pembayaran untuk total nilai kontrak paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah) dengan harga satuan mengacu pada Kontrak Payung ini; 

b. Kuitansi untuk total nilai kontrak paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) dengan harga satuan mengacu pada Kontrak Payung ini; 

c. Surat Perintah Kerja untuk nilai kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) hingga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan harga satuan 

mengacu pada Kontrak Payung ini; 

d. Surat Perjanjian untuk nilai kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus 

juta rupiah) dengan harga satuan mengacu pada Kontrak Payung ini; 

4. Ketentuan Pembayaran dipilih dengan optimalisasi berdasarkan Pasal 53 ayat (4) 

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

meliputi : 

a. Pembayaran bulanan; 

b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin;atau 

c. Pembayaran secara sekaligus setelah menyelesaikan pekerjaan 

Yang selanjutnya berdasarkan Kontrak Payung ini dan bentuk Kontrak/Perjanjian 

berdasarkan Kontrak Payung ini dilakukan dengan cara : 

i. Sekaligus dalam hal menggunakan Bukti Pembayaran untuk total nilai kontrak paling 

banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan harga satuan mengacu pada 

Kontrak Payung ini; 

ii. Sekaligus dalam hal menggunakan Kuitansi untuk total nilai kontrak paling banyak 

Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan harga satuan mengacu pada Kontrak 

Payung ini; 

iii.  Bulanan dalam hal menggunakan Surat Perintah Kerja untuk nilai kontrak paling 

sedikit di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp200.000.000 (dua 

ratus juta rupiah) dengan harga satuan mengacu pada Kontrak Payung ini; 

iv. Bulanan dalam hal menggunakan Surat Perjanjian untuk nilai kontrak paling sedikit di 

atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan harga satuan mengacu pada 

Kontrak Payung ini; 
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B. FORMAT PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK  

PPK Pengguna Jasa menetapkan Rancangan Kontrak dengan ringkasan dalam format sebagai 

berikut : 

[KOP KEDINASAN DINAS/BADAN/UNIT PELAKSANA TEKNIS 

BADAN/DINAS] *a)]  

 
PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK 
PENGADAAN ééééééé.. *b) 

Nomor : ………………. *c) 

  Tanggal : …………… *d)  

 

KETENTUAN KONTRAK /PERJANJIAN  

1.  Bentuk  Kontrak : …………………………………………………….*e) 

2.  Jenis Kontrak : …………………………………………………….*f)  

3.  Uang Muka : Tidak diberikan uang muka 

4.  Kehadiran : Setiap Saat sesuai ketentuan Spesifikasi Tipe …… *g) 

5.  Ketentuan Denda : …………………………………………………….*h)  

6.  Penyelesaian 

Sengketa Kontrak 

: Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP 

7.  Sumber 

Pendanaan 

: DPA ……………………………………………… *i)  

    

                  Pejabat Pembuat Komitmen, 

Pada …………………………………………… * j)  

 

 

 

 

                                     NAMA/NIP *k)  

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian bagi PPK Perangkat Daerah/Unit Kerja  : 

Isian a : Diisi dengan KOP Standar Kedinasan Resmi Perangkat Daerah/Unit 

Pelaksana Teknis 

Isian b : Diisi dengan Nama Paket Pengadaan Jasa Kebersihan yang akan 

dilaksanakan. 

Isian c : Diisi dengan Nomor Surat Resmi Kedinasan Perangkat Daerah/Unit 

Kerja 

Isian d : Diisi dengan Tanggal Surat Resmi Kedinasan Perangkat 

Daerah/Unit Kerja 

Isian d : Nama Paket Jasa Kebersihan 

Isian e : Diisi dengan bentuk kontrak sesuai kebutuhan, meliputi : 

a. Bukti Pembayaran untuk total nilai kontrak paling banyak 

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan harga satuan 

mengacu pada Kontrak Payung ini; 

b. Kuitansi untuk total nilai kontrak paling banyak Rp50.000.000 

(lima puluh juta rupiah) dengan harga satuan mengacu pada 

Kontrak Payung ini; 

c. Surat Perintah Kerja untuk nilai kontrak paling sedikit di atas 

Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp200.000.000 

(dua ratus juta rupiah) dengan harga satuan mengacu pada 

Kontrak Payung ini; 

d. Surat Perjanjian untuk nilai kontrak paling sedikit di atas 

Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan harga satuan 

mengacu pada Kontrak Payung ini; 
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Nilai tersebut diatas mengacu pada Penetapan Harga Perkiraan 

Sendiri yang disusun PPK Pengguna Jasa sebagaimana format 

dalam Lampiran VII. 

 

Isian f : Diisi dengan Jenis Kontrak sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) 

Perpres 16/2018, yang dalam Kontekstual dari Kontrak/Perjanjian 

yang mengacu pada Kontrak Payung ini dapat menggunakan : 

a. Lumsum; 

b. Harga Satuan;atau 

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 

Menyesuaikan kesesuaian dengan Kontrak Payung ini, dengan 

orientasi berbasis keluaran dalam spesifikasi yang telah disebutkan 

dalam Kontrak Payung ini, maka disarankan menggunakan Jenis 

Kontrak Lumsum, namun dalam pertimbangan manajerial tertentu 

PPK Pengguna Jasa dapat menggunakan jenis-jenis kontrak yang 

disebutkan diatas. 

Isian g : Diisi dengan tipe sebagaimana dimaksud dalam kolom “Kategori 

Jasa Kebersihan” pada bagian (f) dari dokumen Kontrak Payung, 

yaitu salah satu tipologi : 

Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D, Tipe E, dan/atau Tipe F. 

Isian h : Mengacu pada Syarat-Syarat Dan Ketentuan Umum Dan Khusus 

Kontrak Payung ketentuan Huruf B angka 5.1 huruf e yang 

merupakan pilihan yang dipilih dari PPK Pengguna Jasa, yaitu salah 

satu dari: 

1. Nilai Keseluruhan Kontrak;atau 

2. Nilai Bagian Kontrak (dengan detil bagian kontrak 

dituliskan oleh PPK); 

Isian i : Diisi dengan Nomor DPA, Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, dan 

Rincian Sub-Kegiatan yang menjadi sumber Pendanaan pada 

Kontrak. 

Isian j : Diisi dengan Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja 

Isian k : Diisi dengan Nama dan NIP PPK Pengguna Jasa 

  

C. FORMAT NASKAH KONTRAK  

1. Bukti pembelian/pembayaran; 

Bukti Pembelian/Bukti Pembayaran sebagai Bentuk Kontrak diterbitkan oleh PT. ARCO 

dengan Kuitansi Pembayaran Pemerintah Kab. Kutai Barat berdasarkan Bukti 

Pembelian/Bukti Pembayaran yang diterbitkan oleh PT. ARCO dalam proses SP2D 

menggunakan standar Pemerintah Kab. Kutai Barat. 

2. Kuitansi; 

Kuitansi sebagai Bentuk Kontrak diterbitkan oleh PT. ARCO dengan Kuitansi 

Pembayaran berdasarkan Kuitansi Pembayaran Pemerintah Kab. Kutai Barat berdasarkan 

Kuitansi yang diterbitkan PT. ARCO dalam proses SP2D menggunakan standar 

Pemerintah Kab. Kutai Barat 
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3. Surat Perintah Kerja (SPK); 
[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] *a) 

 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

SATUAN KERJA : éééééééé.. *b) 
 
NOMOR DAN TANGGAL SPK : 
ééééééééééééééé. *c) 
 

Nama PPK : ééééééééé *d) 

Nama Penyedia :  PT ABADI RAYA COMMERCE (ARCO) 

PAKET PENGADAAN : 
éééééééééééé. 
éééééééééééé. 
ééééééééé *e) 

NOMOR DAN KONTRAK PAYUNG KONTRAK PAYUNG BERSYARAT  JASA LAINNYA ANTARA 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  DENGAN PT ABADI RAYA COMMERCE ( ARCO ) TENTANG 
JASA KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR : 
027/032/UMUM.TU.P/I/2021  TANGGAL 01 JANUARI 2021 

 

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENETAPAN PEMENANG TENDER CEPAT KONTRAK PAYUNG BERSYARAT 
NOMOR 027/325.A/POKJA-ULP/T.05/KELOMPOK KERJA PEMILIHAN IV.A.JL/12/2020 TANGGAL 23 
DESEMBER 2020 

 

SUMBER DANA: dibebankan atas DPA éééééé.. *f) Program ééééé.  *g) Kegiatan ééé.. *h) Sub-Kegiatanééééé.. *i) untuk 
mata anggaran dengan kode rekening éééé.. *j)  Tahun Anggaranééééé. *k) 

No Uraian Paket Koefisien Kuantitas Satuan Harga Satuan Jumlah  
1 [MENYESUAIKAN DPA] [MENYESUAIKAN 

DPA] 
[MENYESUAIKAN 
DPA] 

[Jumlah harga 
dibagi dengan 
Kuantitas DPA] 

éééé. *l) 

PPN (10%) éééé.. *m) 
Total Kontrak Termasuk PPN éééé..  *n) 

Nilai  Kontrak  termasuk    Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  sebesar  Rp ééééé éé *o) ( éé. *p) rupiah), dengan rincian sebagai 
berikut : 
 

a. Jumlah tenaga Kerja : 
No Uraian Jumlah (orang) Keterangan 

1 Jumlah Pengelola (Team Leader/Field Supervisor) Pramubakti 

Kebersihan Umum (General Cleaning) dan/atau Jasa Perawatan 

Taman (Gardener) 

…… *r)  Berdasarkan Spesifikasi Teknis 

Nomor …….*u). Tanggal 

……….*v). 

2 Jumlah Pekerja (Worker Crew) Pramubakti Kebersihan Umum 

(General Cleaning) dan/atau Jasa Perawatan Taman (Gardener) 
…… *s) 

Total Pekerja …… *t)  

b. Jumlah Volume : 
Total Pekerja (orang) Durasi Kerja 

(Bulan) 
Luas Wilayah 
Pekerjaan (meter 
persegi) 

Volume Satuan 

1 2 3 4 5 
    .. *1) pekerja/.. 

*2) bulan/.. *3) 
meter persegi 

c. Rincian Nilai Total Kontrak : 
Uraian Pekerjaan Jenis Tipe 

Spesifikasi  
Kontrak Payung 

Volume Keluaran Satuan Harga Satuan Sub-Total 

1 2 3 4 5 6 
   .. *1) pekerja/.. 

*2) bulan/.. *3) 
meter persegi 

  

 

Jenis Kontrak ééééééé.. *w) 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : ééééééééé..(éééé..) *x) bulan kalender, dengan pengaturan lebih lanjut 
pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 

 
 

Untuk dan atas nama PA/KPA éééé. *b) 
Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa 

 
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka 

rekatkan meterai Rp 10.000,- )] 
 
 
 

[nama lengkap]  
[jabatan] *y) 

Untuk dan atas nama Penyedia, Bertindak untuk dan atas nama 
Direksi untuk mewakili 

PT ABADI RAYA COMMERCE (ARCO) 
Direktur Utama, 

 
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan 

kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 
10.000,- )] 

 
H. KARMIN 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Syarat Umum SPK di halaman berikutnya 
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SYARAT UMUM 

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 
 

1. LINGKUP PEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan 
volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. 
 

2. HUKUM YANG BERLAKU 
           Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 
 

3. HARGA SPK 
a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila 

dipersyaratkan). 
b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan 

harga. 
c. Acuan dari harga satuan yang digunakan sesuai dengan tipologi jenis dan harga satuan dalam  
d. Kontrak Payung Kontrak Payung Bersyarat  Jasa Lainnya Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  Dengan PT Abadi 

Raya Commerce ( ARCO ) Tentang Jasa Kebersihan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 
027/032/UMUM.TU.P/I/2021 TANGGAL 01 JANUARI 2021 

 
4. HAK KEPEMILIKAN 

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa 
yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu 
secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. 

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan 
tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua 
peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan 
pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

 
5. CACAT MUTU 

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu 
yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat 
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi. 
 

6. PERPAJAKAN 
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh 
hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 
 

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh 
pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat 
lainnya. 
 

8. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam 

Surat Perintah Mulai Kerja. 
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja. 
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan 

penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali 
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 

 
9. ASURANSI 

1. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 
tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, 

serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, 
serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 
2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. 
3. Penyedia bertanggung-jawab mutlak sepenuhnya untuk membayarkan upah tenaga kerja beserta jaminan 

ketenagakerjaan sesuai dengan bagian (n) Kontrak Payung Kontrak Payung Bersyarat  Jasa Lainnya Antara 
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  Dengan PT Abadi Raya Commerce ( ARCO ) Tentang Jasa Kebersihan Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 027/032/UMUM.TU.P/I/2021 Tanggal 01 Januari 2021 

 
10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO 

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya 
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan 
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian 
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang 
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara 
penyerahan akhir: 
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko 
kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut 
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus 

diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan 
tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 

 
11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 104 

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua 
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 

 
12. PENGUJIAN 

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum 
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban 
untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap 
sebagai Peristiwa Kompensasi. 

 
13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN 

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka 
pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan 
kemajuan hasil pekerjaan. 

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat 
foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 

 
14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 
mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-
lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja. 

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka 
penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. 

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan 
waktu penyelesaian pekerjaan. 

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 
 
 

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN 
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dalam periode bulanan, penyedia mengajukan permintaan secara 

tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan berupa laporan 

bulanan/monthly report. 
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis. 
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib 

memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK. 
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari progress bulanan sesuai harga SPK. 

 
16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/TINGKAT LAYANAN 

a. Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama pelaksanaan tugas secara wajar, Jasa sesuai dengan standar 
layanan sebagaimana di cantumkan dalam Lampiran I Kontrak Payung Kontrak Payung Bersyarat  Jasa Lainnya 
Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  Dengan PT Abadi Raya Commerce ( ARCO ) Tentang Jasa Kebersihan Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 027/032/UMUM.TU.P/I/2021 Tanggal  01 Januari 2021 
berupa Spesifikasi dan Standar Tingkat Layanan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat 
desain, bahan, dan cara kerja. 

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku. 
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut 

selama masa garansi berlaku. 
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau 

melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Spesifikasi dan Standar Tingkat 
Layanan. 

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai 
dengan syarat dan ketentuan dalam Spesifikasi dan Standar Tingkat Layanan, PPK akan menghitung biaya perbaikan 
yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan 
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai 
dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. 

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 
 

17. PERUBAHAN SPK 
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan 

dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi: 
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator di UKPBJ Kab. Kutai 
Barat. 

 
18. PERISTIWA KOMPENSASI 

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah 

dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan 

oleh PPK; 
8) Ketentuan lain dalam SPK. 

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaan. 

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan 
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oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan 

perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu 
akibat Peristiwa Kompensasi. 

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau 
lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 

 
19. PERPANJANGAN WAKTU 

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka 
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan 
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan 
tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK. 

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang 
diajukan oleh penyedia. 

 
20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar. 
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah 

dicapai, termasuk: 
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus 

diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 
2) biaya langsung demobilisasi personel. 

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia. 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui 

pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang 

diputuskan oleh instansi yang berwenang; 
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam 

pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; 
3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam 

jangka waktu yang telah ditetapkan; 
4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 
5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa 

persetujuan PPK; 
6) penyedia berada dalam keadaan pailit; 
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; 
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut 

tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau 
10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang 

disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. 
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); 
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau 
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 
perundang- undangan. 

 
 

21. PEMBAYARAN 
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan; 
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak; 

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima 
ditandatangani. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah 
mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. 
PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan. 

22. DENDA 
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian 

Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [nilai 
SPK atau dari nilai bagian SPK] *z) (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan. 

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak 
mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang 
timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika 
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan 
Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP. 

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan 
tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini 
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 
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Petunjuk Pengisian bagi PPK Perangkat Daerah/Unit Kerja  : 

Isian a : Diisi dengan KOP Standar Kedinasan Resmi Perangkat Daerah/Unit 

Pelaksana Teknis 

Isian b : Diisi dengan Nama Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja 

Isian c : Diisi dengan Nomor Kedinasan SPK dan tanggal SPK 

Isian d : Diisi dengan Nama dan NIP PPK 

Isian e : Diisi dengan nama paket kegiatan dalam DPA Pengguna Jasa 

Isian f : Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi Kerja 

Pengguna Jasa 

Isian g : Diisi dengan Judul Program DPA 

Isian h : Diisi dengan Judul Kegiatan DPA 

Isian i : Diisi dengan Judul Sub-Kegiatan DPA 

Isian j : Diisi dengan Kode Rekening Paket dalam DPA 

Isian k : Diisi dengan angka tahun anggaran DPA 

Isian l : Diisi dengan hasil perhitungan nilai Kontrak Berdasarkan Harga 

Satuan Sesuai Dengan Perhitungan Kontrak berdasarkan Harga 

Satuan Kontrak Payung sesuai dengan Isian 6 pada tabel c. 

Isian m : Diisi dengan hasil perhitungan PPN 10% 

Isian n : Diisi dengan total kontrak termasuk PPN 

Isian o : Diisi dengan total kontrak termasuk PPN 

Isian p : Diisi dengan terbilang total kontrak termasuk PPN 

Isian r : Diisi dengan jumlah Team Leader/Field Supervisor yang 

dibutuhkan sesuai dokumen spesifikasi Teknis sebagaimana format 

di Lampiran VIII 

Isian s : Diisi dengan jumlah Pekerja/Worker Crew yang dibutuhkan sesuai 

dokumen spesifikasi Teknis sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian t : Diisi dengan jumlah isian r ditambah isian s 

Isian u : Diisi dengan Nomor dokumen Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh 

PPK Pengguna Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian v : Diisi dengan Tanggal dokumen Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh 

PPK Pengguna Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian 1 

pada tabel 

b 

: Diisi sejumlah isian t 

Isian 2 

pada tabel 

b 

: Diisi dengan jumlah bulan kerja kalender sesuai dengan Spesifikasi 

Teknis yang dibuat oleh PPK Pengguna Jasa sebagaimana format di 

Lampiran VIII 

Isian 3 

pada tabel 

b 

: Diisi dengan jumlah luas wilayah meter persegi area pekerjaan  

sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK Pengguna 

Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian 4 

pada tabel 

b 

: Diisi hasil perkalian dari Isian 1 pada tabel b dikali Isian 2 pada 

tabel b dikali Isian 3 pada tabel b 

Isian 5 

pada tabel 

b 

: Diisi dengan ketentuan : 

.. *1)  pekerja/.. *2) bulan/.. *3) meter persegi 

Dengan demikian menyesuaikan kolom Isian 1, Isian 2, dan Isian 3 

Kolom tabel yang sama. 

 

Isian 1 

pada tabel 

c 

: Diisikan sama dengan Isian e 

Isian 2 

pada tabel 

c 

: Diisikan sesuai dengan tipologi kontrak pada bagian (f) batang 

tubuh Kontrak Payung yang telah ditetapkan sesuai dengan 

Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK Pengguna Jasa 

sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian 3 

pada tabel 

: Diisi sama dengan isian 4 pada tabel b. 
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c 

Isian 4 

pada tabel 

c 

: Diisi sama dengan Isian 5 pada tabel b. 

Isian 5 

pada tabel 

c 

: Diisikan sesuai dengan harga satuan sesuai tipologi kontrak pada 

bagian (f) batang tubuh Kontrak Payung yang telah ditetapkan 

sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK Pengguna 

Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII dan selaras dengan 

Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PPK Pengguna Jasa 

sebagaimana format di Lampiran VII 

Isian 6 

pada tabel 

c 

: Hasil perkalian antara Isian 3 pada tabel c dikalikan dengan Isian 5 

pada tabel c 

Isian w : Diisi dengan memilih jenis kontrak :  

a. Lumsum; 

b. Harga Satuan;atau 

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 

Sesuai dengan Pilihan pada Penetapan Rancangan Kontrak isian f 

dokumen B Lampiran VI ini. 

Isian x : Diisi dengan durasi bulan kerja kalender sesuai dengan Isian 2 pada 

tabel b, beserta terbilang bulan kalender yang sesuai. 

Isian y : Diisi dengan Nama dan NIP PPK Pengguna Jasa 

Isian Z : Diisi dengan memilih pengenaan denda kontrak :  

yaitu salah satu dari: 

1. Nilai Keseluruhan Kontrak;atau 

2. Nilai Bagian Kontrak (dengan detil bagian kontrak 

dituliskan oleh PPK); 

Sesuai dengan Pilihan pada Penetapan Rancangan Kontrak isian h 

dokumen B Lampiran VI ini. 

 

 

4. Surat Perjanjian; 
[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] *a) 

 
SURAT PERJANJIAN 

 
untuk melaksanakan 

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya 
ééééééééééééééééé.. *b) 

Nomor:éééééééééé || Tanggal ééééééééé. *c) 
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut òKontrakó) dibuat 
dan ditandatangani di Sendawar pada hari éé *d) tanggaléé.. *e) bulanéé..*f) 
tahunééé.. *g) antara: 
1. ééééé.*h), selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan 

atas nama ééééé.*i), yang berkedudukan diééééé. *j),   berdasarkan Surat  
Keputusan Pengguna Anggaran ééééé.. *i)  No ééééééé. *k), 
selanjutnya disebut òPejabat Penandatangan Kontrakó dan 

 
2. H. Karmin, Direktur Utama, PT ABADI RAYA COMMERCE, beralamat Balikpapan Baru 

Blok L-4, Nomor 9, Rukun Tetangga 051, Rukun Warga -, Kelurahan Damai, 
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama PT ABADI RAYA COMMERCE, yang berkedudukan di Jl. D.I Panjaitan No. 9, 
Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, 
berdasarkan Kewenangan Bertindak Direktur Utama atas nama Badan Usaha 
sekaligus Badan Hukum berdasarkan Pasal 12 angka 2 huruf a Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas PT ABADI RAYA COMMERCE oleh Notaris Gina Riswara Koswara, 
S.H Nomor 16 tanggal 14 Mei 2020 dimana menjadi Hak dan Kewenangan Direktur 
Utama untuk bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan, dalam 
hal ini legalitas Pelaku Usaha Akta Pendirian Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. 
Abadi Raya Commerce Tanggal 14 Mei 2020 Nomor 16 oleh Notaris dan Pejabat 
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Pembuat Akta Tanah Gina Riswara Koswara, S.H di Bandung dan Akta Salinan Berita 
Acara RUPS Luar Biasa PT. Abadi Raya Commerce Berkedudukan di Kota Balikpapan 
Nomor 05 Tanggal 25 Juli 2018 oleh Notaris Dwi Fariasandy, S.H.,M.Kn di Balikpapan 
yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0225557 
tanggal 25 Juli 2018, yang selanjutnya disebut "Penyedia". 

 
Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa : 
(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen  

Pemilihan yang menghasilkan Dokumen Kontrak Payung Kontrak Payung Bersyarat  
Jasa Lainnya Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  Dengan PT Abadi Raya 
Commerce ( ARCO ) Tentang Jasa Kebersihan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kutai Barat Nomor : 027/032/UMUM.TU.P/I/2021 Tanggal 01 Januari 2021 yang 
pemilihan Penyedianya telah ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Penetapan Pemenang 
Tender Cepat Kontrak Payung Bersyarat Nomor 027/325.A/POKJA-
ULP/T.05/KELOMPOK KERJA PEMILIHAN IV.A.JL/12/2020 Tanggal 23 Desember 
2020 

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan 
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor éééé.. *l) tanggal é.. *m) bulan 
éé. *n) tahun éé. *o) , untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana 
diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut òPengadaan Jasa 
Lainnyaó. 

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi 
persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya 
teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan 
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini. 

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk 
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili. 

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa 
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan 
kondisi yang terkait. 

 
Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat 
dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

Pasal 1 
Istilah dan Ungkapan 

 
Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti 
yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini. 
 

Pasal 2 
Ruang Lingkup Pekerjaan 

 
Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas: 
1. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan dengan areal luasan sebesar éééé *p) 

meter persegi; 
2. Durasi Pekerjaan selama éééé.. *q) bulan kalender; 
3. Jumlah Pekerja Team Leader/Field Supervisor sebanyak éé *r) orang; 
4. Jumlah Pekerja/Worker Crew sebanyak éé.. *s) orang; 
5. Total Jumlah Pekerja ééé *u) orang; 
6. Spesifikasi Teknis mengacu pada Kontrak Payung dengan tipologi éé *v) 
 

Pasal 3 
Jenis dan Nilai Kontrak 

(1) Pengadaan  Jasa  Lainnya  ini  menggunakan Jenis Kontrak ééé. *w). 
(2)Rincian Penggunaan tenaga Kerja : 

No Uraian Jumlah (orang) Keterangan 
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1 Jumlah Pengelola (Team Leader/Field Supervisor) Pramubakti 

Kebersihan Umum (General Cleaning) dan/atau Jasa Perawatan 

Taman (Gardener) 

…… *x) Berdasarkan Spesifikasi Teknis 

Nomor …….*AA). Tanggal 

……….*BB). 

2 Jumlah Pekerja (Worker Crew) Pramubakti Kebersihan Umum 

(General Cleaning) dan/atau Jasa Perawatan Taman (Gardener) 

…… *y) 

Total Pekerja …… *z) 

 
(3) Volume Pekerjaan adalah sebagai berikut : 

Total Pekerja (orang) Durasi Kerja 
(Bulan) 

Luas Wilayah 
Pekerjaan (meter 
persegi) 

Volume Satuan 

1 2 3 4 5 
    .. *1) pekerja/.. 

*2) bulan/.. *3) 
meter persegi 

 
(4) Rincian Nilai Total Kontrak adalah sebagai berikut : 

Uraian Pekerjaan Jenis Tipe 
Spesifikasi  
Kontrak Payung 

Volume Keluaran Satuan Harga Satuan Sub-Total 

1 2 3 4 5 6 
   .. *1) pekerja/.. 

*2) bulan/.. *3) 
meter persegi 

  

 
 
(5)Nilai Kontrak Keseluruhan adalah sebagai berikut : 

No Uraian Paket Koefisien Kuantitas Satuan Harga Satuan Jumlah  
1 [MENYESUAIKAN DPA] [MENYESUAIKAN 

DPA] 
[MENYESUAIKAN 
DPA] 

[Jumlah harga 
dibagi dengan 
Kuantitas DPA] 

éééé. *CC) 

PPN (10%) éééé.. *DD) 
Total Kontrak Termasuk PPN éééé..  *EE) 

 
 
(6) Nilai Kontrak termasuk  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah  sebesar Rp éé*FF)  
(ééé.. *GG) rupiah); 
 

Pasal 4 
Dokumen Kontrak 

 
(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Kontrak ini: 
a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada); 
b. Kontrak; 
c. syarat-syarat khusus Kontrak; 
d. syarat-syarat umum Kontrak; 
e. Dokumen Kontrak Payung Kontrak Payung Bersyarat  Jasa Lainnya Antara Pemerintah 

Kabupaten Kutai Barat  Dengan PT Abadi Raya Commerce ( ARCO ) Tentang Jasa 
Kebersihan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 
027/032/UMUM.TU.P/I/2021 Tanggal 01 Januari 2021 

f. spesifikasi teknis Nomor ééééé. *HH) Tanggal éééééé..*II); 
g. gambar-gambar (apabila ada); 
h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan 
i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 
 
(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi 
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen 
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi 
berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas. 
 

Pasal 5 
Hak dan Kewajiban 

 
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan 
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). 
 

Pasal 6 
Masa Berlaku Kontrak 

 
Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai 
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dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak 
sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK. 

 
 

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk 
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan 
dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai 
kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat 
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 
 
Untuk dan atas nama PA/KPA éééé. 

*i) 
Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna 

Jasa 
 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli 
ini untuk Penyedia maka rekatkan 

meterai Rp 10.000,- )] 
 
 
 
 

[nama lengkap]  
[jabatan] *h) 

Untuk dan atas nama Penyedia, Bertindak 
untuk dan atas nama Direksi untuk 

mewakili 
PT ABADI RAYA COMMERCE (ARCO) 

Direktur Utama, 
 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli 
ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat 

Pembuat Komitmen maka rekatkan
 meterai Rp 10.000,- )] 

 
 

H. KARMIN 
 

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSKK di halaman berikutnya. 



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 111 

SYARAT ð SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 
 

Klausul dalam SSUK No. 
SSUK 

Pengaturan dalam SSKK 

4. Perbuatan yang 
dilarang dan 
sanksi 

 

4.3.b Berkaitan dengan Jaminan Pelaksanaan telah di Payungi 
dalam Kontrak Payung, berupaDokumen Jaminan 
Pelaksanaan PT. ABADI RAYA COMMERCE yang diterbitkan 
oleh PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA Nomor 279298 
ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2021 di Balikpapan 
dengan Nilai Rp172.050.000 (seratus tujuh puluh dua juta 
lima puluh ribu rupiah) dan dalam batas masa berlaku 
selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender, efektif 
berlaku mulai dari tanggal 01 Januari 2021 hingga 31 
Desember 2022 dengan sifat Unconditional 

5. Korespondensi Alamat para pihak sebagai berikut : 
 
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak  ééééé. *JJ) 
 
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak  : 
Nama : ééééééééé. *KK) 
Alamat : ééééééééé.. *LL) 
Telepon : ééééééééé.. *MM) 
Website : ééééééééé.. *NN) 
Faksimili : ééééééééé.. *OO) 
e-mail : ééééééééé.. *PP) 
   
Penyedia : PT ABADI RAYA COMMERCE 
Nama : H. Karmin (Direktur Utama) 
Alamat : PT ABADI RAYA COMMERCE, yang Jl. D.I 

Panjaitan No. 9, Kel. Karang Rejo, Kec. 
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Prov. 
Kalimantan Timur 

Telepon : 05428860941 
Website : http://arco -gs.com/ 
Faksimili : - 
e-mail : wawan@arcofs.com 

 
 

6. Wakil Sah Para 
Pihak 

6 Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: 
 
Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak :  
Nama        : ééééééé *QQ) 
Jabatan  :  ééééééé *RR) 
Telepon : :  ééééééé *SS) 
 
Untuk Penyedia:    
Nama        : Hendra, S.T. 
Jabatan  : Deputy Manager 
Alamat               : PT ABADI RAYA COMMERCE, yang 

Jl. D.I Panjaitan No. 9, Kel. Karang 
Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota 
Balikpapan, Prov. Kalimantan 
Timur 

Telepon : :             082159927179 
Website :  http://arco -gs.com/ 
Faksimili :  - 
       
Pengawas Pekerjaan :   
Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator Kab. Kutai Barat 
dalam hal Penilaian Kinerja Secara Keseluruhan 
 
 



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 112 

8. Pengalihan 
dan/atau 
Subkontrak 

8.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : 
 
TIDAK ADA DAN SEPENUHNYA DILAKUKAN PENYEDIA 
 
Catatan :  Pekerjaan dengan Perjanjian Kerja 
Ketenagakerjaan bukan termasuk kategori Sub-Kontrak. 
 

8.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau 
Subkontrak dikenakan sanksi:    
membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak 
dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.] 
 

12. Jangka Waktu 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

 

12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama durasi 
yang disebutkan dalam Pasal 2 angka romawi ii, yaitu sejak 
tanggal SPMK diterbitkan, yaitu : 
Mulai tanggal : éééééé (ééé.) *TT) 
sampai dengan Tanggal ééé( ééé) *UU) 
 

20. Mobilisasi 
peralatan dan 
personel (Apabila 
diperlukan ) 

20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan     7 (tujuh) hari 
kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam 
SPMK.  
 

22. Pemeriksaan 
dan/atau 
Pengujian 

22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen Pengguna Jasa 
 

22.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan 
meliputi:   
1. Standar Layanan yang dilaksanakan; 
2. Dilengkapi dengan laporan Periodikal. 
 

22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: 
Ditempat masing-masing. 
 

24. Peristiwa 
Kompensasi 

Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila 
1. Bencana Alam; 
2. Bencana Non-Alam; 
3. Kondisi yang menyebabkan lokasi pekerjaan tidak dapat 

diakses, misal kantor/ruangan terkunci;;dan/atau 
4. Halangan lainnya yang memang bukan disebabkan kesalahan 

Penyedia. 
 

25. Perpanjangan 
waktu 

25.5 Tidak diberlakukan perpanjangan waktu mengingat 
Ketersediaan Jasa selalu dibutuhkan. 
 

26. Pemberian 
Kesempatan 

26.3 Tidak diberlakukan pemberian kesempatan mengingat 
Ketersediaan Jasa selalu dibutuhkan. 
 

27. Serah Terima 
Pekerjaan 

27.2 Serah   terima   dilakukan  pada lokasi pekerjaan. 
 

34. Pemutusan 
Kontrak Oleh 
Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak 

 

34.1 Dalam hal diterbitkan Surat Peringatan oleh Pengguna Jasa, 
yaitu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang 
waktu : 

- 7 (tujuh) hari untuk Surat Peringatan 
Pertama;  

- 3 (tiga) hari untuk surat peringatan kedua; 
dan  

- 3 (tiga) hari untuk surat pernyataan Ketiga. 
35. Pemutusan 

Kontrak Oleh 
Penyedia 

35.1.a 35.1.a Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau 
kelanjutan   pekerjaan   paling   lama  7 (Tujuh)  hari 
kalender] 
 

35.1.b 35.1.b Batas waktu untuk penerbitan surat perintah 
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pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender 
 

38. Hak dan 
Kewajiban 
Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak  

 

38.2.e Pejabat Penandatangan Kontrak  akan  memberikan  fasilitas 
berupa: 

1. Ruangan Penyimpanan Peralatan; 
2. Ruangan lain-lain yang diperlukan; 

Berdasarkan permintaan yang diminta oleh Penyedia pada 
Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 7 (tujuh) hari 
Kerja sebelumnya. 

43. Penanggungan 
Risiko 

43.4 Sepanjang Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan; 
 

46. Asuransi Khusu 
dan Pihak Ketiga 

46.1 Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk  
pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi 
terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan 
atas seluruh tenaga kerjanya sesuai dengan Peraturan 
Perundangan yang berlaku terlebih lagi dengan 
memperhatikan Kontrak Payung ketentuan huruf (n) pada 
dokumen Kontrak Payung Kontrak Payung Bersyarat  Jasa 
Lainnya Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  Dengan 
PT Abadi Raya Commerce ( ARCO ) Tentang Jasa Kebersihan 
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 
027/032/UMUM.TU.P/I/2021 Tanggal 01 Januari 2021 
  
  
Dalam hal Penyedia mengakibatkan pihak lain menderita 
kerugian sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya 
terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, maka Penyedia 
Wajib memberikan Ganti Rugi. 
 

47. Tindakan 
Penyedia dengan 
Usaha Kecil 
sebagai 
Subpenyedia  

 

47.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan 
Kontrak antara lain: 

1. Permohonan tidak melaksanakan pekerjaan pada 
waktu yang diperjanjikan dengan alasan logis; 

2.  
48. Kerjasama 

Penyedia dengan 
Usaha Kecil 
sebagai 
Subpenyedia 

48.2 Bagian Pekerjaan yang dapat dikerjasamakan dengan usaha 
kecil: 

1. Sedapat mungkin menggunakan pasokan bahan 
Habis Pakai dari Pedagang di Wilayah Kab. Kutai 
Barat 

2. Sedapat mungkin menggunakan pasokan peralatan 
dari Pedagang di Wilayah Kab. Kutai Barat 

3. Sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja 
berasal dari Wilayah Kab. Kutai Barat 

Ketentuan diatas adalah pelaksanaan konkrit dari aspek 
Pengadaan Berkelanjutan dalam Pasal 68 Perpres 16/2018 
dan bersifat dapat dilakukan/bukan kewajiban. 
 

54. Kepemilikan 
Dokumen 

54.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen  
yang dihasilkan dari pekerjaan ini. 
 

57. Pembayaran 57.1.a Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini tidak dapat diberikan 
uang muka 
 

 57.1.b Tidak terdapat uang muka dan besaran persentase uang 
muka yang dapat diberikan 

 57.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan 
ketentuan: BULANAN 
 

 57.3.a Ganti rugi 
Besar ganti rugi akibat jaminan tidak bisa dicairkan : senilai 
Jaminan yang dijaminkan. 
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SSUK di halaman berikutnya 

 
 57.3.b Denda Keterlambatan 

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, 
besarnya denda keterlambatan adalah:    
[Diisi dengan memilih salah satu: 
1) 1Ą (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak 
yang tercantum dalam Kontrak; atau 
2) 1Ą (satu permil) per hari dari harga kontrak] 
 
Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian 
kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: 
1.      
2.      
3.      
4.  dst 
[diisi dengan bagian pekerjaan] 
 

60. Penyesuaian 
Harga 

60.1 TIDAK DIBERIKAN PENYESUAIAN HARGA 
 

67. Penyelesaian 
Perselisihan 

67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan 
Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan 
dilakukan melalui  
layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh 
LKPP 
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SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 

 
A. KETENTUAN UMUM 

 
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat 

Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran 
seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 
 
1.1 Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau 

jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi 
khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu 
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di 
dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan. 

 
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut 

PA adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. 

 
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan 

APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan dan 
tanggung jawab penggunaan anggaran pada 
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 

 
1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan 

APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran 
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

 
1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang diberi 
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran 
belanja negara/anggaran belanja daerah. 

 
1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah adalah 

PA, KPA, atau PPK. 
 
1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau 

pengendali internal yang selanjutnya disebut 
APIP adalah aparat yang melakukan 
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, 
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pemerintah. 

 
1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang 

selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku 
Usaha yang menyediakan barang/jasa 
berdasarkan kontrak. 

 
1.9 Sub penyedia adalah penyedia yang 

mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia 
penanggung jawab kontrak, untuk 
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melaksanakan sebagian pekerjaan 
(subkontrak). 

 
1.10 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar 

penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama 
operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-
masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan 
tanggung jawab yang jelas berdasarkan 
perjanjian tertulis. 

 
1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut 

Jaminan adalah jaminan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga 
keuangan khusus yang menjalankan usaha di 
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi 
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai 
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang lembaga pembiayaan 
ekspor Indonesia. 

 
1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang 

selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian 
tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak 
dengan Penyedia. 

 
1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari 

satu pekerjaan yang ditetapkan dalam 
Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-
masing pekerjaan yang tercantum pada bagian 
kontrak tersebut tidak tergantung satu sama 
lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana 
fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut 
tidak terkait satu sama lain. 

 
1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang 

tercantum dalam Kontrak. 
 
1.15 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan 

secara eksplisit sebagai hari kerja. 
 
1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya 

disingkat HPS adalah perkiraan harga 
barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 

 
1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang 

secara langsung menunjang terwujudnya dan 
berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan 
dalam Dokumen Pemilihan. 

 
1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah 

bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang 
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang 
pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia 
lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak. 

 
1.19 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara 

kerja yang layak, realistik dan dapat 
dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh 
pekerjaan dan diyakini menggambarkan 
penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan 
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dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis 
berdasarkan sumber daya yang dimiliki 
Penyedia. 

 
1.20 Personel inti adalah orang yang ditempatkan 

secara penuh sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta 
posisinya dalam manajemen pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan organisasi 
pelaksanaan yang diajukan untuk 
melaksanakan pekerjaan. 

 
1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang 

menunjukkan kebutuhan waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, 
terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun 
secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan. 

 
1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya 

kontrak ini terhitung sejak tanggal 
penandatanganan kontrak sampai dengan 
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh 
hak dan kewajiban Para Pihak. 

 
1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia 

mulai bekerja yang sama dengan tanggal 
penandatangan SPMK yang diterbitkan oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak. 

 
1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal 

penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam 
berita acara serah terima hasil pekerjaan yang 
yang ditandatangani oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak dan Penyedia. 

 
1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu 

kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat 
khusus kontrak, dihitung sejak tanggal 
penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan 
tanggal penyerahan akhir pekerjaan. 

 
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan 

pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat 
bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam 
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan 
urutan hierarki dalam Kontrak. 
 

3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi 
harus dalam bahasa Indonesia. 

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang 
berlaku di Indonesia. 

 
4. Perbuatan yang dailarang dan 

Sanksi 
4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa 

pemerintah, para pihak dilarang untuk: 
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan 

untuk memberi atau menerima hadiah 
atau imbalan berupa apa saja atau 
melakukan tindakan lainnya untuk 
mempengaruhi siapapun yang diketahui 
atau patut dapat diduga berkaitan dengan 
pengadaan ini; dan/atau 

b. membuat dan/atau menyampaikan secara 
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tidak benar dokumen dan/atau keterangan 
lain yang disyaratkan untuk penyusunan 
dan pelaksanaan Kontrak ini. 

 
4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan 

(termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub 
penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan 
tindakan yang dilarang pada klausul 4.1. 

 
4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat 

Penandatangan Kontrak terbukti melakukan 
larangan-larangan diatas dapat dikenakan 
sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: 
a. Pemutusan Kontrak; 
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor 

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh 

Penyedia atau Jaminan Uang Muka 
dicairkan; dan 

d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 
 

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas 
dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 
kepada PA/KPA. 

 
4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat 

dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

5. Korespondensi  Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, 
dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah 
diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para 
Pihak jika telah disampaikan secara langsung, 
disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau 
faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK. 
 

6. Wakil Sah Para Pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau 
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen 
yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat 
berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau 
dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. 
Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak 
boleh diwakilkan. 
 

7. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang 
bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua 
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang 
dibebankan oleh peraturan perpajakan atas 
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran 
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai 
Kontrak. 
 

8. Pengalihan dan/atau 
Subkontrak 

8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya 
diperbolehkan dalam hal pergantian nama 
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan 
(merger), konsolidasi, atau pemisahan. 

 

8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku 
usaha lain antara lain dengan 
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali 
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pekerjaan utama dalam kontrak ini 
sebagaimana diatur dalam SSKK. 

 
 

8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan 
sebagian pekerjaan dan dilarang 
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. 

 

8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan 
pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal 
di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam 
Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan. 

 
 

8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan 
pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis 
dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia 
tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan 
yang disubkontrakkan. 

 

8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia 
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam 
SSKK. 

 
 

9. Pengabaian  Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap 
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak 
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi 
pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak 
atau seketika menjadi pengabaian terhadap 
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya 
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis 
dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah 
Pihak yang melakukan pengabaian. 
 

10. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab 
penuh terhadap personel dan subpenyedianya (jika 
ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan 
subpenyedianya. 
 

11. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota 
yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk 
bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam 
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat 
Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak. 
 

B. PELAKSANAAN KONTRAK  
 
12. Jangka Waktu Pelaksanaan 

Pekerjaan  
12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal 

penandatanganan. 
 

12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka 
waktu yang ditentukan dalam SSKK. 

 
13. Penyerahan Lokasi Kerja 

(apabila diperlukan) 
13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan 

keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia 
sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum 
penyerahan lokasi kerja, dilakukan 
pemeriksaan lapangan bersama yang 
dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan 
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Lokasi Kerja. 
 
13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama 

ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan 
perubahan isi Kontrak maka perubahan 
tersebut harus dituangkan dalam adendum 
Kontrak. 

 
13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian 

tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat 
Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah 
menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu 
yang terkait dengan bagian lokasi kerja 
tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai 
Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita 
Acara. 

 
13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam 

Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang 
ditandatangani oleh para pihak. 

 
14. Surat Perintah Mulai Kerja 

(SPMK) 
14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan 

SPMK selambat- lambatnya 14 (empat belas) 
hari kerja sejak tanggal penandatanganan 
Kontrak, kecuali apabila anggaran belum 
berlaku. 

 
14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat 

Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai 
tanggal mulai berlaku efektif Kontrak. 

  
15. Program Mutu 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan 

program mutu pada rapat persiapan 
pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak. 

 
15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling 

sedikit berisi: 
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan 

dilaksanakan; 
b. organisasi kerja Penyedia; 
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; 
e. prosedur instruksi kerja; dan/atau 
f. pelaksana kerja. 

 
15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan 

kondisi lapangan. 
 

15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan 
program mutu jika terjadi adendum Kontrak 
dan Peristiwa Kompensasi. 

 
15.5 Pemutakhiran program mutu harus 

menunjukkan perkembangan kemajuan setiap 
pekerjaan dan dampaknya terhadap 
penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran 
program mutu harus mendapatkan 
persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak. 

 
15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak 

terhadap program mutu tidak mengubah 
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kewajiban kontraktual penyedia. 
 

16. Rapat Persiaan Pelaksanaan 
Kontrak  

16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama 
dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan 
unsur pengawasan menyelenggarakan rapat 
persiapan pelaksanaan Kontrak. 

 
16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam 

rapat persiapan pelaksanaan Kontrak 
meliputi: 

 
a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan 

tanggung jawab dari kedua belah pihak; 
b. pemutakhiran/pembaharuan rencana 

pekerjaan seperti tanggal efektif 
pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan 
kontrak; 

c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan 
sebagai dasar melakukan evaluasi 
kemajuan pekerjaan; 

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan 
pelaporan pekerjaan; 

e. Tata cara, waktu dan frekuensi 
pengukuran dan pelaporan yang 
disesuaikan dengan kondisi pekerjaan; 

f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih 
kurang jelas dan mendiskusikan prosedur 
untuk manajemen perubahan; dan 

g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi 
antar para pihak selama pelaksanaan 
pekerjaan. 

 
16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak 

dituangkan dalam Berita Acara Rapat 
Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang 
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. 

 
17. Pengawasan/Pengendalian 

Pelaksanaan Pekerjaan 
17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan 

pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak 
jika dipandang perlu dapat mengangkat 
Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang 
berasal dari personel Pejabat Penandatangan 
Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban 
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 

 
17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi 

yang terkait dan/atau tenaga professional. 
 
17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk 

mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 
 
17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas 

dan menilai pelaksanaan pekerjaan. 
 
17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, 

Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk 
kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. 
Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai 
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak. 

 
17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan 

semua perintah Pengawas Pekerjaan yang 
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sesuai dengan kewenangan Pengawas 
Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau 
rekomendasi dari Tim Teknis. 

 
18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan 18.1 Semua gambar yang digunakan untuk 

mendapatkan hasil pekerjaan baik yang 
permanen maupun sementara harus 
mendapatkan persetujuan Pengawas 
Pekerjaan. 

 
18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini 

diperlukan terlebih dahulu adanya hasil 
pekerjaan sementara maka Penyedia 
berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi 
dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara 
tersebut untuk disetujui oleh Pengawas 
Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya 
persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia 
bertanggung jawab secara penuh atas 
rancangan hasil pekerjaan sementara. 

 
19. Akses ke Lokasi Kerja Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat 

Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat 
Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau 
Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya 
dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. 

20. Mobilisasi peralatan dan 
persobel (Apabila diperlukan) 

20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai 
waktu yang ditetapkan dalam SSKK. 

 
20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup 

pekerjaan, yaitu: 
 

a. mendatangkan bahan/material dan 
peralatan terkait yang diperlukan dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, 
rumah, gedung laboratorium, bengkel, 
gudang, dan sebagainya; dan/atau 

c. mendatangkan personel. 
 

 
20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan 

personel dapat dilakukan secara bertahap 
sesuai dengan kebutuhan. 

 
21. Pemeriksaan Bersama 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal 

pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-
sama melakukan pemeriksaan lokasi 
pekerjaan dengan melakukan pengukuran 
dan pemeriksaan detail kondisi lokasi 
pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan 
dan rencana mata pembayaran. 

 
21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat 

Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim 
Teknis. 

 
21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam 

Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan 
bersama mengakibatkan perubahan isi 
Kontrak, maka harus dituangkan dalam 
adendum Kontrak. 
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21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 

personel dan/atau peralatan ternyata belum 
memenuhi persyaratan Kontrak maka 
Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan 
dengan syarat personel dan/atau peralatan 
yang belum memenuhi syarat harus segera 
diganti dalam jangka waktu yang disepakati 
bersama. 

22. Pemeriksaan dan/atau 
Pengujian 

22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk 
melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian 
atas hasil pekerjaan untuk memastikan 
kecocokannya dengan spesifikasi dan 
persyaratan yang telah ditentukan dalam 
Kontrak. 

 
22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat 

dilakukan sendiri oleh penyedia dan 
disaksikan oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga 
sebagaimana diatur dalam SSKK. 

 
22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian 

dilaksanakan sebagaimana diatur dalam 
SSKK. 

 
22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah 

termasuk pada nilai Kontrak. 
 
22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan 

di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan 
dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 
dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia 
berkewajiban untuk memberikan akses 
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 
dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. 
Jika pemeriksaan dan/atau pengujian 
dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka 
semua biaya kehadiran Pejabat 
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain 
yang terkait merupakan tanggungan Pejabat 
Penandatangan Kontrak. 

 
22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian 

tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil 
pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, 
Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk 
menolak hasil pekerjaan tersebut dan 
Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban 
untuk memperbaiki atau mengganti hasil 
pekerjaan tersebut. 

 
22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau 

pengujian yang terpisah dari serah terima 
hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan 
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait 
membuat berita acara pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan 
Penyedia. 
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23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, 
penyedia berkewajiban menyelesaikan 
pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal 
penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK 
pada klausul 12.2. 

 
23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal 

penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar 
atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena 
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka 
penyedia dikenakan denda keterlambatan. 

 
23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam 

klausul ini adalah tanggal penyelesaian 
semua pekerjaan. 

 
24. Peristiwa Kompensasi Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada 

penyedia dalam hal sebagai berikut: 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal 

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 
pekerjaan; 

b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; 
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan 

kepada pihak Penyedia untuk melakukan 
pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan 
pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/ penyimpangan; 

d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan 
gambar- gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi 
sesuai jadwal yang dibutuhkan; 

e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal 
dalam kontrak; 

f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan 
penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau 

g. ketentuan lain dalam SSKK. 
 

25. Perpanjangan Waktu 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga 
penyelesaian pekerjaan akan melampaui 
tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak 
untuk meminta perpanjangan tanggal 
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. 
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 
meminta pertimbangan Pengawas 
Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam 
memutuskan perpanjangan Tanggal 
Penyelesaian Pekerjaan. 

 
25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka 
Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban 
untuk memberikan perpanjangan waktu 
penyelesaian pekerjaan. 

 
25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan 

dapat diberikan jika berdasarkan data 
penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan 
penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. 

 
25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan 

waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia 
gagal atau lalai untuk memberikan 
pemberitahuan dini dalam 
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mengantisipasi/mengatasi dampak 
Kompensasi. 

 
25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan 

ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk 
berapa lama, paling lambat dalam jangka 
waktu sebagaimana diatur dalam SSKK 
setelah Penyedia meminta perpanjangan. 

 
25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus 

dilakukan melalui adendum/perubahan 
Kontrak. 

 
26. Pemberian Kesempatan 26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan 

pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak 
berakhir, namun Pejabat Penandatangan 
Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu 
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat 
Penandatangan Kontrak dapat memberikan 
kesempatan kepada Penyedia untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 

 
26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 

untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada klausul 26.1, dimuat dalam 
adendum/perubahan Kontrak yang 
didalamnya mengatur waktu penyelesaian 
pekerjaan, pengenaan sanksi denda 
keterlambatan kepada Penyedia, dan 
perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. 

 
26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada 

Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 
diatur dalam SSKK. 

 
C. PENYELESAIAN KONTRAK 

 
27. Serah Terima Pekerjaan 27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 

persen), penyedia mengajukan permintaan 
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan 
Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan. 

 
27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat 

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 
 
27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat 

Penandatangan Kontrak melakukan 
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang 
dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan 
dan/atau Tim Teknis. 

 
27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan 

dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang 
diserahterimakan yang tercantum dalam 
Kontrak. 

 
27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban 

untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, 
spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan 
membandingkan kesesuaiannya dengan 
Kontrak. 
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27.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak 
serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan 
pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak. 

 
27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil 

pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak 
membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) 
yang ditandatangani bersama dengan 
Penyedia. 

 
27.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak 

menolak serah terima barang maka dibuat 
Berita Acara Penolakan Serah Terima dan 
segera memerintahkan kepada Penyedia untuk 
memperbaiki, mengganti, dan/atau 
melengkapi kekurangan pekerjaan. 

 
27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan 

memerlukan keahlian khusus maka sebelum 
pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia 
berkewajiban untuk melakukan pelatihan 
(jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya 
pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak. 

 
27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima 

hasil pekerjaan setelah seluruh hasil 
pekerjaan yang diserahterimakan sesuai 
dengan Kontrak. 

 
27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan 

terlambat melewati batas waktu akhir kontrak 
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau 
bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia 
dikenakan denda keterlambatan. 

 
28. Jaminan bebas Cacat 

Mutu/Garansi 
28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin 

bahwa selama penggunaan secara wajar oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil 
pekerjaan tidak mengandung cacat mutu 
yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian 
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, 
bahan, dan cara kerja. 

 
28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku 

sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi. 
 
28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak 

menyampaikan pemberitahuan cacat mutu 
kepada Penyedia segera setelah ditemukan 
cacat mutu tersebut selama masa layanan 
purnajual. 

 
28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh 

Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia 
berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, 
dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam 
jangka waktu yang ditetapkan dalam 
pemberitahuan tersebut. 

 
28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, 

dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat 
cacat mutu dalam jangka waktu yang 
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ditentukan maka Pejabat Penandatangan 
Kontrak akan menghitung biaya perbaikan 
yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan 
Kontrak secara langsung atau melalui pihak 
lain yang ditunjuk oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak akan melakukan 
perbaikan, penggantian, dan/atau 
melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia 
berkewajiban untuk membayar biaya untuk 
memperbaiki, mengganti, dan/atau 
melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai 
dengan klaim yang diajukan secara tertulis 
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya 
tersebut dapat dipotong oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan 
atau jaminan pelaksanaan Penyedia. 

 
28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, 

Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat 
mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam. 

 
29. Pedoman Pengoperasian dan 

Perawatan 
29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk 

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 
tentang pedoman pengoperasian dan 
perawatan sebelum serah terima hasil 
pekerjaan. 

 
29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman 

pengoperasian dan perawatan, Pejabat 
Penandatangan Kontrak berhak menahan 
pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari 
nilai Kontrak. 

 
D. PERUBAHAN KONTRAK  

 
30. Perubahan Kontrak 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui 

adendum/perubahan Kontrak. 
 

30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat 
dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan 
antara kondisi lapangan pada saat 
pelaksanaan dengan gambar dan/atau 
spesifikasi teknis yang ditentukan dalam 
dokumen Kontrak dan disetujui oleh para 
pihak, meliputi: 
a. menambah atau mengurangi volume 

yang tercantum dalam Kontrak; 
b. menambah dan/atau mengurangi jenis 

kegiatan; 
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai 

dengan kondisi lapangan; dan/atau 
d. mengubah jadwal pelaksanaan. 

 
30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang 

diatur pada klausul 30.2, 
addendum/perubahan Kontrak dapat 
dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan 
masalah administrasi, antara lain pergantian 
Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan 
rekening Penyedia, dan sebagainya. 

 
30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh 
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persen) dari nilai Kontrak awal dan harus 
mempertimbangkan tersedianya anggaran. 

 
30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh 

Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis 
kepada Penyedia kemudian dilanjutkan 
dengan negosiasi teknis dan harga dengan 
tetap mengacu pada ketentuan yang 
tercantum dalam Kontrak awal. 

 
30.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut 

dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar 
penyusunan adendum/perubahan Kontrak. 

 
30.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi 

perpanjangan waktu pelaksanaan dapat 
diberikan oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan 
wajar untuk hal- hal sebagai berikut: 
a. perisiwa kompensasi; dan/atau 
b. Keadaan Kahar. 

 
30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian 

pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan waktu terhentinya 
pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar. 

 
30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu 

penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang 
paling lama sama dengan waktu 
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan 
kontrak akibat peristiwa kompensasi. 

 
30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 

menyetujui secara tertulis perpanjangan 
waktu pelaksanaan setelah melakukan 
penelitian terhadap usulan yang diajukan 
oleh Penyedia. 

 
30.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 

menugaskan pengawas pekerjaan atau tim 
teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran 
perpanjangan waktu pelaksanaan. 

 
30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan 

Kontrak dituangkan dalam 
adendum/perubahan Kontrak. 

 
31. Keadaan Kahar 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam 

Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi 
diluar kehendak para pihak dan tidak dapat 
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban 
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak 
dapat dipenuhi. 

 
31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas 

pada: 
a. Bencana alam; 
b. Bencana non alam; 
c. Bencana sosial; 
d. Pemogokan; 
e. Kebakaran; 
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f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau 
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana 

dinyatakan melalui keputusan bersama 
Menteri Keuangan dan Menteri teknis 
terkait. 

 
31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka 

Penyedia memberitahukan kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak paling lambat 14 
(empat belas) hari kalender sejak menyadari 
atau seharusnya menyadari atas kejadian atau 
Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti. 

 
31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-

hal yang merugikan akibat perbuatan atau 
kelalaian Para Pihak. 

 
31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak 

ini akan dihentikan sementara hingga 
Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan: 
a. Penyedia berhak untuk menerima 

pembayaran sesuai dengan prestasi atau 
kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang 
telah dicapai setelah dilakukan 
pemeriksaan bersama atau berdasarkan 
audit. 

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat 
Penandatangan Kontrak memerintahkan 
secara tertulis kepada Penyedia untuk 
sedapat mungkin meneruskan pekerjaan 
maka Penyedia berhak untuk menerima 
pembayaran sebagaimana ditentukan 
dalam Kontrak dan mendapat 
penggantian biaya yang wajar sesuai 
dengan yang telah dikeluarkan untuk 
bekerja dalam situasi demikian. 
Penggantian biaya ini harus
 diatur dalam adendum/perubahan 
Kontrak. 

 
31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi 

kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak 
bukan merupakan cidera janji atau 
wanprestasi, jika kegagalan tersebut 
diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak 
yang ditimpa Keadaan Kahar: 
a. telah mengambil semua tindakan yang 

sepatutnya untuk memenuhi kewajiban 
dalam Kontrak; dan 

b. telah memberitahukan secara tertulis 
kepada Pihak lainnya dalam Kontrak 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
hari sejak menyadari atas kejadian atau 
Keadaan Kahar, dengan menyertakan 
salinan pernyataan terjadinya peristiwa 
yang menyebabkan 
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan 
kontrak. 

 
31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan 

Kahar tidak dikenakan sanksi. 
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31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar 
dituangkan secara tertulis oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak dengan disertai 
alasan penghentian pekerjaan. 

 
31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar 

dapat bersifat: 
a. sementara hingga Keadaan Kahar 

berakhir; atau 
b. permanen apabila akibat Keadaan

 Kahar tidak memungkinkan 
dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan. 

 
31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar 

tetap mempertimbangkan efektifitas 
pekerjaan dan tahun anggaran. 

 
E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 

 
32. Penghentian Kontrak  Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi 

Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 
31. 

33. Pemutusan Kontrak  33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak atau 
Penyedia. 

 
33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 

memutuskan kontrak secara sepihak apabila 
Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya 
sesuai ketentuan dalam kontrak. 

 
33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara 

sepihak apabila Pejabat Penandatangan 
Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai 
ketentuan dalam kontrak. 

 
33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-

kurangnya 14 (empat belas) hari setelah 
Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia 
menyampaikan pemberitahuan rencana 
Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada 
Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak. 

 
34. Pemutusan Kontrak Oleh Pejabat 

Penandatangan Kontrak 
34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 

1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 
memutuskan Kontrak ini melalui 
pemberitahuan tertulis kepada Penyedia 
setelah terjadinya hal- hal sebagai berikut: 
a. Penyedia terbukti melakukan KKN, 

kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 
proses pengadaan yang diputuskan oleh 
Instansi yang berwenang; 

b. Pengaduan tentang penyimpangan 
prosedur, dugaan KKN dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
dinyatakan benar oleh Instansi yang 
berwenang; 

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; 
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi 

Daftar Hitam sebelum penandatangan 
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Kontrak; 
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja 

setelah mendapat Surat Peringatan 
sebanyak 3 (tiga) kali; 

f. Penyedia tidak mempertahankan 
berlakunya Jaminan Pelaksanaan; 

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam 
melaksanakan kewajibannya dan tidak 
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka 
waktu yang telah ditetapkan; 

h. berdasarkan penelitian Pejabat 
Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak 
akan mampu menyelesaikan pekerjaan 
selama jangka waktu yang diatur dalam 
klausul 26.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa 
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 

i. setelah diberikan kesempatan 
menyelesaikan pekerjaan selama jangka 
waktu yang diatur dalam klausul 26.3, 
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan; atau 

j. Penyedia menghentikan pekerjaan 
melebihi waktu yang ditentukan dalam 
SSKK dan penghentian ini tidak 
tercantum dalam program mutu serta 
tanpa persetujuan pengawas pekerjaan 
(apabila ada). 

 
34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak 

sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, 
maka: 
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh 

penyedia atau Jaminan Uang Muka 
dicairkan (apabila diberikan); dan 

c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 
34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar 

kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian 
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak sampai 
dengan tanggal berlakunya pemutusan 
Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar 
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia 
menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada 
Pejabat Penandatangan Kontrak dan 
selanjutnya menjadi milik Pejabat 
Penandatangan Kontrak. 

 
35. Pemutusan Kontrak Oleh 

Penyedia 
35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 

1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui 
pemberitahuan tertulis kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak apabila: 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak 

memerintahkan Penyedia secara tertulis 
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan 
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah 
tersebut tidak ditarik selama waktu yang 
disepakati sebagaimana tercantum dalam 
SSKK; atau 

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak 
menerbitkan surat perintah pembayaran 
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untuk pembayaran tagihan angsuran 
sesuai dengan jangka waktu yang 
disepakati sebagaimana tercantum dalam 
SSKK. 

 
35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat 

Penandatangan Kontrak membayar kepada 
Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan 
yang telah diterima oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak sampai dengan 
tanggal berlakunya pemutusan Kontrak 
dikurangi denda keterlambatan yang harus 
dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia 
menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada 
Pejabat Penandatangan Kontrak dan 
selanjutnya menjadi milik Pejabat 
Penandatangan Kontrak. 

 
36. Berakhirnya Kontrak 36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah 

selesai dan hak dan kewajiban para pihak 
yang terdapat dalam Kontrak sudah 
terpenuhi. 

 
36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak 

sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 
adalah terkait dengan pembayaran yang 
seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan 
kontrak. 

 
37. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil 

Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi 
kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau 
kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya 
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban 
perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan 
tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah 
mempertimbangkan kepentingan Pejabat 
Penandatangan Kontrak. 
 

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK 
 
38. Hak dan Kewajiban Pejabat 

Penandatangan Kontrak 
38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai 

hak: 
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan 

yang dilaksanakan oleh Penyedia; 
b. meminta laporan-laporan yang tercantum 

di dalam kontrak mengenai pelaksanaan 
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan 
spesifikasi dan jadwal penyerahan 
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam 
Kontrak. 

d. mengenakan sanksi kepada Penyedia; 
e. memberikan instruksi; 
f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar 

hitam; 
g. menyetujui adendum/perubahan kontrak; 
h. menerima jaminan uang muka, jaminan 

pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan 
(apabila ada); dan/atau 

i. menilai kinerja Penyedia. 
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38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai 
kewajiban: 
a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga 

yang tercantum dalam kontrak dan sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan 
kepada Penyedia; 

b. membayar uang muka (Apabila 
dipersyaratkan); 

c. membayar penyesuaian harga; 
d. membayar ganti rugi karena kesalahan 

yang dilakukan Pejabat Penandatangan 
Kontrak; dan 

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan 
prasarana atau kemudahan lainnya untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. 

 
G. PENYEDIA 

 
39. Hak dan Kewajiban Penyedia 39.1 Penyedia mempunyai hak: 

a. menerima pembayaran untuk 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Kontrak; dan 

b. memperoleh fasilitas dari Pejabat 
Penandatangan Kontrak untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Kontrak. 

 
39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban: 

a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak; 

b. melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Kontrak; 

c. melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab berdasarkan 
ketentuan dalam Kontrak; 

d. memberikan keterangan yang diperlukan 
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang 
dilakukan Pejabat Penandatangan 
Kontrak; 

e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal dan tempat penyerahan 
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam 
Kontrak; 

f. mengambil langkah-langkah yang cukup 
memadai untuk melindungi lingkungan 
tempat kerja dan membatasi perusakan 
dan gangguan kepada masyarakat 
maupun miliknya akibat kegiatan 
Penyedia; dan 

g. menghindari pertentangan kepentingan 
(conflict of interest). 

 
40. Tanggung Jawab Penyedia  bertanggungjawab/berkewajiban  untuk  

melaksanakan  dan menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu 
pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat 
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pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan. 
 

41. Penggunaan Dokumen Kontrak 
dan Informasi 

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan 
menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen 
lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk 
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis 
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis 
dari Pejabat Penandatangan Kontrak. 
 

42. Hak Atas Kekayaan Intelektual Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat 
Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau 
klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas 
Kekayaan Intelektual. 
 

43. Penaggunan Risiko 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, 
membebaskan, dan menanggung tanpa batas 
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta 
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, 
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, 
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan 
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan 
biaya yang dikenakan terhadap Pejabat 
Penandatangan Kontrak beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan 
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian 
berat Pejabat Penandatangan Kontrak) 
sehubungan dengan klaim yang timbul dari 
hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK 
sampai dengan tanggal penandatanganan 
berita acara serah terima: 
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan 

harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika 
ada), dan Personel; 

b. cidera tubuh, sakit atau kematian 
Personel; dan/atau 

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, 
dan cidera tubuh, sakit atau kematian 
pihak lain. 

 
 

43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan 
tanggal penandatanganan berita acara serah 
terima, semua risiko kehilangan atau 
kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan 
perlengkapan merupakan risiko Penyedia, 
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut 
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian 
Pejabat Penandatangan Kontrak. 

 
43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh 

Penyedia tidak membatasi kewajiban 
penanggungan dalam syarat ini. 

 
43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil 

pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan 
hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal 
SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa 
Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di 
atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, 
dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas 
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau 
kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan 
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atau kelalaian Penyedia. 
 

44. Perlindungan Tenaga Kerja 
(apabila diperlukan) 

44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas 
biaya sendiri untuk mengikutsertakan 
personelnya pada program jaminan sosial 
kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja 
sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

 
44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan 

memerintahkan Personelnya untuk mematuhi 
ketentuan mengenai keselamatan kerja 
sebagaimana diatur peraturan perundang- 
undangan. 

 
44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri 

untuk menyediakan kepada setiap 
personelnya (termasuk personel SubPenyedia, 
jika ada), perlengkapan keselamatan kerja 
yang sesuai dan memadai. 

 
44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk 

melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum 
yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada 
Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai 
setiap kecelakaan yang timbul sehubungan 
dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 
24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. 

 
45. Pemeliharaan Lingkungan Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah 

yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di 
dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi 
gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta 
bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak 
ini. 
 

46. Asuransi Khusus dan Pihak 
Ketiga 

46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia 
wajib menyediakan asuransi sejak SPMK 
sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan 
untuk: 
a. semua barang dan peralatan yang 

mempunyai risiko tinggi terjadinya 
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta 
pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, 
atas segala risiko terhadap kecelakaan, 
kerusakan, kehilangan, serta risiko lain 
yang tidak dapat diduga; dan 

b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di 
tempat kerjanya. 

 
46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan 

dalam penawaran dan termasuk dalam nilai 
Kontrak. 

 
47. Tindakan Penyedia yang 

mensyaratkan Persetuuan 
Pejabat Penandatangan Kontrak 

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih 
dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan 
Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan 
berikut: 
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau 
b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 

48. Kerjasama Penyedia dengan 
Usaha Kecil sebagai 

48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha 
kecil dengan mensubkontrakkan sebagian 
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Subpenyedia pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 
 

48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan 
oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai 
SubPenyedia diatur di dalam SSKK. 

 
48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia 

bertanggung jawab penuh atas keseluruhan 
pekerjaan tersebut. 

 
48.4 Penyedia membuat laporan mengenai 

pelaksanaan subkontrak. 
 

49. Penggunaan Lokasi Kerja Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan 
menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan 
Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang 
berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang 
perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 
memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi 
kerja. 
 

50. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua 
pihak di lokasi kerja (apabila ada). 
 

51. Sanksi Finansial 51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa 
sanksi ganti rugi,denda keterlambatan atau 
pencairan jaminan. 

 
51.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan 

apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi 
kesalahan dalam perhitungan volume 
pekerjaan berdasarkan hasil audit, 
menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya 
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan 
hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah 
sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. 

 
51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia 

dikenakan apabila terjadi keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan dengan cara 
memotong pembayaran prestasi pekerjaan 
Penyedia. Pembayaran Denda tidak 
mengurangi tanggung jawab kontraktual 
Penyedia. 

 
51.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, 

pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan 
uang muka atau pencairan jaminan uang 
muka (apabila diberikan uang muka) bagi 
Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak 
menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya 
masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan 
pemutusan kontrak. 

 
52. Jaminan 52.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada 

Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum 
penandatanganan Kontrak. 

 
52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan 

sekurang-kurangnya sejak tanggal 
penandatanganan Kontrak sampai dengan 
serah terima pekerjaan. 
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52.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah 

pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus 
persen). 

 
52.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat 

Penandatangan Kontrak apabila Penyedia 
menerima uang muka dan diserahkan 
sebelum pengambilan Uang Muka. 

 
52.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan 

besarnya uang muka yang diterima oleh 
Penyedia. 

 
52.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi 

secara proporsional sesuai dengan sisa uang 
muka yang diterima. 

 
52.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-

kurangnya sejak tanggal persetujuan 
pemberian Uang Muka sampai dengan 
tanggal serah terima hasil pekerjaan. 

 
52.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku 

jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan 
dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan. 

 
53. Laporan Hasil Pekerjaan 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama 

pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan 
volume pekerjaan atas kegiatan yang telah 
dilaksanakan guna pembayaran hasil 
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan 
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil 
pekerjaan. 

 
53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan 

pengendalian, dibuat laporan realisasi 
mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. 

 
53.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila 

diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur 
pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak. 

 
54. Kepenilikan Dokumen 54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, 

laporan, dan dokumen-dokumen lain yang 
dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan 
Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik 
Pejabat Penandatangan Kontrak. 

 
54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan 

semua dokumen beserta daftar rinciannya 
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling 
lambat pada saat serah terima pekerjaan atau 
waktu pemutusan Kontrak. 

 
54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah 

salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan 
batasan penggunaan diatur dalam SSKK. 

 
55. Personel dan/atau Peralatan 55.1 Personel dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 
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tercantum dalam Dokumen Penawaran. 
 

55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan 
kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat 
Penandatangan Kontrak. 

 
55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia 

dengan mengajukan permohonan terlebih 
dahulu kepada Pejabat Penandatangan 
Kontrak beserta alasan penggantian. 

 
55.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai 

dan menyetujui penempatan/penggantian 
Personel menurut kualifikasi yang 
dibutuhkan. 

 
55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 

meminta pergantian Personel apabila menilai 
bahwa Personel: 
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik; 
b. berkelakuan tidak baik; atau 
mengabaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya 
 
55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, 

maka penyedia berkewajiban untuk 
menyediakan pengganti dengan kualifikasi 
yang setara atau lebih baik dari Personel yang 
digantikan tanpa biaya tambahan apapun 
dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak. 

 
55.7 Personel berkewajiban untuk

 menjaga kerahasiaan pekerjaannya. 
 

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 
 
56. Nilai Kontrak 56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar 

kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan 
dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau 
berdasarkan hasil perhitungan akhir. 

 
56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item 

pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak 
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, 
rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian 
yang tercantum dalam daftar kuantitas dan 
harga. 

 
57. Pembayaran 57.1 Uang muka 

a. Uang Muka dapat diberikan kepada 
Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK 
untuk: 
1) Mobilisasi barang/bahan/material/ 

peralatan dan tenaga kerja; 
2) pembayaran uang tanda jadi kepada 

pemasok barang/bahan/material/ 
peralatan; dan/atau 

3) pekerjaan teknis yang diperlukan 
untuk persiapan pelaksanaan 
pekerjaan. 
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b. besaran uang muka ditentukan dalam 
SSKK dan dibayar setelah Penyedia 
menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai 
uang muka yang diberikan; 

c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak 
menyediakan uang muka maka Penyedia 
harus mengajukan permohonan 
pengambilan uang muka secara tertulis 
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 
disertai dengan rencana penggunaan 
uang muka untuk melaksanakan 
pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana 
pengembaliannya; 

d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh 
bank umum, perusahaan penjaminan, 
Perusahaan Asuransi atau lembaga 
keuangan khusus yang menjalankan 
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, 
dan asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di 
bidang lembaga pembiayaan ekspor 
Indonesia yang memiliki izin untuk 
menjual produk jaminan (suretyship) 
ditetapkan oleh lembaga yang berwenang; 

e. pengembalian uang muka dapat 
dilakukan dengan diperhitungkan 
berangsur-angsur secara proporsional 
pada setiap pembayaran prestasi 
pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang 
diatur dalam kontrak dan paling lambat 
harus lunas pada saat pekerjaan mencapai 
prestasi 100% (seratus persen). 

 
57.2 Prestasi pekerjaan 

a. pembayaran dilakukan dengan sistem 
bulanan, sistem termin atau pembayaran 
secara sekaligus sesuai yang ditetapkan 
dalam SSKK. 

b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan 
dilakukan dengan ketentuan: 
1) penyedia telah mengajukan tagihan 

disertai laporan kemajuan hasil 
pekerjaan; 

2) pengecualian untuk: 
a) Pengadaan Barang/Jasa yang 

karena sifatnya dibayar terlebih 
dahulu sebelum Barang/Jasa 
diterima; 

b) pembayaran bahan/material 
dan/atau peralatan yang menjadi 
bagian dari hasil pekerjaan yang 
akan diserahterimakan yang telah 
berada dilokasi pekerjaan dan 
dicantumkan dalam kontrak 
namun belum terpasang; atau 

c) pembayaran pekerjaan yang 
belum selesai 100% (seratus 
persen) pada saat batas akhir 
pengajuan pembayaran dengan 
menyerahkan jaminan atas 
pembayaran. 
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pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi 
pekerjaan diterima/terpasang; 
3) pembayaran dipotong angsuran 

uang muka, denda (apabila ada) dan 
pajak; dan 

4) untuk kontrak yang mempunyai 
subkontrak, permintaan pembayaran 
dilengkapi bukti pembayaran kepada 
seluruh subpenyedia sesuai dengan 
prestasi pekerjaan. 

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat 
dilaksanakan setelah hasil pekerjaan 
dinyatakan diterima sesuai dengan berita 
acara serah terima hasil pekerjaan dan 
bilamana dipersyaratkan dilengkapi 
dengan berita acara hasil uji coba. 

d. Pembayaran dengan L/C mengikuti 
ketentuan umum yang berlaku di bidang 
perdagangan. 

 
57.3 Sanksi Finansial 

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi 
atau denda keterlambatan; 
a. Ganti Rugi 

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila 
terbukti jaminan yang tidak bisa 
dicairkan, terjadi kesalahan dalam 
perhitungan volume pekerjaan 
berdasarkan hasil audit, menyerahkan 
barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai 
dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. 
Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar 
nilai kerugian yang ditimbulkan 
sebagaimana diatur dalam SSKK 

 
b. Denda keterlambatan 

besarnya denda yang dikenakan kepada 
Penyedia atas keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan untuk setiap hari 
keterlambatan adalah sebagaimana yang 
ditetapkan di dalam SSKK. 

 
58. Perhitungan Akhir 58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item 

pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak 
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, 
perhitungan akhir nilai pekerjaan 
berdasarkan volume pekerjaan yang telah 
diselesaikan 100% (seratus persen) dan 
dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila 
ada) 

 
58.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan 

terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 
100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah 
Terima telah ditandatangani oleh kedua belah 
Pihak. 

 
59. Penangguhan Pembayaran 59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 

menangguhkan pembayaran setiap angsuran 
prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia 
gagal atau lalai memenuhi kewajibannya. 
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59.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis 
memberitahukan kepada Penyedia tentang 
penangguhan hak pembayaran, disertai 
alasan-alasan yang jelas mengenai 
penangguhan tersebut. Penyedia diberi 
kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka 
waktu tertentu. 

 
59.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan 

dengan proporsi kegagalan atau kelalaian 
Penyedia. 

 
59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat 

Penandatangan Kontrak, penangguhan 
pembayaran akibat keterlambatan 
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan 
bersamaan dengan pengenaan denda kepada 
Penyedia. 

 
60. Penyesuaian Harga 60.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada 

Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK. 
 

60.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap 
Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk 
Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan 
dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan 
Lumsum dan Harga Satuan yang masa 
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) 
bulan. 

 
60.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari 

bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan 
pekerjaan. 

 
60.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi 

seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali 
komponen keuntungan, biaya tidak langsung 
(overhead cost), dan harga satuan timpang 
sebagaimana tercantum dalam penawaran. 

 
60.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan 

sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang 
tercantum dalam kontrak awal/Adendum 
Kontrak. 

 
60.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen 

pekerjaan yang berasal dari luar negeri, 
menggunakan indeks penyesuaian harga dari 
negara asal barang tersebut. 

 
60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan 

baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak 
dapat diberikan penyesuaian harga mulai 
bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum 
Kontrak tersebut ditandatangani. 

 
60.8 Indeks yang digunakan dalam hal 

pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan 
oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga 
terendah antara jadwal kontrak dan realisasi 
pekerjaan. 
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60.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan 
rumus sebagai berikut: 

 
 
 
Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan 

dilaksanakan 
H0 = Harga Satuan pada saat harga 

penawaran 
a = Koefisien tetap yang terdiri atas 

keuntungan dan overhead; 
Dalam hal penawaran tidak 
mencantumkan besaran   
komponen keuntungan dan 
overhead maka a = 0,15 

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti 
tenaga kerja, bahan,   alat   kerja,    
dsb; 
Penjumlahana+b+c+d+ééé.dst 
adalah 1,00. 

B0,  C0,  
D0 
= Indeks harga komponen pada bulan 

penyampaian penawaran. 
Bn, Cn, 

Dn 
= Indeks harga komponen pada saat 

pekerjaan dilaksanakan. 
 
60.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan 

koefisien yang digunakan dalam analisis 
harga satuan penawaran. 

 
60.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari 

penerbitan BPS. 
 

60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam 
penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang 
dikeluarkan oleh instansi teknis. 

 
60.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak 

ditetapkan sebagai berikut: 
 

 
60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga 

dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah 
dilakukan audit sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian 
Harga Satuan; 

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen 
pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian 
harga menggunakan rumusan 
penyesuaian Harga Satuan; 

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan 
yang dilaksanakan. 

I. PENGAWASAN MUTU 
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61. Pengawasan dan Pemeriksaan Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan 
pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila 
diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 
memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan 
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. 
 

62. Penilaian Pekerjaan Sementara 
Oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak 

62.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa 
pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan 
penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan 
oleh Penyedia. 

 
62.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan 

terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan. 
 

63. Cacat Mutu Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas 
(apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan 
memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap 
Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan 
Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan 
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan 
Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang 
dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau 
unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat 
Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan 
Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa 
Pemeliharaan. 
 

64. Pengujian Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas 
(apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk 
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak 
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan 
apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat 
Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk 
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak 
ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut 
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 
 

65. Perbaikan Cacat Mutu 65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur 
pengawas (apabila ada) menyampaikan 
pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia 
segera setelah ditemukan Cacat Mutu 
tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas 
Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa 
Pemeliharaan. 

 
65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu 

tersebut, Penyedia berkewajiban untuk 
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka 
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. 

 
65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu 

dalam jangka waktu yang ditentukan maka: 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 

memutus kontrak secara sepihak dan 
Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana 
pada klausul 35.2; atau 

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak 
untuk secara langsung atau melalui pihak 
lain yang ditunjuk oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak melakukan 
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perbaikan tersebut. Penyedia segera 
setelah menerima permintaan 
penggantian biaya/klaim dari Pejabat 
Penandatangan Kontrak secara tertulis 
berkewajiban untuk mengganti biaya 
perbaikan tersebut. Pejabat 
Penandatangan Kontrak dapat 
memperoleh penggantian biaya dengan 
memotong pembayaran atas tagihan 
Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) 
atau biaya penggantian diperhitungkan 
sebagai hutang penyedia kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak yang telah jatuh 
tempo. 

 
65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 

mengenakan Denda Keterlambatan untuk 
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu. 

 
66. Itikad Baik 66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 

bertindak berdasarkan asas saling percaya 
yang disesuaikan dengan hak- hak yang 
terdapat dalam kontrak. 

 
66.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 

setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan 
jujur tanpa menonjolkan kepentingan 
masing-masing pihak. 

 
66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak 

merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan 
yang terbaik untuk mengatasi keadaan 
tersebut. 

 
66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 

berkewajiban untuk bertindak dengan itikad 
baik sehubungan dengan hak- hak Pihak lain, 
dan mengambil semua langkah yang 
diperlukan untuk memastikan terpenuhinya 
tujuan Kontrak. 

 
67. Penyelesaian Perselisihan 67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 

berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan semua perselisihan 
yang timbul dari atau berhubungan dengan 
Kontrak ini atau interpretasinya selama atau 
setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara 
musyawarah dan damai. 

 
67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat 

diselesaikan secara musyawarah dan damai, 
penyelesaian sengketa dapat dilakukan 
melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau 
litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di 

layanan penyelesaian sengketa yang 
diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga 
Arbitrase atau Pengadilan Negeri. 

 
67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 
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bersama-sama memilih dan menetapkan 
tempat penyelesaian sengketa dan 
dicantumkan dalam SSKK. 

 
 

 

Petunjuk Pengisian bagi PPK Perangkat Daerah/Unit Kerja  : 

Isian a : Diisi dengan KOP Standar Kedinasan Resmi Perangkat 

Daerah/Unit Pelaksana Teknis 

Isian b : Diisi dengan nama paket kegiatan dalam DPA Pengguna Jasa 

Isian c : Diisi dengan Nomor Kedinasan Surat Perjanjian dan tanggal 

Surat Perjanjian 

Isian d : Diisi dengan penulisan pengucapan nama hari kontrak 

ditandatangani dengan huruf 

Isian e : Diisi dengan penulisan pengucapan nama tanggal kontrak 

ditandatangani dengan huruf 

Isian f : Diisi dengan penulisan pengucapan nama bulan kontrak 

ditandatangani dengan huruf 

Isian g : Diisi dengan penulisan pengucapan nama tanggal kontrak 

ditandatangani dengan huruf 

Isian h : Diisi dengan Nama dan NIP Pejabat Penandatangan Kontrak 

Pengguna Jasa 

Isian i : Diisi dengan Nama Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja 

Organisasi Pengguna Jasa 

Isian j : Diisi dengan alamat Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja 

Organisasi Pengguna Jasa. 

Isian k : Diisi dengan Nomor dan tanggal SK PA/KPA/PPK yang menjadi 

Pejabat Penandatangan Kontrak 

Isian l : Diisi dengan Nomor SPPBJ sebagaimana telah dibuat oleh PPK 

Bersama PPK Konsolidator sebagaimana format Lampiran V. 

Isian m : Diisi dengan Tanggal SPPBJ sebagaimana telah dibuat oleh PPK 

Bersama PPK Konsolidator sebagaimana format Lampiran V. 

Isian n : Diisi dengan Bulan SPPBJ sebagaimana telah dibuat oleh PPK 

Bersama PPK Konsolidator sebagaimana format Lampiran V. 

Isian o : Diisi dengan Tahun SPPBJ sebagaimana telah dibuat oleh PPK 

Bersama PPK Konsolidator sebagaimana format Lampiran V. 

Isian p : Diisi dengan jumlah luas wilayah meter persegi area pekerjaan  

sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK 

Pengguna Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian r : Diisi dengan jumlah bulan kerja kalender sesuai dengan 

Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK Pengguna Jasa 

sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian s : Diisi dengan jumlah Team Leader/Field Supervisor yang 

dibutuhkan sesuai dokumen spesifikasi Teknis sebagaimana 

format di Lampiran VIII 

Isian t : Diisi dengan jumlah Pekerja/Worker Crew yang dibutuhkan 

sesuai dokumen spesifikasi Teknis sebagaimana format di 

Lampiran VIII 

Isian u : Diisi dengan jumlah isian s ditambah isian t 

Isian v : Diisikan sesuai dengan jenis tipologi kontrak pada bagian (f) 

batang tubuh Kontrak Payung yang telah ditetapkan sesuai 

dengan Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK Pengguna Jasa 

sebagaimana format di Lampiran VIII dan selaras dengan Harga 

Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PPK Pengguna Jasa 

sebagaimana format di Lampiran VII 

Isian w : Diisi dengan memilih jenis kontrak :  

a. Lumsum; 

b. Harga Satuan;atau 

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 
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Sesuai dengan Pilihan pada Penetapan Rancangan Kontrak isian 

f dokumen B Lampiran VI ini. 

Isian x : Diisi sesuai Pasal 2 angka 3 Surat Perjanjian 

Isian y : Diisi sesuai Pasal 2 angka 4 Surat Perjanjian 

Isian z : Diisi sesuai Pasal 2 angka 5 Surat Perjanjian 

Isian AA : Diisi dengan Nomor dokumen Spesifikasi Teknis yang dibuat 

oleh PPK Pengguna Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian BB : Diisi dengan Tanggal dokumen Spesifikasi Teknis yang dibuat 

oleh PPK Pengguna Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian 1 pada 

Pasal 3 ayat 

(3) 

: Diisi sama dengan isian Z 

Isian 2 pada 

Pasal 3 ayat 

(3) 

: Diisi sesuai Pasal 2 angka 2 Surat Perjanjian 

Isian 3 pada 

Pasal 3 ayat 

(3) 

: Diisi sesuai Pasal 2 angka 1 Surat Perjanjian 

Isian 4 pada 

Pasal 3 ayat 

(3) 

: Diisi dengan hasil perkalian dari Isian 1 dikali Isian 2 dikali Isian 

3 yang berada pada keseluruhan Tabel dalam Pasal 3 ayat (3). 

Isian 5 pada 

Pasal 3 ayat 

(3) 

: Diisi dengan ketentuan : 

.. *1)  pekerja/.. *2) bulan/.. *3) meter persegi 

Dengan demikian menyesuaikan kolom Isian 1, Isian 2, dan Isian 

3 Kolom tabel yang sama. 

Isian 1 pada 

Pasal 3 ayat 

(4) 

: Diisi sesuai isian b; 

Isian 2 pada 

Pasal 3 ayat 

(4) 

: Diisikan sesuai dengan tipologi kontrak pada bagian (f) batang 

tubuh Kontrak Payung yang telah ditetapkan sesuai dengan 

Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK Pengguna Jasa 

sebagaimana format di Lampiran VIII yang seharusnya selaras 

dengan Pasal 2 angka 6 Surat Perjanjian 

Isian 3 pada 

Pasal 3 ayat 

(4) 

: Diisi sama dengan isian 4 pada tabel dalam Pasal 3 ayat (3) Surat 

Perjanjian  

Isian 4 pada 

Pasal 3 ayat 

(4) 

: Diisi sama dengan Isian 5 pada tabel dalam Pasal 3 ayat (3) Surat 

Perjanjian. 

Isian 5 pada 

Pasal 3 ayat 

(4) 

: Diisikan sesuai dengan harga satuan sesuai tipologi kontrak pada 

bagian (f) batang tubuh Kontrak Payung yang telah ditetapkan 

sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK 

Pengguna Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII dan selaras 

dengan Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PPK Pengguna 

Jasa sebagaimana format di Lampiran VII 

Isian 6 pada 

Pasal 3 ayat 

(4) 

: Hasil perkalian antara Isian 3 pada tabel Pasal 3 ayat (4) 

dikalikan dengan Isian 5 pada tabel Pasal 3 ayat (4) 

Isian CC : Sejumlah nilai pada Isian 6 pada Pasal 3 ayat (4) Surat Perjanjian 

Isian DD : Diisi dengan hasil perhitungan PPN 10% 

Isian EE : Diisi dengan total kontrak termasuk PPN 

Isian FF : Diisi dengan total kontrak termasuk PPN 

Isian GG : Diisi dengan terbilang total kontrak termasuk PPN 

Isian HH : Diisi dengan Nomor Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK 

Pengguna Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian II  : Diisi dengan Tanggal Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK 

Pengguna Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII 
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Isian JJ : Diisi dengan nama Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja  

Isian KK : Diisi dengan Nama Pejabat Penandatangan Kontrak 

Isian LL : Diisi dengan Alamat Perangkat Daerah 

Isian MM : Diisi dengan Nomor Telepon Kantor Perangkat Daerah 

Isian NN : Diisi dengan Website Perangkat Daerah 

Isian OO : Diisi dengan Nomor Faksimili Perangkat Daerah 

Isian PP : Diisi dengan alamat E-Mail Perangkat Daerah 

Isian QQ : Dapat diisi dengan nama pihak yang mewakili Pejabat 

Penandatanganan Kontrak, contoh Nama Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan; 

Isian RR : Dapat diisi dengan nama jabatan yang mewakili Pejabat 

Penandatanganan Kontrak, contoh namun tidak terbatas pada : 

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 

- Pejabat Fungsional 

- Pejabat Pelaksana 

- Staf 

- Dsb 

Isian SS : Dapat diisi dengan Nomor telepon kontrak pihak yang mewakili 

Pejabat Penandatanganan Kontrak 

Isian TT : Diisi dengan tanggal mulai kerja  

Isian UU : Diisi dengan tanggal selesai kerja 

Isian VV : Diisi dengan memilih pengenaan denda kontrak :  

yaitu salah satu dari: 

1. Nilai Keseluruhan Kontrak;atau 

2. Nilai Bagian Kontrak (dengan detil bagian kontrak 

dituliskan oleh PPK); 

Sesuai dengan Pilihan pada Penetapan Rancangan Kontrak isian 

h dokumen B Lampiran VI ini.  

 

 

D. PENANDATANGAN KONTRAK DAN PENERBITAN SPMK  

1. Kontrak ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia; 

2. Hasil Pindaian/Salinan Bentuk Kontrak/Perjanjian diserahkan kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen Konsolidator sebagai Salinan untuk diunggah dalam SPSE Pejabat Pembuat 

Komitmen Konsolidator; 

3. Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa mencatatkan Pengadaan secara Non-

Transaksional di SPSE. 

4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa Menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja 

(SPMK) khusus untuk bentuk Kontrak : 

a. Surat Perintah Kerja; atau  

b. Surat Perjanjian.  

5. Format SPMK adalah sebagai berikut :  

[KOP KEDINASAN DINAS/BADAN/UNIT PELAKSANA TEKNIS 

BADAN/DINAS] *a)]  

 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA  

ééééééééééééééééé.. *b) 

 

Nomor :ééééééééééé.*c) 

Tanggal : éééééééé*d) 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
.................................*e), selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk 
dan atas nama ................................................... *f), yang berkedudukan di 
.................................................................*g) , berdasarkan Surat Keputusan 
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.....................................*h), selanjutnya disebut òPejabat Penandatangan Kontrakó; 
 
berdasarkan éééééééééééééééé*j)  nomor .................................... *k) 
tanggal ...........................*l), bersama ini memerintahkan: 
 
PT. ABADI RAYA COMMERCE  
Jalan D. I. Panjaitan No. 09 RT. 79 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah Nomor 
Telepon 0542-8860941/42  
yang dalam hal ini diwakili oleh:  
 
H. Karmin, Direktur Utama, PT ABADI RAYA COMMERCE, beralamat Balikpapan Baru 
Blok L-4, Nomor 9, Rukun Tetangga 051, Rukun Warga -, Kelurahan Damai, 
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama PT ABADI RAYA COMMERCE, yang berkedudukan di Jl. D.I Panjaitan No. 9, Kel. 
Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, 
berdasarkan Kewenangan Bertindak Direktur Utama atas nama Badan Usaha sekaligus 
Badan Hukum berdasarkan Pasal 12 angka 2 huruf a Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
PT ABADI RAYA COMMERCE oleh Notaris Gina Riswara Koswara, S.H Nomor 16 
tanggal 14 Mei 2020 dimana menjadi Hak dan Kewenangan Direktur Utama untuk 
bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan, dalam hal ini legalitas 
Pelaku Usaha Akta Pendirian Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Abadi Raya 
Commerce Tanggal 14 Mei 2020 Nomor 16 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah Gina Riswara Koswara, S.H di Bandung dan Akta Salinan Berita Acara RUPS Luar 
Biasa PT. Abadi Raya Commerce Berkedudukan di Kota Balikpapan Nomor 05 Tanggal 
25 Juli 2018 oleh Notaris Dwi Fariasandy, S.H.,M.Kn di Balikpapan yang telah terdaftar 
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0225557 tanggal 25 Juli 2018, yang selanjutnya 
disebut "Penyedia". 
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Paket pengadaan:  

.......................................................................................... *m) 
 
 
2. Tanggal mulai kerja: .......................................... *n) 
 
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 
 
4. Waktu penyelesaian: selama ......... (......) *o) bulan kalender dan pekerjaan harus 

sudah selesai pada tanggal .......................... *p). 
 
5. Denda: éééééééééééééééééééééé.. *q) 
 

Untuk dan atas nama PA/KPA éééé. 
*r) 

Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna 
Jasa 

  
 
 
 
 

[nama lengkap]  
[NIP] *s) 

Menerima dan Menyetujui,  
PT ABADI RAYA COMMERCE (ARCO) 

Direktur Utama, 
 
 
 
  
 
 

H. KARMIN 
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Petunjuk Pengisian bagi PPK Perangkat Daerah/Unit Kerja  : 

Isian a : Diisi dengan KOP Standar Kedinasan Resmi Perangkat Daerah/Unit 

Pelaksana Teknis 

Isian b : Diisi dengan Nama Paket Pengadaan Jasa Kebersihan yang akan 

dilaksanakan. 

Isian c : Diisi dengan Nomor Surat Resmi Kedinasan Perangkat Daerah/Unit 

Kerja 

Isian d : Diisi dengan Tanggal Surat Resmi Kedinasan Perangkat 

Daerah/Unit Kerja 

Isian e : Diisi dengan Nama dan NIP Pejabat Penandatangan Kontrak 

Pengguna Jasa 

Isian f : Diisi dengan Nama Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja 

Organisasi Pengguna Jasa 

Isian g : Diisi dengan alamat Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja 

Organisasi Pengguna Jasa. 

Isian h : Diisi dengan Nomor dan tanggal SK PA/KPA/PPK yang menjadi 

Pejabat Penandatangan Kontrak 

Isian j : Diisikan Judul SPK atau Surat Perjanjian sebagaimana Lampiran VI 

yang digunakan oleh PPK Pengguna Jasa 

Isian k : Diisikan Nomor SPK atau Surat Perjanjian sebagaimana Lampiran 

VI yang digunakan oleh PPK Pengguna Jasa 

Isian l : Diisikan Tanggal SPK atau Surat Perjanjian sebagaimana Lampiran 

VI yang digunakan oleh PPK Pengguna Jasa 

Isian m : Diisi dengan Nama Paket Pengadaan Jasa Kebersihan yang akan 

dilaksanakan. 

Isian n : Diisi dengan tanggal Mulai Kerja Paket; 

Isian o : Diisi dengan durasi berupa angka dan terbilang Paket dalam satuan 

bulan sesuai kontrak; 

Isian p : Diisi dengan tanggal berakhirnya Pekerjaan secara konkrit pada 

tanggal Kalender yang dimaksud sesuai kontrak; 

Isian q : Diisi dengan ketentuan pengenaan denda sesuai Kontrak 

Isian r : Diisi dengan Nama Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja 

Organisasi Pengguna Jasa 

Isian s : Diisi dengan Nama dan NIP Pejabat Penandatangan Kontrak 

Pengguna Jasa 

 

 

6. Untuk kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa, maka dalam 

Kontrak/Perjanjian yang mengacu pada Kontrak Payung ini, selain Dokumen 

Kontrak/Perjanjian berdasarkan Bentuk Kontrak utama antara Pengguna Jasa dan Penyedia, 

Kontrak/Perjanjian cukup dilampirkan : 

a. Batang Tubuh Kontrak Payung; 

b. Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum dan Khusus Kontrak Payung; 

c. Spesifikasi Teknis yang disusun oleh PPK Pengguna Jasa; 

d. Lampiran IX tentang Dokumen Legalitas Kedua Belah Pihak dalam Kontrak Payung 

ini. 

7. Pejabat Penandatangan Kontrak Pengguna Jasa hanya dapat menandatangani 

Kontrak/Perjanjian apabila DPA telah dapat dipastikan/sudah terdapat kepastian anggaran. 

8. Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator dapat melakukan koreksi apabila diperlukan sebagai 

upaya check and balance. 

Maksud dan Tujuan Format ini adalah: 

1. Menjadi upaya standarisasi bentuk kontrak; 

2. Format dapat diubah sesuai kebutuhan selama substansi manfaat terpenuhi. 

3. Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator melakukan unggahan secara berkala pada SPSE sebagai 

upaya pengendalian kontrak payung dan melaporkan pada PIHAK PERTAMA  dan PIHAK 

KEDUA . 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMIKIAN LAMPIRAN VI TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN KONTRAK, 

PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK, FORMAT RANCANGAN KONTRAK, DAN 

FINALISASI NASKAH KONTRAK UNTUK PEMESANAN MENGACU PADA 

KONTRAK PAYUNG JASA KEBERSIHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN 

KUTAI BARAT DENGAN PT ABADI RAYA COMMERCE (ARCO) YANG MENGACU 

PADA KONTRAK PAYUNG BERSYARAT INI -------------------------------------------- ---------- 

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, 

dibuat sebagai Bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK PAYUNG  antara  PIHAK 

PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  

PIHAK PERTAMA  

Pejabat Daerah Penandatangan Kontrak Payung 

Kab. Kutai Barat, 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 

 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, S .E. 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAK  KEDUA  

Bertindak untuk dan atas nama Direksi 

untuk mewakili PT ABADI RAYA 

COMMERCE, 

Direktur Utama,  

 

 

 

H. KARMIN  
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LAMPIRAN VI I  : KONTRAK PAYUNG BERSYARAT JASA LAINNYA ANTARA  

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN  PT ABADI 

RAYA COMMERCE (ARCO)  TENTANG  JASA KEBERSIHAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT   

        _________________________________________________________________ 

 

 

TATA CARA PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI  UNTUK PEMESANAN 

MENGACU PADA KONTRAK  PAYUNG JASA KEBERSIHAN ANTARA PEMERINTAH 

KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN PT ABADI RAYA COMMERCE (ARCO)  

 

 

A. TATA CARA PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI  

1. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka salah satu tugas Pejabat Pembuat 

Komitmen adalah menetapkan HPS. 

2. Dalam menyusun Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dapat 

dibantu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan/atau tim pendukung atau tim atau tenaga 

ahli yang ditetapkan sebagaimana tugas PPK pada Pasal 11 ayat (1) huruf g dan huruf h. 

3. Harga Perkiraan Sendiri wajib mengacu pada Harga Satuan pada huruf (f) Batang Tubuh 

Kontrak Dokumen Kontrak Payung Kontrak Payung Bersyarat  Jasa Lainnya Antara 

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  Dengan PT Abadi Raya Commerce ( ARCO ) 

Tentang Jasa Kebersihan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 

027/032/UMUM.TU.P/I/2021 Tanggal 01 Januari 2021. 

4. Pedoman ini dapat digunakan untuk Menyusun penganggaran/rencana anggaran biaya 

(RAB) selama masa Kontrak Payung berlaku. 

 

B. LANGKAH PENYUSUNAN HPS  

1. Menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan batang tubuh kontrak 

bagian (f) huruf i dan Lampiran VIII Tata Cara Penyusunan Spesifikasi Teknis untuk 

Pemesanan mengacu pada Kontrak Payung Jasa Kebersihan antara Pemerintah Kabupaten 

Kutai Barat dengan PT. Abadi Raya Commerce (ARCO); 

2. Menghitung volume yang dibutuhkan berdasarkan batang tubuh kontrak bagian (f) huruf 

ii dan Lampiran VIII Tata Cara Penyusunan Spesifikasi Teknis untuk Pemesanan 

mengacu pada Kontrak Payung Jasa Kebersihan antara Pemerintah Kabupaten Kutai 

Barat dengan PT. Abadi Raya Commerce (ARCO); 

3. Menghitung HPS yang dibutuhkan berdasarkan batang tubuh kontrak bagian (f) huruf iii 

dan Lampiran VIII Tata Cara Penyusunan Spesifikasi Teknis untuk Pemesanan mengacu 

pada Kontrak Payung Jasa Kebersihan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan 

PT. Abadi Raya Commerce (ARCO); 

4. Dengan demikian format HPS yang disusun adalah sebagai berikut : 
[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] *a) 

 
PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (PHPS) 
 

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya 
ééééééééééééééééé.. *b) 

Nomor:éééééééé || Tanggal ééééééé. *c) 
 
1. Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja 

No Uraian Jumlah (orang) Keterangan 
1 Jumlah Pengelola (Team 

Leader/Field Supervisor) 
Pramubakti Kebersihan Umum 
(General Cleaning) dan/atau Jasa 
Perawatan Taman (Gardener) 

éé *d) Berdasarkan 
Spesifikasi Teknis 
Nomor éé.*g). 
Tanggal 
ééé.*h). 

2 Jumlah Pekerja (Worker Crew) 
Pramubakti Kebersihan Umum 

éé *e) 
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(General Cleaning) dan/atau Jasa 
Perawatan Taman (Gardener) 

Total Pekerja éé *f) 
 

2. Perhitungan Volume  
 

Total Pekerja (orang) Durasi Kerja 
(Bulan) 

Luas Wilayah 
Pekerjaan (meter 
persegi) 

Volume Satuan 

1 2 3 4 5 

*i) *j) *k) *l) 
.. *m) pekerja/.. 
*n) bulan/.. *o) 
meter persegi 

 
3. Rincian Nilai Harga Perkiraan Sendiri 

Uraian Pekerjaan Jenis Tipe 
Spesifikasi  
Kontrak Payung 

Volume Keluaran Satuan Harga Satuan Sub-Total 

1 2 3 4 5 6 
   .. *1) pekerja/.. 

*2) bulan/.. *3) 
meter persegi 

  

 
4. Penetapan Total Harga Perkiraan Sendiri 

Uraian Nilai (Rp) 
Nilai Harga Perkiraan Sendiri p*) 
Pajak Pertambahan Nilai (10%) q*) 
Total Nilai Harga Perkiraan Sendiri r*) 
Terbilang Total Nilai Harga Perkiraan Sendiri  
ééééééééééééééééééééééééééééééé s*) 

 

 
                                                                    Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa 

                             [éééééé.] *t) 
                      
 

                         [nama lengkap] *u) 
                                                                           NIPééééééé..*v) 

Petunjuk Pengisian bagi PPK Perangkat Daerah/Unit Kerja  : 

Isian a : Diisi dengan KOP Standar Kedinasan Resmi Perangkat 

Daerah/Unit Pelaksana Teknis 

Isian b : Nama Paket Pekerjaan 

Isian c : Diisi dengan Nomor Kedinasan Penetapan HPS dan tanggal 

Penetapan HPS 

Isian d : Diisi dengan jumlah Team Leader/Field Supervisor yang 

dibutuhkan sesuai dokumen spesifikasi Teknis sebagaimana 

format di Lampiran VIII 

Isian e : Diisi dengan jumlah Pekerja/Worker Crew yang dibutuhkan 

sesuai dokumen spesifikasi Teknis sebagaimana format di 

Lampiran VIII 

Isian f : Diisi dengan jumlah isian d ditambah isian e 

Isian g : Diisi dengan Nomor dokumen Spesifikasi Teknis yang dibuat 

oleh PPK Pengguna Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian h : Diisi dengan Tanggal dokumen Spesifikasi Teknis yang dibuat 

oleh PPK Pengguna Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian i : Diisi sesuai isian f 

Isian j : Diisi dengan jumlah bulan kerja kalender sesuai dengan 

Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK Pengguna Jasa 

sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian k : Diisi dengan jumlah luas wilayah meter persegi area pekerjaan  

sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK Pengguna 

Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII 

Isian l : Diisi hasil perkalian dari Isian i dikali Isian j dikali Isian k 

Isian m, 

Isian n, dan 

: Diisi dengan ketentuan : 

.. *m)   pekerja/.. *n)  bulan/.. *o) meter persegi 
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Isian o Dengan demikian menyesuaikan kolom Isian i, Isian j, dan Isian k 

Kolom tabel yang sama. 

 

Kolom 1 : Diisi uraian Pekerjaan sesuai isian b; 

Kolom 2 : Diisikan sesuai dengan tipologi kontrak pada bagian (f) batang 

tubuh Kontrak Payung yang telah ditetapkan sesuai dengan 

Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK Pengguna Jasa 

sebagaimana format di Lampiran VIII yang seharusnya selaras 

dengan Pasal 2 angka 6 Surat Perjanjian 

Kolom 3 : Diisikan sama dengan angka keluaran dari isian l; 

Kolom 4 : Diisikan sama dengan isian Isian m, Isian n, dan Isian o 

Kolom 5 : Diisikan sesuai dengan harga satuan sesuai tipologi kontrak pada 

bagian (f) batang tubuh Kontrak Payung yang telah ditetapkan 

sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK Pengguna 

Jasa sebagaimana format di Lampiran VIII dan selaras dengan 

Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PPK Pengguna Jasa 

sebagaimana format di Lampiran VII 

Kolom 6 : Hasil perkalian antara Kolom 3 dikalikan dengan Kolom 5  

Isian p : Nilai Keseluruhan Sub-Total dari Kolom 6 

Isian q : PPN 10% dari huruf p*) 

Isian r : Jumlah Isian p dan Isian q 

Isian s : Jumlah terbilang ditulis dengan huruf untuk total HPS 

sebagaimana terjumlah dalam isian r. 

Isian t : Diisi unit kerja penugasan PPK pada Perangkat Daerah (jika ada) 

Isian u : Diisi nama lengkap PPK 

Isian v :  Diisi NIP PPK 

C. PENETAPAN HPS 

1. Dilaksanakan dengan ditandatangani oleh PPK Pengguna Jasa; 

2. HPS agar dapat disusun secara cermat dengan data yang dapat dipertanggung-jawabkan; 

3. Dokumen Penetapan HPS disusun dan ditetapkan pada tahap Persiapan Pengadaan; 

4. Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator dapat melakukan koreksi apabila diperlukan 

sebagai upaya check and balance. 

Maksud dan Tujuan Format ini adalah: 

1. Menjadi upaya standarisasi bentuk penetapan HPS; 

2. Format dapat diubah sesuai kebutuhan selama substansi manfaat terpenuhi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------DEMIKIAN 

LAMPIRAN V II TATA CARA PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI UNTUK 

PEMESANAN MENGACU PADA KONTRAK PAYUNG JASA KEBERSIHAN ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN PT ABADI RAYA COMMERCE 

(ARCO) YANG MENGACU PADA KONTRAK PAYUNG BERSYARAT INI ------- ---------- 

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, 

dibuat sebagai Bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK PAYUNG  antara  PIHAK 

PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  

PIHAK PERTAMA  

Pejabat Daerah Penandatangan Kontrak Payung 

Kab. Kutai Barat, 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 

 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, S .E. 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAK  KEDUA  

Bertindak untuk dan atas nama Direksi 

untuk mewakili PT ABADI RAYA 

COMMERCE, 

Direktur Utama,  

 

 

 

H. KARMIN  
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LAMPIRAN VIII : KONTRAK PAYUNG BERSYARAT JASA LAINNYA ANTARA  

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN  PT ABADI 

RAYA COMMERCE (ARCO)  TENTANG  JASA KEBERSIHAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT   

        _________________________________________________________________ 

 

 

TATA CARA PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS UNTUK PEMESANAN MENGACU 

PADA KONTRAK PAYUNG JASA KEBERSIHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN 

KUTAI B ARAT DENGAN PT ABADI RAYA COMMERCE (ARCO)  

 

 

A. TATA CARA PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS  

1. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen 

adalah menetapkan spesifikasi teknis. 

2. Dalam menyusun Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dapat 

dibantu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan/atau tim pendukung atau tim atau tenaga 

ahli yang ditetapkan sebagaimana tugas PPK pada Pasal 11 ayat (1) huruf g dan huruf h. 

 

B. FORMAT SPESIFIKASI TEKNIS  
[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] *a) 

 
SPESIFIKASI TEKNIS 

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya 
ééééééééééééééééé.. *b) 

Nomor:éééééééé || Tanggal ééééééé. *c) 

1. Pendahuluan 

Tingkat Layanan spesifikasi teknis ini mengacu pada standar yang tertuang dalam Kontrak 

Dokumen Kontrak Payung Kontrak Payung Bersyarat  Jasa Lainnya Antara Pemerintah 

Kabupaten Kutai Barat  Dengan PT Abadi Raya Commerce ( ARCO ) Tentang Jasa Kebersihan 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 027/032/UMUM.TU.P/I/2021 

Tanggal 01 Januari 2021. 

2. Luas Wilayah 

a. Halaman / Taman 

Terdiri dari taman seluas …………………. *d)  meter persegi, dengan rincian 

sebagaimana tabel berikut (jika ada) :  

b. Gedung Kantor 

Terdiri dari gedung seluas …………………. *e) meter persegi, dengan rincian 

sebagaimana tabel berikut (jika ada) :  

c. Total Luasan  

Dengan demikian luasan taman dan Gedung adalah sebesar …. f*)  meter persegi. 

3. Jumlah Personil 

Secara wajar untuk penerapan kebersihan dengan luas wilayah sebagaimana disebutkan pada 

bagian 2, maka diperlukan : 

No Uraian Jumlah (orang) 
1 Jumlah Pengelola (Team Leader/Field Supervisor) 

Pramubakti Kebersihan Umum (General Cleaning) 
dan/atau Jasa Perawatan Taman (Gardener) 

éé *g) 

2 Jumlah Pekerja (Worker Crew) Pramubakti Kebersihan éé *h) 
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Umum (General Cleaning) dan/atau Jasa Perawatan 
Taman (Gardener) 

Total Pekerja éé *i) 

4. Ilustrasi Lingkungan dan Area Kerja  

Berikut ini adalah foto/gambar area kerja : ……………….. * j ) 

                                                                      Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa 
                                [éééééé.] *k) 

                      
                                     [nama lengkap] *l) 

                                                                           NIPééééééé..*m) 

Petunjuk Pengisian bagi PPK Perangkat Daerah/Unit Kerja  : 

Isian a : Diisi dengan KOP Standar Kedinasan Resmi Perangkat Daerah/Unit 

Pelaksana Teknis 

Isian b : Nama Paket Pekerjaan 

Isian c : Diisi dengan Nomor Kedinasan Penetapan Spesifikasi Teknis Paket dan 

tanggal Penetapan Paket HPS 

Isian d : Diisi dengan rincian luasan taman dalam meter persegi 

Isian e : Diisi dengan rincian luasan Gedung kantor dalam meter persegi 

Isian f : Isian d ditambah Isian e 

Isian g : Diisi dengan jumlah Team Leader/Field Supervisor yang dibutuhkan 

Isian h : Diisi dengan jumlah Pekerja/Worker Crew yang dibutuhkan 

Isian i : Diisi dengan jumlah isian g ditambah isian h 

Isian j : Diisi dengan foto area kerja jika ada  

Isian k : Diisi unit kerja penugasan PPK pada Perangkat Daerah (jika ada) 

Isian l : Diisi nama lengkap PPK 

Isian m : Diisi NIP PPK 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------DEMIKIAN 

LAMPIRAN V II I TATA CARA PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS UNTUK 

PEMESANAN MENGACU PADA KONTRAK PAYUNG JASA KEBERSIHAN ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN PT ABADI RAYA COMMERCE 

(ARCO) YANG MENGACU PADA KONTRAK PAYUNG BERSYARAT INI ------- ---------- 

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, 

dibuat sebagai Bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK PAYUNG  antara  PIHAK 

PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  

PIHAK PERTAMA  

Pejabat Daerah Penandatangan Kontrak Payung 

Kab. Kutai Barat, 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 

 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, S .E. 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAK  KEDUA  

Bertindak untuk dan atas nama Direksi 

untuk mewakili PT ABADI RAYA 

COMMERCE, 

Direktur Utama,  

 

 

 

H. KARMIN  
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LAMPIRAN IX : KONTRAK PAYUNG BERSYARAT JASA LAINNYA ANTARA  

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN  PT ABADI 

RAYA COMMERCE (ARCO)  TENTANG  JASA KEBERSIHAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT   

        _________________________________________________________________ 

 

 

DOKUMEN LEGALITAS KEDUA BELAH PIHAK DALAM KONTRAK  PAYUNG INI  

 

A. LEGALITAS DAN KECAKAPAN PIHAK PEMERINTAH KAB. KUTAI BARAT  

i. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor:900/3787/PBJ-TU.P/XI/2020 

tentang Penunjukan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sebagai Pejabat Daerah Untuk 

Menandatangani Kontrak Payung Bersyarat Dengan Penyediadan Penunjukan Kepala Sub-Bagian 

Perencanaan Dan Pembinaan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator Kontrak Payung 

Bersyarat 
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ii. Sertifikat Kompetensi 

1. Pejabat Penandatangan Kontrak 
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2. Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator 
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3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional 

Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan LKPP 

Nomor 6 tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

tertulis dalam Pasal 33 PerLKPP 6/2019 : 

Dengan berlakunya Peraturan Lembaga ini: 

(1) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan   Perencanaan   Pembangunan   Nasional atau 

LKPP dengan  kategori  L2,  L4,  dan  L5, dinyatakan tetap dapat digunakan dan berlaku 

seumur hidup; 

(2) Sertifikat Keahlian  Tingkat  Dasar yang  dikeluarkan oleh LKPP berdasarkan  Peraturan  

Kepala  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 

2015 tentang  Petunjuk  Teknis  Operasional  Sertifikasi Keahlian    Tingkat    Dasar    
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Pengadaan    Barang/Jasa Pemerintah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015  

Nomor  1652)yang  masih  berlaku  atau  telah  habis masa berlakunya, dinyatakan tetap 

dapat digunakan dan berlaku seumur hidup;dan 

(3) Sertifikat   Kompetensi   yang   dikeluarkan   oleh   LKPP berdasarkan    Peraturan    

Kepala    Lembaga    Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  7 Tahun 

2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat  Fungsional  Pengelola  

Pengadaan  Barang/Jasa (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor 

1877),dinyatakan  tetap  berlaku  sampai dengan  masa berlaku sertifikat kompetensi. 

 

B. LEGALITAS  DAN KECAKAPAN  PELAKU USAHA  

i. Surat Penunjukan Penyedia 
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ii. Proses Pemilihan Penyedia 

1. Penetapan Pemenang 
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2. Summary Report Tender Cepat Skema Kontrak Payung 
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iii.  Dokumen Legalitas dan Kualifikasi Penyedia 

1. Akta Pendirian 
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2. Berita Acara RUPS Luar Biasa 
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3. Dokumen Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 
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4. Dokumen Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 
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5. Sertifikat Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia 

 
6. Sertifikat Kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan 
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7. Kepersertaan BPJS Kesehatan 
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8. Izin Komersial / Operasional OSS 
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9. Nomor Induk Izin Berusaha 
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10. SIUP OSS 
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11. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 
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12. NPWP 

 
13. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
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14. ISO 9001:2015 
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15. ISO 45001:2018 
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16. Wajib Lapor Ketenagakerjaan  

 



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 216 

 



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 217 

 



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 218 

 



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 219 

 



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 220 

 



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 221 

 
  



 
 

Kontrak Payung Pemdakab. Kutai Barat 2021-2022 – Halaman 222 

17. Jaminan Pelaksanaan 
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18. Konfirmasi Tertulis Jaminan Pelaksanaan 
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19. Balasan Konfirmasi Tertulis Jaminan Pelaksanaan 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------DEMIKIAN 

LAMPIRAN IX DOKUMEN LEGALITAS KEDUA BELAH PIHAK DALAM KONTRAK 

PAYUNG INI MENGACU PADA KONTRAK PAYUNG JASA KEBERSIHAN ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN PT ABADI RAYA COMMERCE 

(ARCO) YANG MENGACU PADA KONTRAK PAYUNG BERSYARAT INI ---------- 

Dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, 

dibuat sebagai Bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK PAYUNG antara  PIHAK 

PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  

PIHAK PERTAMA  

Pejabat Daerah Penandatangan Kontrak Payung 

Kab. Kutai Barat, 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 

 

 

 

 

LEONARD YUDIARTO, S .E. 

NIP.  19780615 200212 1 008 

PIHAK  KEDUA  

Bertindak untuk dan atas nama Direksi 

untuk mewakili PT ABADI RAYA 

COMMERCE, 

Direktur Utama,  

 

 

 

H. KARMIN  

 
 


